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BUPATI  LOMBOK   BARAT 
 

KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan 

rahmat dan hidayah-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2022. 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 ini untuk melaksanakan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat satu 

kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas 

capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan capaian kinerja 

pelaksanaan tugas pembantuan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2022. 

Kami berharap semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas 

penyelenggaraan pemerintahan yang kami lakukan, sekaligus sebagai 

motivasi bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Kabupaten Lombok Barat. 

Terima Kasih  

Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Gerung,      24 Sya’ban 1444 H 

             17 Maret  2023 M 

BUPATI LOMBOK BARAT, 

 

 

H. FAUZAN KHALID 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Penjelasan Umum 

a. Undang-undang  Pembentukan Kabupaten Lombok Barat 

Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II 

Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1655), yang diundangkan pada tanggal 14 

Agustus 1958, dimana Undang-undang tersebut merupakan 

pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, 

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Untuk Wilayah Daerah 

Tingkat I Nusa Tenggara Barat, terbentuk 6 (enam)  Daerah Tingkat II 

yaitu  Daerah Tingkat II Lombok Barat yang berkedudukan di Mataram, 

Daerah Tingkat II Lombok Tengah berkedudukan di Praya, Daerah 

Tingkat II Lombok Timur berkedudukan di Selong, Daerah Tingkat II 

Bima berkedudukan di Raba, Daerah Tingkat II Dompu berkedudukan di 

Dompu dan Daerah Tingkat II Sumbawa berkedudukan di Sumbawa 

Besar. 

Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan roda pemerintahan, 

dimana kota mataram sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Barat pada 

saat itu mengalami perkembangan yang demikian pesat, sehingga 

banyak menghadapi permasalahan yang kompleks dan perlu ditangani 

secara khusus oleh Pemerintah Kota, maka berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah Kota Administratif 

Mataram yang membawahi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan 

Ampenan, Mataram dan Cakranegara. Pada masa kepemimpinan H Lalu 

Mudjitahid sebagai Bupati Lombok Barat pada periode (1989-1994) 

wilayah Kabupaten Lombok Barat terus mengalami kemajuan, dimana 

Kota Mataram sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Barat pada saat itu 

mengalami peningkatan  status dari  Kota Administratif menjadi 

Kotamadya. Oleh karena itu sejak ditetapkan Pembentukan Kotamadya 
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Mataram sebagai Daerah Tingkat II maka wilayah Kabupaten Lombok 

Barat berkurang dari 12 wilayah kecamatan menjadi 9 kecamatan yakni 

Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Gunungsari, Narmada, Labuapi, 

Kediri, Gerung dan Sekotong Tengah. Ibu kota Kabupaten Lombok Barat 

dipindahkan dari Kota Mataram ke Giri Menang Gerung sesuai dengan 

rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 135/3638/PUOD tanggal 

22 Desember 1999 dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 49/M.PAN/2/2000 tanggal 2 Februari 2000. 

Belum cukup sampai disitu, seiring dengan terjadinya 

perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan 

pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal, tercetus 

keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara 

menjadi Kabupaten Lombok Utara dengan alasan dalam rangka 

percepatan pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat yang mana dengan dipindahnya ibu kota Kabupaten Lombok 

Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh 

masyarakat Lombok Barat bagian Utara ke pusat pemerintahan 

kabupaten, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2008 

tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Setelah terjadinya pemekaran 

ini, Kabupaten Lombok Barat memiliki 10 wilayah kecamatan yakni 

Kecamatan Gerung, Lembar, Sekotong Tengah, Kuripan, Kediri, Labuapi, 

Narmada, Lingsar, Gunungsari dan Batu Layar. 

b. Data geografis wilayah; 

Secara geografis Kabupaten 

Lombok Barat terletak di antara 

115046’ sampai dengan 116028 

Bujur Timur dan 8012’ sampai 

dengan 8055’ Lintang Selatan.  

Kabupaten Lombok Barat 

termasuk  wilayah yang beriklim 

tropis dengan temperatur rata-rata 

27,6 0C dan suhu maksimum 

berkisar 32,6 0C serta suhu 
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minimum 22,6 0C, dengan tingkat 

curah hujan rata-rata 77,38 mm 

setiap bulannya.  

Klimatologi Kabupaten Lombok Barat yakni wilayah yang memiliki 

iklim tropis, dengan dua musim, yakni musim kemarau (Mei – Oktober) 

dan musim hujan (Nopember – April) dengan temperatur / suhu udara 

rata - rata berkisar antara 22,23oC dimana suhu tertinggi terjadi pada 

bulan Januari suhu  24,2OC serta suhu terendah yang mencapai 19,9oC  

yang terjadi pada bulan Juli. Keadaan curah hujan di Kabupaten Lombok 

Barat rata - rata sebesar 116,83  mm/bulan, curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan Desember sebesar 26,73 0mm dan curah hujan terendah 

terjadi pada bulan September yakni sebesar 0 mm. 

Rata – rata lama penyinaran matahari sebesar 73,08%. Lama 

penyinaran maksimum terjadi pada bulan Oktober sebesar 91%, 

sedangkan lama penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan 

Desember  sebesar 49%. Kecepatan angin rata-rata yang terjadi pada 

tahun 2016 sebesar 17 knot pada bulan Februari dengan kecepatan 

angin tertinggi yakni sebesar 38 knot dan kecepatan angin terendah 

yakni sebesar 11 knot di bulan April, Nopember dan Desember. Tekanan 

udara rata-rata sebesar 1.006,28 mb dengan tekanan udara maksimum 

yakni sebesar 1.008,80  mb yang terjadi pada bulan September, 

sedangkan tekanan udara minimum yakni sebesar 1.003,20 mb yang 

terjadi pada bulan Maret pada tahun 2016. 

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang 

diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik 

bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami 

sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. 

Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang 

setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan 

baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan 

penanggulangan bencana secara dini.  

Tatanan tektonik wilayah Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh 

sistem sesar naik busur depan (zona subduksi) pada bagian selatan Nusa 
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Tenggara dan sistem sesar naik busur belakang pada bagian utara Nusa 

Tenggara (mulai utara Bali hingga Flores). Hal ini menyebabkan daerah 

Nusa tenggara Barat mempunyai potensi kerawanan gempa cukup tinggi. 

Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah yang berpotensi 

terhadap bahaya Tanah longsor atau gerakan tanah. Potensi gerakan 

tanah di kabupaten Lombok Barat adalah : kecamatan Sekotong terdapat 

10 (sepuluh) lokasi yang diwaspadai terhadap bahaya tanah longsor, 

yaitu di Dusun Pengawisan, Gili Genting dan Gawah Pudak (Desa 

Sekotong Barat), Dusun Kelep, Serero dan Empol (Desa Sekotong 

Tengah), Dusun Ketapang (Desa Batu Putih), Dusun Selindungan, Tibu 

Samut (Desa Pelangan), Dusun Blongas (Desa Buwun Mas).  

Kecamatan Lembar terdapat 3 (tiga) lokasi yang diwaspadai terhadap 

bahaya tanah longsor, yaitu : Dusun Batu Mas (Desa Mareje), Dusun 

Puyahan dan Padak (Desa Lembar). Kecamatan Labuapi Secara umum 

wilayah Kecamatan Labuapi relatif aman terhadap gerakan tanah/tanah 

longsor karena sebagian besar wilayah tersebut berupa dataran dan 

stabil.  

Kecamatan Kuripan. Kondisi wilayah Kecamatan Kuripan termasuk 

wilayah yang stabil, hanya di beberapa tempat seperti sepanjang tepi 

Sungai Babak yang kondisinya kurang stabil. Hal ini disebabkan 

dibeberapa tempat seperti Desa Jagaraga Induk banyak terdapat 

penambangan pasir bangunan yang mengambil lokasi di areal 

persawahan dimana penambangan dilakukan tidak mengikuti cara 

penambangan yang baik dan benar. 

Kecamatan Kediri. Kondisi wilayah Kecamatan Kediri termasuk 

wilayah yang stabil, hanya di beberapa tempat seperti sepanjang tepi 

Sungai Babak di beberapa tempat seperti Desa Gelogor, Banyumulek dan 

Rumak yang kondisinya kurang stabil. Hal ini disebabkan disepanjang 

tepi Sungai Babak banyak dilakukan penambangan pasir bangunan yang 

cara penambangannya tidak dilakukan dengan cara yang baik dan benar.  

Kecamatan Gerung terdapat 4 (empat) lokasi yang diwaspadai 

terhadap bahaya tanah longsor, yaitu : berada di Dusun Kebon Kongok 
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Desa Suka Makmur, Dusun Bongor dan Dusun Peseng Desa Kebon Ayu 

serta Dusun Mesanggok Desa Gapuk.  

Kecamatan Narmada terdapat 4 (empat) lokasi yang telah terjadi 

tanah longsor, yaitu yang berada di Dusun Darmasaba Dasan, Gondang 

Desa Keru, Dusun Selen Aik dan Gunung Jae Desa Sedau, sedangkan 

yang perlu diwaspadai terhadap bahaya akan tanah longsor adalah di 

Dusun Majeti Tengak Desa Kramajaya.  

Kecamatan Lingsar terdapat 2 (dua) lokasi yang telah terjadi tanah 

longsor, yaitu di dusun Karang Bayan Barat dan Karang Bayan Timur, 

sedangkan yang perlu diwaspadai berada di Dusun Longseran Barat dan 

Longseran Timur Desa Langko.  

Kecamatan Gunungsari terdapat 6 (enam) lokasi yang telah terjadi 

tanah longsor, yaitu di Dusun Eratmate dan Gelangsar Desa Mekarsari, 

Dusun Midang dan Dasan Medang Desa Midang sepanjang bantaran 

Sungai Midang. Dusun Kapek Bawak Desa Gunungsari sepanjang 

bantaran sungai Meninting, sedangkan satu perlu diwaspadai berada di 

Dusun Loan, Desa Guntur Macan.  

Kecamatan Batulayar terdapat 2 (dua) lokasi yang telah terjadi 

tanah longsor, yaitu di Dusun Sandik Bawak Desa Sandik, sedangkan 

yang perlu diwaspadai berada di Dusun Senggigi Desa Senggigi. 

c. Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat menurut jenis 

kelamin terdiri dari 362.527 orang laki-laki atau sekitar 49,92% dan 

terdiri dari 363.701 orang perempuan atau sekitar 50,08% menunjukkan 

bahwa penduduk di Kabupaten Lombok Barat lebih dominan penduduk 

berjenis kelamin perempuan dibanding dengan penduduk laki-laki, 

sesuai dengan tabel  berikut  ; 

Struktur Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenis Kelamin 

Tahun 2022 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Narmada 52.806 52.713 105.519 

2 Gunungsari 46.632 46.957 93.589 
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No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

3 Gerung 45.055 46.285 91.340 

4 Lingsar 38.423 38.022 76.445 

5 Labuapi 37.513 38.034 75.547 

6 Sekotong 33.352 32.841 66.193 

7 Kediri 32.080 32.333 64.413 

8 Lembar 28.177 28.318 56.495 

9 Batulayar 26.916 26.761 53.677 

10 Kuripan 21.573 21.437 43.010 

Jumlah 362.527 363.701 726.228 
       Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Menurut kelompok umur, pada tahun yang sama memperlihatkan 

bahwa kelompok umur terbesar adalah usia antara 5-9 tahun sebanyak 

70.146 jiwa atau sebesar 9,66%, hanya terpaut 0,25% dari kelompok umur 

terbesar kedua yaitu usia antara 10-14 tahun, untuk kategori usia 30-34 

yang merupakan usia produktif sebanyak 64.584 jiwa atau sebesar 8,89% 

menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat mempunyai potensi  yang 

besar dibidang Sumber Daya Manusia yang produktif untuk mendukung 

pembangunan berbagai sektor. Jumlah kelompok umur terkecil adalah usia 

60-64 tahun sebanyak 22.394 jiwa atau 3,08%. Untuk lebih jelasnya data 

komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat pada Tabel berikut ; 

Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelompok Umur 

Tahun 2022 

No. 
Kelompok 

Umur  
Laki-Laki Perempuan Jumlah Prosentase (%) 

1 0-4 29.117 27.595 56.712 7,81 

2 05-09 36.110 34.036 70.146 9,66 

3 10-14 35.286 33.046 68.332 9,41 

4 15-19 25.375 24.953 50.328 6,93 

5 20-24 28.683 28.172 56.855 7,83 

6 25-29 30.265 30.319 60.584 8,34 

7 30-34 31.836 32.748 64.584 8,89 

8 35-39 31.253 32.314 63.567 8,75 

9 40-44 28.738 30.649 59.387 8,18 

10 45-49 24.245 24.508 48.753 6,71 

11 50-54 20.507 21.046 41.553 5,72 
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No. 
Kelompok 

Umur  
Laki-Laki Perempuan Jumlah Prosentase (%) 

12 55-59 13.583 13.933 27.516 3,79 

13 60-64 10.657 11.737 22.394 3,08 

14 65> 16.872 18.645 35.517 4,89 

Total 362.605 360.037 726.228 100 

                         Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

 

Selanjutnya  jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Table berikut : 

Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Tingkat Pendidikan  

Tahun 2022 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Prosentase 
(%) 

1 Belum Sekolah 116.250 128.985 245.235 33,77 

2 Tidak Tamat SD 37.840 37.906 75.746 10,43 

3 Tamat SD/MI 77.432 83.746 161.178 22,19 

4 SLTP 44.929 44.082 89.011 12,26 

5 SLTA 68.896 52.497 121.393 16,72 

6 DII 1.190 1118 2.308 0,32 

7 DIII 2.133 3.076 5.209 0,72 

8 S1 12.737 11.792 24.529 3,38 

9 S2 1035 480 1.515 0,21 

10 ≥S3 85 19 104 0,01 

TOTAL 362.527 363.701 726.228 100 
  Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk terbesar adalah 

belum sekolah sebanyak 33,77% disusul tamat SD/sederajat sebesar 22,19 

%, sedang terkecil pada jenjang pendidikan S3 sebanyak 0,01% menjadi 

tantangan terbesar bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan segenap 

masyarakat di Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan tingkat 

pendidikan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.  
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Selanjutnya jumlah penduduk menurut rumah tangga dapat dilihat pada 

tabel berikut ; 

Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga 

 

No Kecamatan 
Jumlah Kepala 

Keluarga 
Prosentase (%) 

1 Gunungsari 31.395 12,86 

2 Sekotong Tengah 22.068 9,04 

3 Narmada 35.947 14,72 

4 Kediri 20.881 8,55 

5 Labuapi 24.621 10,09 

6 Lingsar 26.476 10,85 

7 Gerung 30.910 12,66 

8 Lembar 19.320 7,91 

9 Batulayar 18.144 7,43 

10 Kuripan 14.363 5,88 

  Jumlah 244.125 100 

                   Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi jumlah kepala keluarga 

terbanyak terdapat di Kecamatan Narmada sebanyak 35.947 kepala keluarga 

atau 14,72% disusul Kecamatan Gunungsari sebanyak 31.395 kepala kelurga 

atau 12,86% dan Kecamatan Gerung  sebanyak 30.910 kepala keluarga atau 

12.66%, sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di 

Kecamatan Kuripan sebanyak 14.363 atau  5,88%. Jika dibanding data 

jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarga maka rata-rata satu rumah 

tangga terdiri dari 3,0 jiwa. 

d. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan  

     Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 922,906 Km2. Secara geografis, 

Kabupaten Lombok Barat berada di 115° 46¨ - 116° 20¨  Bujur Timur dan 8° 

25¨ - 8° 55¨ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :  

Sebelah Utara   : Lombok Utara  

Sebelah Selatan  : Samudera Hindia  

Sebelah Barat     : Selat Lombok dan Kota Mataram  

Sebelah Timur    : Lombok Tengah. 

   Dilihat dari letak geografis daerah, yang berbatasan dengan selat 

Lombok dan Samudera Hindia yang berarti potensi untuk pengembangan 

pariwisata besar yang akan berdampak pada peningkatan lapangan 
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pekerjaan, berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan 

lokasi Bandara Internasional, akan memiliki potensi untuk dapat 

mengembangkan sektor unggulan kerajinan industri kecil, pedagang dan jasa-

jasa, mengelilingi Kota Mataram yang memiliki potensi pasar yang tinggi, 

maka hasil kerajinan rumah tangga juga dapat dipasarkan di Kota Mataram 

untuk mendapatkan nilai Tukar Petani, Nelayan dan pengrajin industri kecil, 

sehingga masyarakat Kabupaten Lombok Barat, berpotensi besar dapat 

meningkatkan pendapatannya untuk kesejahteraan keluarganya, yang 

akhirnya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.     Secara 

Administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan yaitu :  

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Persentase (%) 

1 Sekotong 344.25 37.30 

2 Lembar 77.20 8.37 

3 Gerung 60.30 6.53 

4 Labuapi 23.87 2.59 

5 Kediri 21.14 2.29 

6 Kuripan 25.02 2.71 

7 Narmada 128.78 13.95 

8 Lingsar 115.47 12.51 

9 Gunungsari 84.16 9.12 

10 Batulayar 42.67 4.62 

Jumlah 922.90 100.00 

 

   Jarak kota Kecamatan dari Kota Pemerintahan Kabupaten Lombok 

Barat terdekat adalah Kecamatan Kuripan yaitu 5 Km sedangkan yang 

terjauh adalah Kecamatan Sekotong yang berjarak 32Km dari Kota Gerung. 

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Lombok Barat 

dikategorikan sebagai berikut :  

1. Ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 

34.800 Ha atau 40,80% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.  

2. Ketinggian  100-500 meter, memiliki luas wilayah sebesar 40.966 Ha atau 

48% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.  

3. Ketinggian  500-1000 meter memiliki luas wilayah 8.650 Ha atau 10,1% 

dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan  
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4. Ketinggian 1000 meter keatas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah 

Kabupaten Lombok Barat. 

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat 

bervariasi dan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan 

sebagai berikut :  

1. Tingkat kemiringan 0-2 % merupakan tingkat kemiringan yang paling luas 

mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok 

Barat;  

2. Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5 % dari 

luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;  

3. Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas 

Kabupaten Lombok Barat;  

4. Tingkat kemiringan lahan40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8 % dari 

luas wilayah Kabupaten Lombok Barat. 

Secara geostrategis Kabupaten Lombok Barat  merupakan kawasan 

strategis ditinjau dari beberapa aspek antara lain: 

a. Lombok Barat terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia II/ ALKI II 

zona 7 dan zona 8 (selat Lombok), hal ini tentu sangat menguntungkan 

karena Selat Lombok merupakan perlintasan arus pelayaran 

perdagangan dunia menuju Laut Cina Selatan (Jepang, Korea dan 

Filipina) 

b. Dengan letak yang strategis ini Kabupaten Lombok Barat harus 

memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada untuk 

meningkatkan nilai tambah dari sektor ekonomi. 
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Gambar 1.1 

Posisi Strategis Kabupaten Lombok Barat pada Jalur 
Pelayaran/Perdagangan Dunia 

 

 

 

 

c. Lombok Barat dilintasi “The Golden Triangle Tourism” (Bali, 

Pulau0 Komodo, dan Toraja), hal ini sangat menguntungkan 

Kabupaten Lombok Barat dalam sektor pariwisata karena 

berada di segitiga emas tujuan wisata dunia. 

d. Lombok Barat terletak pada gugusan “The Golden Triangle 

Coral” (terumbu karang terkaya dan tercantik didunia) yang 

mencakup sebagian Filipina, ustralia dan Pulau-pulau kecil. 

Hal ini tentu memberi dampak positif bagi pengembangan 

sektor pariwisata dan ekonomi kemaritiman/kelautan yang 

menjadi isu strategis nasional dan merupakan fokus prioritas 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl 

(RPJMN) Tahun 2015-2019. Untuk lebih jelasnya mengenai 

gambaran posisi “The Golden Triangle Coral” di Kabupaten 

Lombok Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
 
 

 
 

 

ALKI II ALKI I ALKI II 
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Gambar 1.2 

Posisi Strategis Kabupaten Lombok Barat pada Gugusan “The 
Golden Triangle Coral 

 
Sumber: Hasil analisa dari berbagi sumber 

e. Pintu masuk aksesibilitas NTB, melalui laut (Pelabuhan 

Lembar) angkutan barang, wisata, penumpang umum dan 

jasa dari Pulau Bali, Jawa dan seluruh Indonesia, baik yang 

akan menuju ke Kabupaten Lombok Barat maupun yang 

akan menuju ke Kabupaten/Kota lainnya di NTB pasti akan 

melewati Kabupaten Lombok Barat. Begitu juga dengan 

keberadaan Bandara Internasional Lombok di Praya,  

Kabupaten  Lombok Barat  merupakan  jalur  penghubung  

utama  atau sebagai akses jalan yang dilintasi segala 

aktivitas pariwisata dan bisnis dari kota-kota di pulau Jawa, 

Bali dan pulau-pulau lainnya.  

f. MP3EI Koridor V (pintu gerbang pariwisata dan pendukung 

pangan nasional), hal ini tentu akan memberikan dampak 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya 

Kabupaten Lombok Barat dalam pengembangan sektor 

pariwisata dan sektor pertanian untuk mendukung 

ketahanan pangan nasional. 

Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 

Kecamatan, 119 Desa, 3 Kelurahan dan 931 Dusun serta 19 Lingkungan. 

Dimana Kecamatan Sekotong Tengah memiliki luas wilayah terbesar 

dengan luas wilayah sekitar   344,25 Km2    atau sekitar 37,30%  terkecil 
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Kecamatan Kuripan dengan luas wilayah 42,67 Km2  atau 4,2 %  dari total 

luas daratan di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tabel berikut ; 

Jumlah Dusun/Lingkungan dan Luas Wilayah Kecamatan  

di Kabupaten Lombok  Barat Tahun 2022 

                  Sumber : DPMD Kabupaten Lombok Barat 

 

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah  dan 

Pegawai Pemerintah  

1. Jumlah Perangkat Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib 

dan Urusan Pilihan pada tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel 

berikut : 

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah  

INSTANSI OPD 

Sekretariat 

Daerah 

1. Sekretariat Daerah 

Sekretariat DPRD 2. Sekretariat DPRD 

Inspektorat  3. Inspektorat Kabupaten Lombok Barat 

Dinas 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

  2. Dinas Kesehatan 

  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

  4. Dinas Perumahan Dan Permukiman 

  5. Dinas Sosial 

  6. Dinas Pemadam Kebakaran 

N
o 

Kecamatan 
Desa/Kel
urahan 

Dusun/Lingku
ngan 

Luas 
Wilayah 

(Km2) 

Persentas
e (%) 

1 Sekotong 9 140 344.2512 37.30 

2 Lembar 10 92 77.2041 8.37 

3 Gerung 14 107 60.3078 6.53 

4 Labuapi 12 74 23.8790 2.59 

5 Kediri 10 75 21.1422 2.29 

6 Kuripan 6 47 25.0290 2.71 

7 Narmada 21 134 128.7809 13.95 

8 Lingsar 15 95 115.4716 12.51 

9 
Gunungsar
i 

16 104 84.1651 9.12 

10 Batulayar 9 63 42.6760 4.62 

Jumlah 122 931 922.9067 100.00 
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INSTANSI OPD 

  7. Dinas Tenaga Kerja 

  8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

  9. Dinas Ketahanan Pangan 

  10. Dinas Lingkungan Hidup  

  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

  12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

  13. Dinas Perhubungan 

  14. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 

  15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

  16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  

  17. Dinas Pemuda dan Olahraga 

  18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  

  19. Dinas Kelautan dan Perikanan  

  20. Dinas Pariwisata 

  21. Dinas Pertanian   

  22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

  23. Satuan Polisi Pamong Praja 

Badan 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

  2. Badan Kepegawaian Daerah dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 

  3. Badan Pendapatan Daerah  

  4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah 

  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kecamatan 1. Kecamatan Batulayar 

  2. Kecamatan Gerung 

  3. Kecamatan Gunungsari 

  4. Kecamatan Kediri 

  5. Kecamatan Kuripan 

  6. Kecamatan Labuapi 

  7. Kecamatan Lembar 

  8. Kecamatan Lingsar 

  9. Kecamatan Narmada 

  10. Kecamatan Sekotong Tengah 

JUMLAH     

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

2. Jumlah Pegawi Pemerintah 

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan status Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2021 sebanyak 6.293 

pegawai bertambah pesat pada tahun 2022 menjadi 7.389 pegawai 
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yang sebagian besar merupakan pengangkatan 1.200 Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dilihat dari  dari sisi 

jenis kelamin, 3.901 ASN laki-laki atau 52,79%, dan 3.488 ASN 

perempuan atau 47,21%. 

Berikut tabel yang menampilkan jumlah ASN Kabupaten Lombok 

Barat berdasarkan jenjang Pendidikan dan jenis kelamin Tahun 

2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1. Realisasi pendapatan 

Uraian 
Anggaran Realisasi 

% 
  2022 2022 

PENDAPATAN       

PENDAPATAN ASLI DAERAH       

Pendapatan Pajak Daerah 149.288.591.504,00 104.608.036.922,95 70,07 

Pendapatan Retribusi Daerah 24.539.986.360,00 15.784.355.591,69 64,32 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 21.781.531.868,00 13.981.407.706,00 64,19 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 160.440.908.532,00 134.429.699.568,22 83,79 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 356.051.018.264,00 268.803.499.788,86 75,5 

        

PENDAPATAN TRANSFER       

Pendapatan Transfer Pemerintah 
Pusat       

Dana Perimbangan 1.216.334.405.000,00 1.203.698.180.761,00 98,96 

Dana Insentif Daerah (DID) 11.193.094.000,00 11.193.094.000,00 100 

Dana Desa 155.626.923.000,00 155.626.923.000,00 100 

Jumlah Pendapatan Transfer 1.383.154.422.000,00 1.370.518.197.761,00 99,09 

Pendapatan Transfer Antar Daerah       

Pendapatan Bagi Hasil 90.821.867.781,00 89.371.585.824,00 98,4 

No. Jenjang Pendidikan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Perempuan Laki-laki 

1 Sekolah Dasar 5 54 59 

2 SLTP 6 62 68 

3 SLTA 411 800 1211 

4 SLTA Kejuruan 55 104 159 

5 Diploma I 10 4 14 

6 Diploma II 60 65 125 

7 
Diploma 
III/Sarjana Muda 480 164 644 

8 Diploma IV 40 31 71 

9 S-1/Sarjana 1848 1764 4812 

10 S-2/Pascasarjana 75 149 224 

11 S-3/Doktor 1 1 2 

Total Pegawai 2.991 3.198 7.389 
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Bantuan Keuangan 500.000.000,00 500.000.000,00 100 

Jumlah Pendapatan Transfer Antar 
Daerah 91.321.867.781,00 89.871.585.824,00 98,41 

Jumlah Pendapatan Transfer 1.474.476.289.781,00 1.460.389.783.585,00 99,04 

        

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH       

Pendapatan Hibah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100 

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan 0 0 0 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100 

        

JUMLAH PENDAPATAN 1.833.527.308.045,00 1.732.193.283.373,86 94,47 

 
2. Realisasi belanja 

Uraian 
  

Anggaran Realisasi 
% 
  2022 2022 

BELANJA DAERAH       

Belanja Operasi       

Belanja Pegawai 774.577.923.710,00 749.135.856.329,09 96,72 

Belanja Barang dan Jasa 477.044.166.234,00 440.133.589.192,93 92,26 

Belanja Bunga 9.108.000.000,00 9.107.538.560,00 99,99 

Belanja Hibah 38.805.730.802,00 36.685.178.695,00 94,54 

Belanja Bantuan Sosial 3.874.292.042,00 3.861.254.875,00 99,66 

Jumlah Belanja Operasi 1.303.410.112.788,00 1.238.923.417.652,02 95,05 

        

Belanja Modal       

Belanja Tanah 30.202.314.333,00 25.360.427.278,00 83,97 

Belanja Peralatan dan Mesin 109.580.585.683,00 94.922.814.450,00 86,62 

Belanja Gedung dan Bangunan 51.511.042.685,00 45.755.891.147,00 88,83 

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 87.986.763.383,00 79.994.721.610,00 90,92 

Belanja Aset Tetap Lainnya 1.011.271.100,00 962.672.455,00 95,19 

Jumlah Belanja Modal 280.291.977.184,00 246.996.526.940,00 88,12 

        

Belanja Tak Terduga       

Belanja Tak Terduga 12.153.255.520,00 9.265.170.055,00 76,24 

Jumlah Belanja Tak Terduga  12.153.255.520,00 9.265.170.055,00 76,24 

        

BELANJA TRANSFER       

Transfer Bagi Hasil Pajak 17.382.857.786,00 11.166.149.568,00 64,24 

Belanja Bantuan Keuangan 234.629.559.663,00 234.236.231.400,00 99,83 

Jumlah Belanja Transfer 252.012.417.449,00 245.402.380.968,00 97,38 

JUMLAH BELANJA DAERAH 1.847.867.762.941,00 1.740.587.495.615,02 94,19 

 
Sumber : SIMDA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
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1.1.2.  Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah; 

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat 

Lombok Barat secara umum adalah bagaimana membangun 

masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, bagaimana 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pembangunan 

infrastruktur wilayah secara merata, mengurangi tingkat kemiskinan, 

melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan 

pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan daerah, menjaga 

kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk.  

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan 

umum tentang permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil 

analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan daerah tahun sebelumnya, 

permasalahan yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas 

fungsi Perangkat Daerah, serta isu-isu permasalahan daerah yang 

berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah maupun 

program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka 

identifikasi permasalahan. 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2018 serta 

capaian RPJMD Kabupaten Lombok Barat masih terdapat 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan layanan dasar 

dan tugas fungsi Perangkat Daerah, diantaranya Pendidikan, 

Kesehatan, Infrastruktur, Kemiskinan, Pengangguran, Sosial, 

pemenuhan SPM dan sebagainya yang selanjutnya disimpulkan 

menjadi isu-isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas 

pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020  

b. Visi dan Misi Kepala Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 

yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi 
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menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa 

jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama lima tahun. 

Visi akan dicapai melalui misi, tujuan dan sasaran. Visi pembangunan 

Kabupaten Lombok Barat adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT 

LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BERPRESTASI 

DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU”. 

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat Lombok Barat adalah seluruh warga masyarakat 

Kabupaten Lombok Barat; 

2. Amanah, artinya memiliki birokrasi yang profesional, melayanai 

serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan 

memiliki integritas; 

3. Sejahtera, artinya memiliki kemandirian untuk memenuhi 

kebutuhan hidup layak yang meliputi seluruh kebutuhan pada 

bidang sosial, budaya, ekonomi dan infrastuktur secara 

berkeadilan dan berkelanjutan; dan 

4. Berprestasi, artinya memiliki kemampuan untuk berinovasi dan 

daya saing di tingkat regional maupun nasional. 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan 

kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka 

ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani 

serta berbasis transparansi , akuntabilitas yang efisien dan 

memiliki Integritas; 

2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur  wilayah dan 

pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan; 

3. Mewujudkan konektivitas  perekonomian antar  pelaku  usaha dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan 

keberpihakan pada masyarakat;  

4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia 

yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing; dan 
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5. Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi 

pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan. 

Kelima misi tersebut akan dicapai berlandaskan nilai – nilai agama 

dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat 

yang tertuang dalam moto daerah “Patut Patuh Patju”. 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2019 – 2024 yang selanjutnya akan menjadi acuan dan 

dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. 

Tujuan pembangunan jangka menengah daerah akan dicapai dalam 

jangka 5 (lima) tahun atau selama periode kepemimpinan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan ditetapkan dengan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada 

analisis isu – isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. 

Sedangkan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang 

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara “SMART” 

Spesific, Measureble, Achievable, Realistic and Time Bound. 

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen 

Perencanaan Jangka Menengah. 

VISI : TERWUJUDNYA  MASYARAKAT  LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN 
BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH  PATJU (LOBAR  MANTAP) 

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

1 

Mewujudkan 
tata kelola 
pemerintahan 

yang 
profesional, 
melayani 
serta berbasis 
transparansi, 
akuntabilitas 
yang efisien 
dan memiliki 
integritas 

  

Terwujudnya 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang  Baik 
dan Bersih 

INDEKS REFORMASI BIROKRASI 

1.1 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

1.1.1 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

1.2 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

1.2.1 Opini BPK 

1.3 
Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 

1.3.1 Nilai AKIP Daerah 

2 
Meningkatkan 
dan 

  
Meningkatnya 
Konektivitas 

INDEKS KEBERMANFAATAN INFRASTRUKTUR 
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memantapkan 
akses 
infrastruktur 
wilayah dan 

pemenuhan 
layanan dasar 
secara 
berkeadilan 

antar wilayah 
dan akses 
infrastruktur 
dasar 2.1 

Meningkatnya 
kualitas 
infrastruktur 
dalam 
pengembangan 
wilayah 

2.1.1 

Persentase Wilayah 
Terhubung dengan 
Pusat 
Perekonomian 

2.2 

Meningkatnya 
akses 
infrastruktur 
dasar 

2.2.1 
Persentase Rumah 
Layak Huni (RLH) 

            2.2.2 

Persentase jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan 
akses terhadap air 

minum  layak 

3 

konektivitas 
perekonomian 
antar pelaku 
usaha dan 
mendorong 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
investasi yang 
kondusif dan 
keberpihakan 
pada 
masyarakat 

  

Terwujudnya 
Pemulihan 

Ekonomi 
Daerah 
dengan 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

yang 
Berkualitas 

dan 
Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

3.1 

Meningkatnya 
daya saing 
sektor ekonomi 
unggulan 

3.1.1 

Persentase PAD 

terhadap 
Pendapatan 
Daerah 

 

3.1.2 
Nilai PDRB 
Perkapita (ADHK) 

 

 

3.1.3 

Nilai Realisasi  

Investasi  

Penanaman Modal 
Asing (PMA)  

 

 

Penanaman Modal 
Dalam Negeri 
(PMDN) (Fasilitas) 

 

 

        3.2 

Meningkatnya 

Kemandirian 
Ekonomi 
Masyarakat 

3.2.1 
Persentase Angka 
Kemiskinan 

 

 

3.2.2 
Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

 

 

4 

Meningkatkan 
dan 

memantapkan 
kualitas 

sumber daya 
manusia yang 
sehat, cerdas 

dan 
berbudaya 

serta berdaya 
saing 

  

Meningkatnya 
Kualitas 
Hidup 
Masyarakat 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  

4.1 

Meningkatnya 

derajat 
kesehatan 
masyarakat 

4.1.1 
Usia Harapan 
Hidup (UHH) 

 

 

4.2 

Meningkatnya 
kualitas dan 
mutu 
pendidikan 

4.2.1 
Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) 

 

 

4.2.2 
Harapan Lama 
Sekolah (HLS) 

 

 

4.3 Meningkatnya 4.3.1 Kabupaten Layak  
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pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan 
anak 

Anak 

 

4.3.2 
Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

 

 

5 

Meningkatkan 
dan 

memperkuat 
sinkronisasi 
dan sinergi 

pembangunan 
untuk 

mempercepat 

capaian 

tujuan 
pembangunan 

  

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup dan 
Ketahanan 
Daerah 

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  

5.1 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

  
Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

 

      

    

5.1.1 
Indeks Kualitas  

Udara  

5.1.2 
Indeks Kualitas Air  

Sungai  

5.1.3 
Indeks Kualitas  

Lahan  

INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH  

5.2 
Menurunnya 
Risiko Bencana 

  
Indeks Risiko 

Bencana Daerah 
 

        5.2.1 
Indeks Ketahanan 

Daerah 

 

 

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 
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d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan. 

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BEPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (LOBAR MANTAP) 

 

  
MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 
INDIKATOR KINERJA SATUAN 

2022 

SUMBER DATA 

 

 

Target 
Indikator 

Capaian 
Persentase 

Ketercapaian 
 

            
MISI I Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta 

berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas 
        

T.1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 

 
Indeks 

Reformasi 
Birokrasi 

Indeks 76,00 64,54 84,92 SETDA ORTAL  

S.1.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik         
P1.1.1.1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

1 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

Indeks 87,52 88,96 101,65 DISKOMINFOTIK  

S.1.1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah         
P.1.1.2.1 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

2 OPINI BPK OPINI WTP WTP 100,00 BPKAD  

S.1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja         
P.1.1.3.1 Program Peningkatan AKIP Daerah 

3 
NILAI AKIP 
DAERAH 

Nilai BB (75,00) (B) 64,09 85,45 
SETDA, 

INSPEKTORAT, 
BAPPEDA 

 

MISI II Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan 
pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan 

        

T.2.1 Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar 

 
Indeks 

Kebermanfaatan 
Infrastuktur 

Indeks 84,83 85,05 116,51   

S.2.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah         
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P.2.1.1.1 Program Peningkatan Konektivitas Wilayah 

4 

Persentase 

Wilayah 
Terhubung 

dengan Pusat 
Perekonomian 

Persen 86,00 86,48 100,56 
DPUTR, 

DISPERINDAG, 
DISHUB 

 

S.2.1.2 Meningkatnya akses infrastruktur dasar         
P.2.1.2.1 Program Peningkatan Rumah Layak Huni 

5 
Persentase 

Rumah Layak 
Huni 

Persen 97,92 97,96 100,04 DISPERKIM  

P.2.1.2.2 Program Peningkatan Akses Air Minum Layak 

6 

Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 

mendapatkan 
akses terhadap 

air minum  
layak 

Persen 82,92 83,08 100,19 DPUTR  

            
MISI III Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi  yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat 

 

T.3.1 Terwujudnya Pemulihan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi 
yang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat  

Pertumbuhan 

Ekonomi 
Persen 1 - 2 3,46 346,00   

S.3.1.1 Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan         

P.3.1.1.1 Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi 

7 

Persentase PAD 
terhadap 

Pendapatan 
Daerah 

Persen 15,16 15,52 102,37 BAPENDA/BPKAD  

P.3.1.1.2 Program Peningkatan PDRB Sektor - Sektor Unggulan  

8 
Nilai PDRB 
Perkapita 
(ADHB) 

Juta 
Rupiah 

15,20 14,56 95,79 BPS  

P.3.1.1.3 Program Peningkatan Investasi 
9 

Nilai Realisasi 
Investasi 

    

DPMPTSP 

 

    

 

Penanaman 

Modal Asing 
(PMA) 

Juta US 

$ 
139,91 8,87 6,34  

    
 

Penanaman 
Modal Dalam 
Negeri (PMDN 

Rp. 
Milyar 

648,70 1.119,77 172,62  
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Fasilitas) 

S.3.1.2 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat         
P.3.1.2.1 Program Penanggulangan Kemiskinan 

10 
Angka 

Kemiskinan 
Persen 13,46 13,39 100,52 BPS  

P.3.1.2.2 Program Penurunan Angka Pengangguran 
11 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

Persen 3,14 4,16 67,52 BPS  

MISI IV Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang 
sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing 

        

T.4.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat 

 
Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Indeks 68,98 69,41 100,62 BPS  

S.4.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat         
P.4.1.1.1 Program Peningkatan Usia Harapan Hidup 

12 
Usia Harapan 
Hidup (UHH) 

Tahun 67,56 67,63 100,11 BPS  

S.4.1.2 Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan         
P.4.1.2.1 Program Peningkatan Rata- Rata Lama Sekolah 

13 
Rata - Rata 

Lama Sekolah 

(RLS) 

Tahun 6,75 6,60 97,78 BPS  

P.4.1.2.2 Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah 

14 
Harapan Lama 

Sekolah (HLS) 
Tahun 14,00 13,96 99,71 BPS  

S.4.1.3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
        

P.4.1.3.1 Program Pengarusutamaan Gender 

15 
Kabupaten 
Layak Anak 

(KLA) 
Skor 705,00 645,00 91,49 DP2KBP3A  

  Program Pengarusutamaan Gender 

16 
Indeks 

Pembangunan 
Gender (IPG) 

Indeks 90,30 90,41 100,12 BPS  

MISI V Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan 
daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan 

        

T.5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah 

 
Indeks Kualitas 

Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Indeks 61,69 64,73 104,93 DLH  
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S.5.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup         
P.5.1.1.1 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

17 
Indeks Kualitas 

Udara 
Indeks 88,01 91,20 103,62 

DLH 

 

    

18 
Indeks Kualitas 

Air Sungai 
Indeks 42,40 46,72 110,19  

    
19 

Indeks Kualitas 
Lahan 

Indeks 46,15 46,72 101,24  

T.5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah 

 
Indeks Risiko 

Bencana Daerah 
Indeks 142,00 124,24 112,51 BPBD  

S.5.1.2 Menurunnya Risiko Bencana         
P.5.1.2.1 Program Penanggulangan Bencana 

20 
Indeks 

Ketahanan 
Daerah 

Indeks 0,66 0,72 109,09 BPBD  

 

Sumber : Bappeda 
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1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

a. Pendidikan 

Sektor pendidikan sebagai salah satu komponen pendukung Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sentral bersama-sama dengan sektor 

kesehatan dan ekonomi. Kondisi saat ini, masih relatif rendahnya rata-rata lama 

sekolah yang pada tahun 2019 berada pada angka 6,16 tahun dan tahun 2020 mencapai 

6,41 tahun. Capaian ini masih jauh berada di bawah rata-rata Provinsi NTB yang pada 

tahun 2019 mencapai 7,27 tahun, dan tahun 2020 mencapai 7,31 tahun, serta masih 

jauh dibawah rata-rata nasional yang pada tahun 2019 mencapai 8,34 tahun. Angka 

tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Barat masih berada 

pada jenjang pendidikan dasar yaitu kelas 1 SMP, tepatnya pada semester pertama 

kelas 1 SMP. Artinya program wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas dilaksanakan 

di Lombok Barat. 

Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI maupun SMP/MTS mengalami 

peningkatan tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka 

putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,05%, sedangkan untuk tingkat SMP/MTS 

sebesar 0,3. Tahun 2019 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,02%, sedangkan 

untuk tingkat SMP/MTS sebesar 0,12%. Tahun 2020 angka putus sekolah tingkat 

SD/MI sebesar 0,04%, sedangkan untuk tingkat SMP/MTS sebesar 0,19. Tahun 2021 

angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,03%, sedangkan untuk tingkat 

SMP/MTS sebesar 0,18. Tahun 2022 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 

0,04%, sedangkan untuk tingkat SMP/MTS sebesar 2,4. 

Jika melihat dalam skala tahunan. Tahun 2018 angka putus sekolah sebesar 

0,35%, angkat tersebut menurun pada tahun 2019 sebesar 0,14%. Tahun 2020 

Kabupaten Lombok Barat mengalami masa pandemi Covid-19 cukup berpengaruh 

terhadap angka putus sekolah sebesar 0,23%. Tahun 2021 angka putus sekolah sebesar 

0,21% dan peningkatan paling drastis terjadi pada tahun 2022 dengan angka putus 

sekolah sebesar 2,8%. 

Angka partisipasi murni yang belum mencapai 100%, Tingkat Partisipasi warga 

negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini belum mencapai 100%, dan 

angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 7- 18 tahun capaian masih sangat rendah 

yaitu 2,39%, jumlah guru dengan kualifikasi sarjana/DIV juga belum mencapai 100%, 

serta menurunnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar pendidikan akibat 
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terjadinya gempa bumi tahun 2018. Banyak kendala yang mengakibatkan tidak 

efektifnya metode ini diantaranya kepemilikan perangkat yang terbatas, kurangnya 

pennguasaan teknologi, tidak optimalnya pendampingan siswa dirumah dalam 

mengikuti metode pembelajaran daring, dan biaya yang mahal yg ditimbulkan akibat 

penyediaan kebutuhan internet dan lainnya. 

b. Kesehatan. 

Dibidang kesehatan ada beberapa indikator yang menjadi 

prioritas penanganan yang menjadi permasalahan serius seperti 

angka kematian bayi (AKB). Capaian AKB selama tahun 2018-2021 

mengalami trend fluktuatif. Tahun 2018 capaian sebesar 1,74. Pada 

tahun 2019, meningkat menjadi 3,35 menurun pada tahun 2020 

menjadi 2,89. Pada tahun 2021 sebesar 3,45. 

Angka Kematian Ibu (AKI) dalam rentang tahun 2018-2021 

angka kematian ibu tertinggi adalah tahun 2020 dimana AKI 

mencapai 98,87. Selain itu Stunting juga perlu mendapat penanganan 

serius, karena meskipun trend angkanya menurun dari 2018 sebesar 

18,00 dan tahun 2022 mencapai 18,98 tetapi angkanya masih 

tergolong tinggi. 

Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat walaupun 

trend- nya cenderung meningkat yakni pada tahun 2018 angka UHH 

sebesar 66,16 tahun meningkat menjadi 66,64 tahun pada tahun 

20219. Tahun 2020 UHH berada pada angka 66,94 tahun meningkat 

pada tahun 2021 menjadi 67,19 tahun. Peningkatan yang signifikan 

terjadi pada tahun 2022 dimana UHH berada pada angka 67,63 

tahun. Permasalahan lainnya yaitu belum tercapainya imunisasi 

dasar lengkap serta masih tingginya kasus TBC dan kasus HIV/AIDS. 

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan 

penyediaan akses melalui jaringan perpipaan dan jaringan bukan 

perpipaan terlindungi serta penyediaan pelayanan pengelolaan air 

limbah domestik melalui akses sanitasi layak bagi rumah tangga di 
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kabupaten Lombok Barat. Dalam rangka pemenuhan pelayanan 

minimal telah di tetapkan target awal pada tahun 2020. 

Target awal tahun 2020 adalah 81,12% untuk kebutuhan 

pokok air minum, mengalami peningkatan dengan capaian 82,02% di 

tahun 2021. 

Demikian juga dengan rumah tangga mendapatkan akses 

sanitasi layak yang target awalnya 86,63% pada tahun 2020 

mengalami peningkatan pada tahun 2021 denga capaian 86,97%. 

d. Perumahan dan Permukiman. 

Rumah Layak Huni (RLH) belum mencapai   100%.   Jumlah   

dan proporsi penduduk yang semakin lama semakin bertambah, 

berdampak pula pada semakin berkurangnya ketersediaan lahan dan 

ruang untuk 

perumahan dan permukiman yang berakibat pada 

meningkatnya harga tanah sehingga harga jual rumah menjadi relatif 

tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat khususnya 

masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan 

rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman beserta sarana 

pendukungnya. Masih adanya kawasan kumuh yang belum 

tertangani. Permukiman kumuh terus meningkat, pada tahun 2014  

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :1197.A/51/ 

Bappeda/2014 luas wilayah kumuh 230,6 Ha meningkat pada tahun 

2020 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 649.A/42/04- 

Bappeda/2020 Luas wilayah kumuh 420,66 Ha. permukiman kumuh 

yang terus meningkat belum selaras denga pembangunan yang telah 

dilakukan, hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh penanganan 

permukiman kumuh yang kurang komprehensif dan kolaboratif. 

Penanganan rumah rusak terdampak bencana belum optimal. 

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat. 

 Kondisi Kabupaten Lombok Barat memiliki kerawanan bencana 

alam geologi yang cukup tinggi, pemicu terjadinya bencana geologi 
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diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir 

bandang, tanah longsor dan lainnya; Dari 10 kecamatan yang ada, 

9 kecamatan dinyatakan rawan longsor, dan rawan banjir di 

beberapa kecamatan serta Bencana Tsunami di Kecamatan 

Sekotong dan Lembar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Lombok 

Barat perlu memiliki Dokumen strategi pengurangan risiko 

bencana (PRB) tingkat daerah. Masih rendahnya pelayanan 

penanganan bencana dikarenakan jangkauan yang luas, 

kurangnya ketersediaan pos pembantu, armada dan SDM serta 

regulasi penanganan bencana yang belum optimal. 

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah cukup optimal dalam 

menjalankan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 

memberikan perlindungan bagi masyarakat. Akan tetapi potensi 

dalam konflik terkait SARA masih dapat terjadi, selain itu masih 

perlu ditingkatkan pengawasan dalam hal penegakan Perda agar 

terwujud masyarakat yang memilikikesadaran dalam ketertiban 

dan keteraturan. 

 Indeks Risiko Bencana Daerah masih dalam kategori tinggi. Hal ini 

dapat dikurangi dengan meningkatkan Ketahanan Daerah. 

Cakupan pelayanan terhadap pencegahan, penanggulangan dan 

pengendalian bahaya kebakaran sesuai satandar respon time 

masih belum mencapai standard pelayanan minimal 100%, dengan 

capaian pada tahun 2020 sebesar 65%. Hal ini disebabkan 

terbatasnya sarana prasarana pengendalian bahaya kebakaran. 

f. Sosial 

Penanganan PMKS masih menjadi masalah di urusan sosial. 

Berdasarkan pemutakhiran data PMKS yang dilaksanakan oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Lombok Barat,pada tahun 2020 jumlah 

penyandang dari berbagai jenis PMKS sebesar 7.245, mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5.360. Jumlah 

PMKS tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 80.220 

sebagai dampak bencana gempa bumi yang menyebabkan 

meningkatnya kemiskinan yang merupakan salah satu jenis PMKS. 
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Jumlah PMKS pada tahun 2020 sebanyak 7.245 yang perlu 

mendapatkan penanganan. Penanganan ini akan terus dilakukan 

dalam upaya mengentaskan kemiskinan.  

Dari target awal yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 

56,48% telah tercapai 61,62% atau 109,1%. 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang 

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai 

program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah 

pusat, pihak swasta   

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai  

mana berikut: 

   Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat  

 

NO IKK RUMUS 
CAPAIAN 
KINERJA 

2021 

CAPAIAN 
KINERJA 

2022 

LAJU 
KINERJA 

2022 

SATU

AN 

1 Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Laju Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

68,61 69,41 1,166 

% 

2 Angka 

Kemiskinan 

Laju Angka 

Kemiskinan 14,47 13,39 -7.464 
% 

3 Angka 

Pengangguran 

Laju Angka 

Pengangguran 3.32 4.16 25.301 
% 

4 Pertumbuhan 

Ekonomi 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 3.4 3.46 1.765 
% 

5 Pendapatan 

Per-Kapita 

Laju Pendapatan 

Per-Kapita 1.086.976 1.172.559 7.873 
% 

6 Ketimpangan 

Pendapatan 

Laju Kelimpangan 

Pendapatan 0.389 0.421 8.226 
% 
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2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

Capaian kinerja urusan pemerintahan masing –masing urusan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah Kabupaten 

Lombok Barat baik Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) maupun Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) disajikan sebagai 

berikut : 

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.a.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara 
usia 5-6 tahun yang 
berpartisipasi dalam PAUD 

91,00 Sumber Data : Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik) dan Data 

EMIS  

Ada 

1.a.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara 
usia 7-12 tahun yang 
berpartisipasi dalam pendidikan 
dasar 

91,61 Sumber Data : Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik) dan Data 

EMIS  

Ada 

1.a.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara 
usia 13-15 tahun yang 
berpartisipasi dalam pendidikan 
menengah pertama 

101,25 Sumber Data : Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik) dan Data 

EMIS  

Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.a.4 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara 
usia 7-18 tahun yang belum 
menyelesaikan pendidikan dasar 
dan menengah yang 
berpartisipasi dalam pendidikan 

kesetaraan 

80,30 Sumber Data : Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik) dan Data 

EMIS  

Ada 

1.b.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap 
Jumlah Penduduk 

0,05 Dikes & Dukcapil Ada 

1.b.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase RS Rujukan Tingkat 
kabupaten/kota yang 
terakreditasi 

100,00 Dikes Ada 

1.b.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase ibu hamil 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan ibu hamil 

87,62 DIKES & SASARAN PENDUDUK 
KEPMENKES RI 

Ada 

1.b.4 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase ibu bersalin 
mendapatkan pelayanan 
persalinan 

90,47 DIKES & SASARAN PENDUDUK 
KEPMENKES RI 

Ada 

1.b.5 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir 

93,38 DIKES & SASARAN PENDUDUK 
KEPMENKES RI 

Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.b.6 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan 
balita sesuai standar 

89,90 DIKES & SASARAN PENDUDUK 
KEPMENKES RI 

Ada 

1.b.7 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase anak usia pendidikan 
dasar yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 
standar 

74,82 DIKES & SASARAN PENDUDUK 
KEPMENKES RI 

Ada 

1.b.8 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase orang usia 15-59 
tahun mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

82,94 DIKES & SASARAN PENDUDUK 
KEPMENKES RI 

Ada 

1.b.9 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase warga negara usia 60 
tahun ke atas mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai 
standar 

62,86 DIKES & SASARAN PENDUDUK 
KEPMENKES RI 

Ada 

1.b.10 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase penderita hipertensi 
yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

98,42 Dikes Ada 

1.b.11 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase penderita DM yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

82,64 Dikes Ada 

1.b.12 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase ODGJ berat yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan jiwa sesuai standar 

52,56 DIKES Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.b.13 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase orang terduga TBC 
mendapatkan pelayanan TBC 
sesuai standar 

45,63 DIKES Ada 

1.b.14 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kesehatan Persentase orang dengan resiko 
terinfeksi HIV mendapatkan 
pelayanan deteksi dini HIV sesuai 
standar 

85,58 DIKES Ada 

1.c.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Rasio luas kawasan permukiman 
rawan banjir yang terlindungi 
oleh infrastruktur pengendalian 
banjir di WS Kewenangan 
Kab/Kota 

0,00 Tidak Memiliki Wilayah Sungai 
(WS) Kewenangan Kabupaten - 

BWS NT I 
(Surat Pernyataan) 

Ada 

1.c.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Rasio luas kawasan permukiman 
sepanjang pantai rawan abrasi, 
erosi, dan akresi yang terlindungi 
oleh infrastruktur pengaman 
pantai di WS Kewenangan 
Kab/Kota 

0,00 Tidak Memiliki Wilayah Sungai 
(WS) Kewenangan Kabupaten - 

BWS NT I 
(Surat Pernyataan) 

Ada 

1.c.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Rasio luas daerah irigasi 
kewenangan kabupaten/kota 
yang dilayani oleh jaringan irigasi 

63,05 DPUTR Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.c.4 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Persentase jumlah rumah tangga 
yang mendapatkan akses 
terhadap air minum melalui 
SPAM jaringan perpipaan dan 
bukan jaringan perpipaan 

terlindungi terhadap rumah 
tangga di seluruh 
kabupaten/kota 

83,08 DPUTR Ada 

1.c.5 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Persentase jumlah rumah tangga 
yang memperoleh layanan 
pengolahan air limbah domestik 

68,18 DPUTR & DISPERKIM 
Jumlah Rumah memakai Data 

Disperkim 
Belum tersedianya sarana 
prasarana PLT dan IPALD  

Ada 

1.c.6 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 100,00 DPMPTSP Ada 

1.c.7 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Tingkat Kemantapan Jalan 
kabupaten/kota 

74,33 DPUTR Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.c.8.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Rasio tenaga 
operator/teknisi/analisis yang 
memiliki sertifikat kompetensi 

30,20 DPUTR Ada 

1.c.8.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Rasio proyek yang menjadi 
kewenangan pengawasannya 
tanpa kecelakaan konstruksi 

100,00 DPUTR Ada 

1.d.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Pemukiman 

Hunian untuk Penyediaan dan 
rehabilitasi rumah layak huni 
bagi korban bencana 
kabupaten/kota 

100,00 DISPERKIM Ada 

1.d.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Pemukiman 

Fasilitasi hunian penyediaan 
rumah layak huni bagi 
masyarakat terdampak relokasi 
program pemerintah 
kabupaten/kota 

0,00 DISPERKIM Ada 

1.d.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Pemukiman 

 Persentase kawasan 
permukiman kumuh dibawah 10 
ha di kab/ kota yang ditangani 

29,24 DISPERKIM Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.d.4 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Pemukiman 

Berkurangnya jumlah unit RTLH 
(Rumah Tidak Layak Huni) 

2,04 DISPERKIM Ada 

1.d.5 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum) 

100,00 Perkim Ada 

1.e.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase Gangguan Trantibum 
yang dapat diselesaikan 

98,69 SATPOLPP LOBAR Ada 

1.e.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase Perda dan Perkada 
yang ditegakkan 

100,00 SATPOLPP LOBAR Ada 

1.e.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan informasi 
rawan bencana 

100,00 BPBD Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.e.4 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

100,00 BPBD Ada 

1.e.5 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

99,99 BPBD Ada 

1.e.6 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban kebakaran 

86,05 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
KAB. LOBAR. Jumlah kejadian 

kebakaran tahun 2022 sebanyak 
43 kejadian (37 kejadian yang 

respone time) 

Ada 

1.e.7 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Waktu tanggap (response time) 
penanganan kebakaran 

14,83 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
KAB. LOBAR. Dari keseluruhan 

waktu tanggap dalam kurun 
waktu satu tahun adalah 683 

dibagi 43 sama dengan rata-rata 
14,83 menit setiap kejadian 

(dibulatkan 15 Menit). 

Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

1.f.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Sosial Persentase (%) penyandang 
disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar 
dan gelandangan pengemisyang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya di 

luar panti (Indikator SPM) 

29,77 DINAS SOSIAL Ada 

1.f.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Sosial Persentase korban bencana alam 
dan sosial yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya pada saat 
dan setelah tanggap darurat 
bencana daerah kabupaten/kota 

106,45 DINAS SOSIAL ( Target sesuai 
SPM) 

Ada 

2.a.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang 
dilaksanakan yang mengacu ke 
rencana tenaga kerja 

100,00 DISNAKER Ada 

2.a.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja 
Bersertifikat Kompetensi 

4,30 Dinas Tenaga Kerja Ada 

2.a.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga 
Kerja 

3855,44 Disnaker akermenggunakan data 
BPS Provinsi dan BPS lombok 

barat 

Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

2.a.4 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja 
yang layak (PP/PKB, LKS 
Bipartit, Struktur Skala Upah, 
dan terdaftar peserta BPJS 

Ketenagakerjaan). 

26,45 Dinas Tenaga Kerja Ada 

2.a.5 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase Tenaga kerja yang 
ditempatkan (dalam dan luar 
negeri) melalui mekanisme 
layanan Antar Kerja dalam 
wilayah kabupaten/kota 

95,92 Dinas Tenaga Kerja Ada 

2.g.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan 
dan 
Perlindungan 
Anak 

Persentase ARG pada belanja 
langsung APBD 

0,17 DP2KBP3A Ada 

2.g.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan 
dan 
Perlindungan 
Anak 

Persentase anak korban 
kekerasan yang ditangani 
instansi terkait kabupaten 

100,00 DP2KBP3A Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

2.g.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan 
dan 
Perlindungan 
Anak 

Rasio kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk TPPO (per 
100.000 penduduk perempuan) 

8,25 DP2KBP3A Ada 

2.h.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pangan Persentase ketersediaan pangan 
(Tersedianya cadangan beras/ 
jagung sesuai kebutuhan) 

136,01 DINAS KETAHANAN PANGAN Ada 

2.i.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pertanahan Persentase pemanfaatan tanah 
yang sesuai dengan peruntukkan 
tanahnya diatas izin lokasi 
dibandingkan dengan luas izin 
lokasi yang diterbitkan 

100,00 DPMPTSP Ada 

2.i.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pertanahan Persentase penetapan tanah 
untuk pembangunan fasilitas 
umum 

0,00 BPKAD : Surat Pernyataan (tidak 
ada penetapan tanah untuk 

fasilitas umum 

Ada 

2.i.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pertanahan Tersedianya lokasi pembangunan 
dalam rangka penanaman modal. 

100,00 DPMPTSP Ada 
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2.i.4 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pertanahan Tersedianya Tanah Obyek 
Landreform (TOL) yang siap 
diredistribusikan yang berasal 
dari Tanah Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absentee 

0,00 BPKAD : Surat Pernyataan Ada 

2.i.5 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pertanahan Tersedianya tanah untuk 
masyarakat 

100,00 DPMPTSP Ada 

2.i.6 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pertanahan Penangan sengketa tanah 
garapan yang dilakukan melalui 
mediasi 

0,00 BPKAD : Surat Pernyataan Ada 

2.j.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Lingkungan 
Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) Kab/Kota 

64,73  IKLH Kab/Kota = (IKA 0,376) + 
(IKU 0,405) + (IKL 0,219).  

64.73= (46,72 x 0,376) + (91,20 x 
0,405) + (46,72 x 0,219). DLH 

KAB.LOBAR 

Ada 

2.j.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Lingkungan 
Hidup 

Terlaksananya pengelolaan 
sampah di wilayah Kab/Kota 

61,41 DLH KAB.LOBAR Ada 

2.j.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Lingkungan 
Hidup 

Ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan 
terhadap izin lingkungan, izin 
PPLH dan PUU LH yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah Kab/Kota 

100,00 DLH KAB.LOBAR Ada 
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2.k.1.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Administrasi 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Perekaman KTP elektronik 99,46 Dinas Dukcapil Ada 

2.k.1.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Administrasi 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Persentase anak usia 01-7 tahun 
kurang 1 (satu) hari yang 
memiliki KIA 

23,92 Dinas Dukcapil Ada 

2.k.1.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Administrasi 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Kepemilikan akta kelahiran 92,70 Dinas Dukcapil Ada 

2.k.1.4 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Administrasi 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah PD yang telah 
memanfaatkan data 
kependudukan berdasarkan 
perjanjian kerja sama 

35,71 Dinas Dukcapil (Jumlah PD 
sesuai Perda Kab.Lobar Nomor 10 

Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kab. Lombok 
Barat) 

Ada 

2.l.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
masyarakat 
dan desa 

Persentase pengentasan desa 
tertinggal 

0,00 DPMD Ada 
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2.l.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
masyarakat 
dan desa 

Persentase peningkatan status 
desa mandiri 

91,55 DPMD Ada 

2.m.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga 
berencana 

TFR (Angka Kelahiran Total) 2,33 DP2KBP3A Ada 

2.m.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 
keluarga 
berencana 

Persentase pemakaian 
kontrasepsi Modern (Modern 
Contraceptive Prevalence 
Rate/mCPR) 

64,26 DP2KBP3A Ada 

2.m.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 
keluarga 
berencana 

Persentase kebutuhan ber-KB 
yang tidak terpenuhi (unmet 
need) 

20,81 DP2KBPA Ada 

2.n.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perhubungan Rasio konektivitas 
kabupaten/kota 

0,37 DINAS PERHUBUNGAN Ada 

2.n.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perhubungan Kinerja lalu lintas 
kabupaten/kota 

0,30 DINAS PERHUBUNGAN Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

2.o.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

Persentase Perangkat Daerah 
(PD) yang terhubung dengan 
akses internet yang disediakan 
oleh Dinas Kominfo 

100,00 Diskominfotik Ada 

2.o.2 Urusan Pemerintahan 

Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi 

dan 
Informatika 

Persentase Layanan Publik yang 

diselenggarakan secara online 
dan terintegrasi 

100,00 Diskominfotik Ada 

2.o.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

Persentase masyarakat yang 
menjadi sasaran penyebaran 
informasi publik, mengetahui 
kebijakan dan program prioritas 
pemerintah dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota 

73,12 Diskominfo dan Dukcapil 
(Penerima informasi adalah 

penduduk yang berusia 15 tahun 
ke atas) 

Ada 

2.p.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, 
usaha kecil 
dan menengah 

Meningkatnya Koperasi 
yangberkualitas 

64,62 Data dari Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

Ada 

2.p.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, 
usaha kecil 
dan menengah 

Meningkatnya Usaha Mikro yang 
menjadi wirasausaha 

9,32 Data Dari Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah Kabupaten 

Lombok Barat 

Ada 

2.q Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Penanaman 
Modal 

Persentase peningkatan investasi 
di kabupaten/kota 

-21,98 Realisasi Investasi PMDN dan 
PMA Tahun 2022 dan 2021 

Ada 

2.r.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

Tingkat partisipasi pemuda 
dalam kegiatan ekonomi mandiri 

0,08 DISPORA Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

2.r.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

Tingkat partisipasi pemuda 
dalam organisasi kepemudaan 
dan organisasi sosial 
kemasyarakatan 

2,98 DISPORA Ada 

2.r.3 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

Peningkatan prestasi olahraga 0,00 DISPORA Ada 

2.s.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Statistik Persentase Perangkat Daerah 
(PD) yang menggunakan data 
statistik dalam menyusun 
perencanaan pembangunan 
daerah 

100,00 Diskominfotik Ada 

2.s.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Statistik Persentase PD yang 
menggunakan data statistik 
dalam melakukan evaluasi 
pembangunan daerah 

100,00 Diskominfotik Ada 

2.t Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Persandian Tingkat keamanan informasi 
pemerintah 

23,80 Diskominfotik Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

2.u Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Terlestarikannya Cagar Budaya 
 
 

100,00   Ada 

2.v.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca 
masyarakat 

20,57 - Tingkat Kegemaran Membaca 
Kabupaten 

- Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat 

Ada 

2.v.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat 

65,93 Sumber Data : Rekap UPLM Per 
Kab/Kota di Propinsi NTB 

Ada 

2.w.1 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip 
sebagai bahan akuntabilitas 
kinerja, alat bukti yang sah dan 
pertanggungjawaban nasional) 
Ps40 dan 59 U 43/2009) 

52,20 Tingkat Ketersediaan Arsip Ada 

2.w.2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kearsipan Tingkat keberadaan dan 
keutuhan arsip sebagai bahan 
pertanggungjawaban setiap aspek 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara untuk kepentingan 
negara, pemerintahan, pelayanan 
publik dan kesejahteraan rakyat 

1,00 Pemusnahan Arsip sesuai NSPK Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

3.a Urusan Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Jumlah Total Produksi Perikanan 
(Tangkap dan Budidaya) 
kabupaten/kota (sumber data: 
one data KKP) 

88,89 Dinas Kelautan dan Perikanan Ada 

3.b.1 Urusan Pilihan Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah 
wisatawan mancanegara per 
kebangsaan 

946,08 Dinas Pariwisata Ada 

3.b.2 Urusan Pilihan Pariwisata Persentase peningkatan 
perjalanan wisatawan nusantara 
yang datang ke Kabupaten/Kota 

44,46 Dinas Pariwisata Ada 

3.b.3 Urusan Pilihan Pariwisata Tingkat hunian akomodasi 23,09 Dinas Pariwisata Ada 

3.b.4 Urusan Pilihan Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata 
terhadap PDRB harga berlaku 

16,73 Lombok Barat Dalam Angka 
Tahun 2023 

Ada 

3.b.5 Urusan Pilihan Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata 
terhadap PAD 

12,46 Badan Pendapatan Daerah dan 
Dinas Pariwisata 

Ada 

3.c.1 Urusan Pilihan Pertanian Produktivitas pertanian per 
hektar per tahunProduktivitas 
pertanian per tahun 

609,00 DINAS PERTANIAN Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

3.c.2 Urusan Pilihan Pertanian Persentase Penurunan kejadian 
dan jumlah kasus penyakit 
hewan menularPersentase kasus 
zoonosis kab/ kota 

-32,26 DINAS PERTANIAN Ada 

3.d Urusan Pilihan Kehutanan   1,00 SURAT PERNYATAAN SEKDA  
KAB.LOBAR 

Ada 

3.e Urusan Pilihan Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 

Persentase perusahaan 
pemanfaatan panas bumi yang 
memiliki ijin di kab/kota 

0,00 DLH KAB.LOBAR Ada 

3.f.1 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase pelaku usaha yang 
memperoleh izin sesuai dengan 
ketentuan (IUPP/SIUP Pusat 
Perbelanjaan dan 
IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 

100,00 DISPERINDAG Ada 

3.f.2 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase kinerja realisasi 
pupuk 

12,88 DINAS PERTANIAN Ada 

3.f.3 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase alat &ndash; alat 
ukur, takar, timbang dan 
perlengkap annya (UTTP) 
bertanda tera sah yang berlaku 

82,73 DISPERINDAG Ada 
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3.g.1 Urusan Pilihan Perindustrian Pertambahan jumlah industri 
kecil dan menengah di kab/kota 

0,75 DISPERINDAG Ada 

3.g.2 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase pencapaian sasaran 
pembangunan industri termasuk 
turunan indikator pembangunan 
industri dalam RIPIN yang 
ditetapkan dalam RPIP 

131,64 DISPERINDAG Ada 

3.g.3 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil 
pemantauan dan pengawasan 
dengan jumlah Izin Usaha 
Industri (IUI) Kecil dan Industri 
Menengah yang dikeluarkan oleh 
instansi terkait 

0,00 DISPERINDAG dan DPMP2TSP Ada 

3.g.4 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil 
pemantauan dan pengawasan 
dengan jumlah Izin Perluasan 
Industri (IPUI) Kecil dan Industri 
Menengah yang dikeluarkan oleh 
instansi terkait 

0,00 DISPERINDAG DAN DPMP2TSP Ada 
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No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

3.g.5 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil 
pemantauan dan pengawasan 
dengan jumlah Izin Usaha 
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 
Perluasan Kawasan Industri 

(IPKI) yang lokasinya di Daerah 
kabupaten/kota 
 

0,00 DISPERINDAG dan DPMP2TSP Ada 

3.g.6 Urusan Pilihan Perindustrian Tersedianya informasi industri 
secara lengkap dan terkini 

50,00 informasi industri secara manual 
tidak melalui SIINas 

Ada 

3.h Urusan Pilihan Transmigrasi   1,00 DISNAKER KAB.LOBAR Ada 

 

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 

No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 

Terakreditasi 

402 Dikbud  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah peserta didik PAUD yang menerima 
perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah 

Daerah 

24797 Dikbud  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah peserta didik PAUD yang menerima 

pembebasan biaya pendidikan 

24797 Dikbud  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 362 Dikbud  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah pendidik pada PAUD 1839 Dikbud  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang 
pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau 

psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan 

anak usia dini 

786 Dikbud  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki 
ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat 

tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon 

kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat 
pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD 

non-formal dari lembaga pem 

376 Dikbud  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pendidikan Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 394 Dikbud  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang 
menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 

77963 Dikbud  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah 

pertama yang menerima perlengkapan dasar 
peserta didik dari Pemerintah Daerah 

39937 Dikbud  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pendidikan Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar 
yang menerima pembebasan biaya pendidikan 

77963 Dikbud  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pendidikan Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah 
menengah pertama yang menerima pembebasan 

39937 Dikbud  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

biaya pendidikan 

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 

jenjang sekolah dasar 

3335 Dikbud  

7 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 

jenjang sekolah menengah pertama 

1344 Dikbud  

8 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 4896 Dikbud  

9 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 
pertama 

3658 Dikbud  

10 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan 

pada jenjang sekolah dasar 

467 Dikbud  

11 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pendidikan jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan 
pada jenjang sekolah menengah pertama 

231 Dikbud  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

12 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 

dasar 

433 Dikbud  

13 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah 

menengah pertama 

582 Dikbud  

14 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang 
memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S1) dan sertifikat pendidik 

3856 Dikbud  

15 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah 
pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-

IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 

3974 Dikbud  

16 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah 

dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat 
pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan calon kepala sekolah 

432 Dikbud  



           

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat   

     
 

 

 

 

 

 

 

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 57 

 

 

 

No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

17 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah 
menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV 

atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat 

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 

180 Dikbud  

18 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang 

sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat 

18 Dikbud  

19 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pendidikan Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang 
sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah 

SMA/sederajat 

15 Dikbud  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah satuan pendidikan kesetaraan 
terakreditasi 

56 Dikbud  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang 

menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 
Pemerintah Daerah 

978 Dikbud  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pendidikan Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan 
yang menerima pembebasan biaya pendidikan 

978 Dikbud  
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IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan 
pendidikan kesetaraan 

174 Dikbud  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah pendidik pada satuan pendidikan 

kesetaraan 

331 Dikbud  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pendidikan Jumlah pendidik pada satuan pendidikan 
kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S1) 

204 Dikbud  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah 
dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat 
pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan calon kepala sekolah 

432 Dikbud  

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan 

kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 

24 Dikbud  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang 
memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan 

(SPA) sesuai standar 

2 DIKES  
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IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 2 DIKES  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia 

2738062 DIKES  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 
antenatal 

405 DIKES  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersedia 

22872 DIKES  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

persalinan sesuai standar 

405 DIKES  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersedia 

18108 DIKES  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 
neonatal esensial sesuai standar 

405 DIKES  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia 

236546 DIKES  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan balita sesuai standar 

344 DIKES  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersedia 

12611 DIKES  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai 
standar 

315 DIKES  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersedia 

228 DIKES  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

344 DIKES  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia 

111 DIKES  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

344 DIKES  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersedia 

121 DIKES  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

246 DIKES  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersedia 

206 DIKES  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

344 DIKES  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia 

192 DIKES  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

272 DIKES  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersedia 

219 DIKES  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

339 DIKES  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Kesehatan Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 
tersedia 

6 DIKES  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

341 DIKES  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 

kewenangan kabupaten/kota (ha) 

0 DPUTR  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Panjang sungai di kawasan permukiman yang 
rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota 

(m) 

0 DPUTR  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai 
yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS 

kewenangan kabupaten/kota (HA) 

0 DPUTR  

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan 

abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota 
(ha) 

0 DPUTR  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Rencana Tata Pengaturan air dan tata 
pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS 

Kewenangan kabupaten/kota 

0 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata 
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air 

kewenangan kabupaten/kota 

0 DPUTR  

7 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan 

sungai milik pemerintah kab/kota 

0 DPUTR  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi 
baik 

61,73 DPUTR  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Persentase panjang jaringan irigasi sekunder 
dalam kondisi baik 

68,97 DPUTR  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam 

kondisi baik 

0 DPUTR  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota 
(Ada /Tidak) 

0 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA 
Kab/Kota (Ada/Tidak) 

0 DPUTR  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota 

Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 

0 DPUTR  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha 
untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 

0 DPUTR  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 

0 DPUTR  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan 

setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan 
dasar menggunakan SPALD S 

157170 DPUTR  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah 
untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar 

menggunakan SPALD-T 

0 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan 
setempat dan data jumlah rumah dengan akses 
sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan 

pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan 
SPALD T 

0 DPUTR  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan 
jasa penyedotan lumpur tinja 

0 DPUTR  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan 

jasa pengolahan lumpur tinja 

0 DPUTR  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan 
jasa pengolahan air limbah domestik 

0 DPUTR  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses 
dasar 

87,57 DPUTR  

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses 

aman 

0 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Dasar 

9 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses 

aman 

0 DPUTR  

10 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 0 DPUTR  

11 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur 
tinja 

0 DPUTR  

12 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur 
tinja 

0 DPUTR  

13 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Kinerja penyediaan sambungan rumah yang 

tersambung ke IPALD 

0 DPUTR  

14 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 0 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal 

tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik 
fungsi 

0 DPUTR  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah 

Kab/Kota dalam tahun eksisting 

221 DPUTR  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Penetapan Peraturan Daerah tentang 
Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 

0 DPUTR  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang 
Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 

0 DPUTR  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota untuk dilindungi dan 
dilestarikan 

0 DPUTR  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis 

0 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

daerah provinsi 

7 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah bangunan gedung negara milik 

Pemerintah Kab/Kota 

0 DPUTR  

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah bangunan gedung negara milik 

pemerintah kabupaten/kota yang 
dipelihara/dirawat 

0 DPUTR  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan 
Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan 

Kab/Kota 

571,584 DPUTR  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Panjang jalan yang dibangun 3,65 DPUTR  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Panjang jembatan yang dibangun 25,19 DPUTR  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 3,65 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 0 DPUTR  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 5,25 DPUTR  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Panjang jembatan yang direhabilitasi 0 DPUTR  

8 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Panjang jalan yang dipelihara 30,06 DPUTR  

9 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Panjang jembatan yang dipelihara 0 DPUTR  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di 
wilayah kabupaten/kota 

6 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di 

wilayah kabupaten/kota 

918 DPUTR  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang 

tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 

918 DPUTR  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa 
Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif 

dengan data termutakhir 

0 DPUTR  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 
konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk 

tahun berjalan yang bersumber dari APBD 

Kab/Kota 

0 DPUTR  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 

konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk 
tahun berjalan yang bersumber dari APBN 

0 DPUTR  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa 
konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk 

0 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan 
lainnya 

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan 

jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang 
sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan 

usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara 
berkala 

0 DPUTR  

9 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa 
konstruksi kabupaten/kota 

0 DPUTR  

10 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga 

operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah 
kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau 
melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan 

dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh 
menteri yang memb 

6 DPUTR  

11 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi tenaga kerja 
konstruksi yang terlatih di wilayah 

kabupaten/kota yang dibuktikan dengan 

sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis 

918 DPUTR  

12 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi tenaga kerja 

konstruksi terlatih yang tersertifikasi 
operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota 

918 DPUTR  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Dasar 

13 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi badan usaha yang 

mendapatkan pembinaan di wilayah 
kabupaten/kota 

39 DPUTR  

14 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi pemenuhan 

komitmen permohonan IUJK badan usaha dan 
TDUP yang disetujui 

25 DPUTR  

15 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan 
ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan 

usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan 
kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi 

kewenangan pengawasannya 

0 DPUTR  

16 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi kecelakaan 
konstruksi pada proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya 

0 DPUTR  

17 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan 
ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan 

usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan 

segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi 
kewenangan pengawasannya 

0 DPUTR  
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18 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di 
wilayah kab/kota 

0 DPUTR  

19 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP 

di wilayah kabupaten/kota 

0 DPUTR  

20 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang 
terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 

0 DPUTR  

21 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah badan usaha yang mendapatkan 
pembinaan di wilayah Kab/Kota 

39 DPUTR  

22 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK 

badan usaha dan TDUP yang disetujui 

25 DPUTR  

23 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian 
jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk 

dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan 
usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan 

0 DPUTR  



           

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat   

     
 

 

 

 

 

 

 

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 75 

 

 

 

No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

pengawasannya 

24 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang 
menjadi kewenangan pengawasannya 

0 DPUTR  

25 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian 

jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk 
dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi 

pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan 
pengawasannya 

0 DPUTR  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan 

bencana dan rencana penanganannya 

42 DISPERKIM  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah rumah yang terkena bencana alam 42 DISPERKIM  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya 
terkena bencana alam 

42 DISPERKIM  
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4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah unit rumah korban bencana yang 
direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 

0 DISPERKIM  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah unit rumah korban bencana yang 

dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 

0 DISPERKIM  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah unit rumah korban bencana yang 
dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana 

aksi 

0 DISPERKIM  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan 
menjadi tempat tinggal sementara korban 

bencana 

0 DISPERKIM  

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang 

terfasilitasi 

0 DISPERKIM  

9 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 0 DISPERKIM  



           

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat   

     
 

 

 

 

 

 

 

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 77 

 

 

 

No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah rumah tangga penerima layanan yang 
telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset 
properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 DISPERKIM  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan 

yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian 
hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan 

rencana pemenuhan SPM 

0 DISPERKIM  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan 
subsidi uang sewa berdasarkan rencana 

pemenuhan SPM 

0 DISPERKIM  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan 
yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak 

huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 DISPERKIM  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah rumah tangga penerima layanan yang 

belum mendapatkan penyediaan rumah layak 
huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0 DISPERKIM  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 0 DISPERKIM  
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1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh 
< 10 Ha 

42066 DISPERKIM  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 394 DISPERKIM  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur 
kawasan kumuh 

12300 DISPERKIM  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah rumah di kab/kota 233174 DISPERKIM  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah unit PK RTLH 394 DISPERKIM  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah rumah tidak layak huni 4760 DISPERKIM  
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4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah rumah yang tidak dihuni 0 DISPERKIM  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Rasio rumah dan KK 233172 DISPERKIM  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah rumah pembangunan baru 3199 DISPERKIM  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 3175 DISPERKIM  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air 

minum 

0 DISPERKIM  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan 
lingkungan 

3175 DISPERKIM  
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4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses 
sanitasi (on site / off site) 

0 DISPERKIM  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 3063 DISPERKIM  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 172 DISPERKIM  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah pengembang yang tersertifikasi 29 DISPERKIM  

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Jumlah pengembang yang terregistrasi 29 DISPERKIM  

9 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan 
atau pelatihan 

29 DISPERKIM  
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1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum 
dalam  Kab/Kota yang ditangani 

5498 BPBD  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 40 BPBD  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 8 BPBD  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki 
kualitas sebagai PPNS 

3 BPBD  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan 

Perkada serta penanganan gangguan trantibum 

10 BPBD  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Tersedianya sarana prasarana minimal 22 BPBD  
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1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 

100 BPBD  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan 

bencana yang memperoleh informasi rawan 
bencana sesuai jenis ancaman bencana 

100 BPBD  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai 
dinyatakan sah/legal 

100 BPBD  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai 
dinyatakan sah/legal 

100 BPBD  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase jumlah aparatur dan warga negara 

yang ikut pelatihan 

100 BPBD  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase warga negara yang ikut pelatihan 100 BPBD  
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5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Persentase warga negara yang mendapat layanan 
pusdalops penanggulangan bencana dan sarana 

prasarana penanggulangan bencana 

100 BPBD  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase warga negara yang mendapat 

peralatan perlindungan 

100 BPBD  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam 
untuk setiap status KLB 

0 BPBD  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam 
untuk setiap status darurat bencana 

100 BPBD  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase jumlah petugas yang aktif dalam 

penanganan darurat bencana 

100 BPBD  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong 
dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 

99,99 BPBD  
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1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan 
evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 

(operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di 
kabupaten/kota 

23 BPBD  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi 
sarana prasarana damkar, sarana prasarana 

penyelamatan di kantor kecamatan 

1 BPBD  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang 

dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor 
kecamatan 

0 BPBD  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Pos Damkar yang dilengkapi dengan 
sarana/prasarana damkar, sarana prasarana 

penyelamatan dan evakuasi di setiap 
keluarahan/desa 

1 BPBD  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, 
penyelamatan dan evakuasi 

124 BPBD  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 

Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang 

memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam 
sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam 

4 BPBD  
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Dasar Masyarakat Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar 
Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan 
Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
atau perangkat daerah yang menyelenggarakan 

sub urusan kebakaran 

50 BPBD  

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 

Masyarakat 

Jumlah peningkatan kapasitas aparatur 

pemadam kebakaran 

0 BPBD  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah layanan data dan pengaduaan yang 
dimiliki 

34690 Dinas Sosial  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, 
anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng 

yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan 
OTM 

4175 Dinas Sosial  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk 45 Dinas Sosial  
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4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

dijangkau 

4175 Dinas Sosial  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah kendaraan roda empat yang akses 

khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 

8 Dinas Sosial  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

menerima paket  permakanan sesuai standar gizi 

1251 Dinas Sosial  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal 
sementara yang dimiliki sesuai standar 

2 Dinas Sosial  

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
menerima paket sandang 

0 Dinas Sosial  

9 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

memanfaatkan alat bantu 

13 Dinas Sosial  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

10 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah 
singgah/shelter 

0 Dinas Sosial  

11 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 1 Dinas Sosial  

12 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 

0 Dinas Sosial  

13 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah tenaga  kesehatan yang disediakan di 
rumah singgah 

1 Dinas Sosial  

14 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS 

dan/atau relawan sosial yang disediakan 

33 Dinas Sosial  

15 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang  

mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial 
sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas 

23 Dinas Sosial  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat 
kesejahteraan sosia 

16 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah  bimbingan sosial yang dilaksanakan 
kepada keluarga dan masyarakat 

0 Dinas Sosial  

17 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang   

difasilitasi untuk mendapatkan dokumen 

kependudukan 

0 Dinas Sosial  

18 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang  
mendapatkan akses layanan pendidikan dan 

kesehatan dasar 

711 Dinas Sosial  

19 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 

mendapatkan layanan penelusuran keluarga 

1416 Dinas Sosial  

20 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang  

direunifikasi dengan  keluarga 

23 Dinas Sosial  
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IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

21 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang  

dirujuk 

4144 Dinas Sosial  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 1288 Dinas Sosial  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah  korban bencana yang menerima paket 
sandang 

1288 Dinas Sosial  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah tempat penampungan pengungsi yang 
dimiliki 

1288 Dinas Sosial  

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah paket  permakanan khusus bagi 

kelompok rentan 

1288 Dinas Sosial  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan 
Dasar 

Sosial Jumlah korban bencana yang meneriman 
pelayanan dukungan psikososial 

324 Dinas Sosial  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 
Berkaitan Pelayanan 

Dasar 

Sosial Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga 
kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang 

tersedia 

221 Dinas Sosial  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Dokumen perencanaan tenaga kerja 

kabupaten/kota. 

1 Disnaker  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase akurasi proyeksi indikator dalam 
rencana tenaga kerja. 

100 Disnaker  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah perusahaan yang  menyusun rencana 
tenaga kerja di kabupaten/kota. 

245 Disnaker  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase penerapan Program PBK dengan  

kualifikasi klaster 

83,33 Disnaker  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase instruktur bersertifikatkompetensi 61,43 Disnaker  
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IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Rasio jumlah instruktur terhadap peserta 
pelatihan 

11,27 Disnaker  

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase LPK yang terakreditasi 46,51 Disnaker  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase LPK yang memiliki perizinan 100 Disnaker  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah penganggur yang dilatih 387 Disnaker  

7 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 68,84 Disnaker  

8 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase penyerapan lulusan 68,84 Disnaker  
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Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

9 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Lulusan    bersertifikat kompetensi 100 Disnaker  

10 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang 
diberikan pelatihan 

5,51 Disnaker  

11 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia 
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

855 Disnaker  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang menerapkan 
program peningkatan produktivitas 

17,24 Disnaker  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Data tingkat produktivitas total 526,49 Disnaker  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang telah memiliki 
Peraturan Perusahaan (PP) 

6,75 Disnaker  
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Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
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2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang telah memiliki 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

66,67 Disnaker  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB 

yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, 
SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar 
perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di 

perusahaan 

2588 Disnaker  

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang sudah  menyusun 

struktur skala upah. 

100 Disnaker  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang telah terdaftar 
sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

27,13 Disnaker  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 2,05 Disnaker  

7 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Tenaga Kerja Jumlah mogok kerja 1 Disnaker  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Pelayanan Dasar 

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah penutupan perusahaan 1 Disnaker  

9 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah perselisihan kepentingan 1 Disnaker  

10 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 

1 Disnaker  

11 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah perselisihan PHK 11 Disnaker  

12 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 37 Disnaker  

13 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tenaga Kerja Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui 
perundingan bipartite 

1 Disnaker  
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IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

14 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit 

kabupaten/kota yang diberdayakan 

1 Disnaker  

15 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Persentase perselisihan hubungan industrial yang 

diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh 
Mediator Hubungan Industrial 

81,82 Disnaker  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah 
kabupaten/kota 

1571 Disnaker  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 6498 Disnaker  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah 

kab/kota 

13 Disnaker  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam 
satu kabupaten/kota 

1 Disnaker  
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IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 1 Disnaker  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 

Swasta (LPTKS)  antar kerja lokal dalam satu 
wilayah kab/kota 

1 Disnaker  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas 
bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. 

303 Disnaker  

8 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah penempatan tenaga kerja melalui 
Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 

6 Disnaker  

9 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang 
mendapatkan sosialisasi 

5220 Disnaker  

10 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tenaga Kerja Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang 

6233 Disnaker  



           

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat   

     
 

 

 

 

 

 

 

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 97 

 

 

 

No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

terdata 

11 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang 
mendapatkan fasilitasi kepulangan 

565 Disnaker  

12 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang 
mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 

297 Disnaker  

13 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan 

keluarganya 

15,93 Disnaker  

14 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Tenaga Kerja Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang 
dibentukan 

1 Disnaker  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah 

kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 

42 DP2KBP3A  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang 
sudah dievaluasi melalui analisis gender di 

10 DP2KBP3A  



           

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat   

     
 

 

 

 

 

 

 

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 98 

 

 

 

No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perlindungan Anak tingkat kabupaten/kota 

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang 

bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) 
untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan 

terhadap anak 

7 DP2KBP3A  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah lembaga layanan anak yang telah 

memiliki standar pelayanan minimal 

21 DP2KBP3A  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 100 DP2KBP3A  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Jumlah lembaga layanan anak  yang mendapat 
pelatihan 

21 DP2KBP3A  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah  lembaga layanan anak yang 

mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh 
pemkab/kota (APBD kab/kota) 

21 DP2KBP3A  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Jumlah organisasi  kemasyarakatan yang 
bergerak dlm bidang perempuan tingkat 

5 DP2KBP3A  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perlindungan Anak kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota 

yang sudah dilatih 

161 DP2KBP3A  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah lembaga layanan pemberdayaan 

perempuan yang mendapat pelatihan 

5 DP2KBP3A  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Jumlah lembaga layanan pemberdayaan 
perempuan yang mendapatkan bantuan 

keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 

5 DP2KBP3A  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Jumlah kebijakan/program pencegahan 
kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 
pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 

8 DP2KBP3A  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah lembaga penyediaan layanan 

perlindungan hak perempuan yg telah 
terstandardisasi 

2 DP2KBP3A  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Persentase korban kekerasan perempuan yang 
terlayani 

100 DP2KBP3A  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perlindungan Anak 

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pangan Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana 

pendukung lainnya untuk penyimpanan 
cadangan pangan 

6 Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pangan Tersalurkannya pangan pokok dan pangan 
lainnya 

6050 Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

 

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pangan Tersedianya regulasi harga minimum daerah 

untuk pangan lokal 

0 Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

 

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pangan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi 

pangan yang beragam dan bergizi seimbang 

14 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

 

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pangan Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan 

pangan 

1 Dinas 

Ketahanan 

Pangan 
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pangan Tertanganinya kerawanan pangan 9 Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

 

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pangan Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah 
rentan rawan pangan 

1111,2 Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

 

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pangan Terlaksananya pengawasan keamanan pangan 

segar 

1 Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pertanahan SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali 
kota 

75 DPMPTSP  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pertanahan SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah 

Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah 
Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar 

Subyek 

0 BPKAD  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pertanahan SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya 

Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah 
Kelebihan Maksimum/Absentee. 

0 BPKAD  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Pelayanan Dasar 

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pertanahan Dokumen Izin membuka tanah 0 DPMPTSP  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pertanahan Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah 

Kabupaten/Kota 

0 BPKAD  

1a Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Lingkungan Hidup Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks 
kualitas air (IKA) 

46,72 DLH  

1b Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Lingkungan Hidup Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks 
Kualitas Udara (IKU) 

91,2 DLH  

1c Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Lingkungan Hidup Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks 

tutupan hutan (ITH) 

46,72 DLH  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Lingkungan Hidup Tersedianya data dan informasi penanganan 
sampah di wilayah kabupaten/kota 

0 DLH  



           

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat   

     
 

 

 

 

 

 

 

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 103 

 

 

 

No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Lingkungan Hidup Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota 

0 DLH  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Lingkungan Hidup Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di 

provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, 
izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota 

0 DLH  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Lingkungan Hidup Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang 
berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak 

MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua 
atau lebih daerah kab/kota 

0 DLH  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Lingkungan Hidup Terfasilitasinya kegiatan peningkatan 
pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum 

adat terkait PPLH Jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang diberikan diklat 

0 DLH  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Lingkungan Hidup Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di 
terbitkan oleh Pemerintah daerah 

kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di 

Daerah kabupaten/kota yang 
ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat 

0 DLH  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

terkait izin lingkung 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Administrasi 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Penerbitan akta perkawinan 100 Dukcapil  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Administrasi 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Penerbitan akta perceraian 100 Dukcapil  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Administrasi 

Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Penerbitan akta kematian 100 Dukcapil  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Administrasi 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Penyajian data kependudukan 50 Dukcapil  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama 
antar desa 

14 DPMD  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar 
desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang 

melakukan kerja sama antar desa tahun 

sebelumnya 

11 DPMD  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 

masyarakat dan desa 

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga 

adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan 
kapasitas dan diberdayakan 

1138 DPMD  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

Jumlah peningkatan desa yang lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adatnya 

melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan 
pemberdayaan 

44 DPMD  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Tersedianya dokumen Grand Design 
Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-

Perdakan 

0 DP2KBP3A  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 

penduduk dan 
keluarga berencana 

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 

seluruh wanita umur 25-49 tahun 

36,16 DP2KBP3A  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age 
Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 

11,742 DP2KBP3A  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan 
Program KKBPK (advokasi dan KIE) 

75 DP2KBP3A  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 

penduduk dan 
keluarga berencana 

Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan 

mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) 
yang berperan serta aktif dalam pengelolaan 

program KKBPK 

37 DP2KBP3A  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap 
melayani KB MKJP 

100 DP2KBP3A  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

27,39 DP2KBP3A  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 

penduduk dan 
keluarga berencana 

Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki 

Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 

1 DP2KBP3A  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 75,76 DP2KBP3A  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga berencana 

Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota 
dengan kesertaan rendah 

20,81 DP2KBP3A  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Pengendalian 

penduduk dan 
keluarga berencana 

Persentase kesertaan KB keluarga Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) 

64,12 DP2KBP3A  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perhubungan Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan 
terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 

62,5 Dinas 

Perhubungan 
 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Perhubungan Terlaksananya pelayanan uji berkala 71,61 Dinas 
Perhubungan 

 

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perhubungan Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam 

kabupaten, serta angkutan perkotaan dan 
pedesaan kelas ekonomi 

0 Dinas 

Perhubungan 
 

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perhubungan Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa 
lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau 

Kota 

46,95 Dinas 

Perhubungan 
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di 
Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan 

akses internet yang diamankan yang disediakan 

oleh Dinas Kominfo 

100 Diskominfo  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 

Informatika 

Persentase perangkat daerah yang menggunakan 

akses internet yang berkualitas yang disediakan 
Dinas Kominfo 

100 Diskominfo  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra 
pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo 

(berbasis suara, video, teks, data dan sinyal 
lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra 

pemerintah 

4 Diskominfo  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan 
pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang 

dimanfaatkan secara daring dengan 
memanfaatkan domain dan sub domain Instansi 

Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo 
No.5/2015 

100 Diskominfo  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 

Informatika 

Persentase perangkat daerah yang memiliki portal 

dan situs web yang sesuai standar 

100 Diskominfo  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase perangkat daerah yang 
mengimplementasikan layanan aplikasi umum 

dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan 

100 Diskominfo  

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 

Informatika 

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan 

layanan administrasi pemerintahan) yang 
tercantum dalam dokumen proses bisnis yang 

telah diimplementasikan secara elektronik 

13,63 Diskominfo  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan 
layanan administrasi pemerintahan) yang 

memanfaatkan sertifikat elektronik 

7 Diskominfo  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

0 Diskominfo  

7 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 

Informatika 

Persentase layanan publik dan layanan 

administrasi yang terintegrasi dengan sistem 
penghubung layanan pemerintah 

7 Diskominfo  

8 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase perangkat daerah yang menggunakan 
layanan pusat data pemerintah 

100 Diskominfo  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

9 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase perangkat daerah yang menyimpan 
data di pusat data pemerintah 

100 Diskominfo  

10 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 

Informatika 

Persentase perangkat daerah yang 

memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data 
(sesuai renstra kominfo) 

100 Diskominfo  

11 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase data yang dapat berbagi pakai 0 Diskominfo  

12 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase perangkat daerah yang 
mengimplementasi inovasi yang mendukung 

smart city 

10 Diskominfo  

13 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 

Informatika 

Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi 

kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 

23 Diskominfo  

14 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Tersedianya peraturan daerah atau peraturan 
kepala daerah terkait implementasi e-government 

6 Diskominfo  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis 
pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah 

dan pemerintah  kabupaten/kota 

97,09 Diskominfo  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 

Informatika 

Persentase konten informasi terkait program dan 

kebijakan pemerintah dan pemerintah 
kabupaten/kot asesuai dengan strategi 

komunikasi (STRAKOM) 

99,53 Diskominfo  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Komunikasi dan 
Informatika 

Persentase diseminasi dan layanan informasi 
publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi 

komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah 
ditetapkan 

97,5 Diskominfo  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan 
pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan 

wilayah keanggotaan dalam daerah 

kabupaten/kota 

0 DISKOP 
LOBAR 

 

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan 

kantor cabang, cabang pembantudan kantor 
kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan 

wilayah keanggotaan dalam daerah 

kabupaten/kota 

2 DISKOP 

LOBAR 
 

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang 

dilakukan untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

168 DISKOP 

LOBAR 
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Pelayanan Dasar 

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi 

yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam daerah 

kabupaten/kota 

116 DISKOP 

LOBAR 
 

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase koperasi yang mengikuti 

pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

28 DISKOP 

LOBAR 
 

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Persentase jumlah anggota operasi yang telah 
mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota 

0 DISKOP 

LOBAR 
 

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk 
koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten/kota 

0 DISKOP 
LOBAR 

 

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase koperasi yang diberikan dukungan 

fasilitasi pembiayaan 

0 DISKOP 

LOBAR 
 

9 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor 
Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan 

131 DISKOP 

LOBAR 
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

wilayah keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota 

10 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase koperasi yang diberikan dukungan 

fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam daerah 

kabupaten/kota 

0 DISKOP 

LOBAR 
 

11 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi 

pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

0 DISKOP 

LOBAR 
 

12 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Persentase koperasi yang diberikan dukungan 
fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 
dalam daerah kabupaten/kota 

0 DISKOP 

LOBAR 
 

13 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Persentase koperasi yang diberikan dukungan 
fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan 

wilayah keanggotaan dalam daerah 

kabupaten/kota 

0 DISKOP 
LOBAR 

 

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang 

berskala mikro 

782 DISKOP 

LOBAR 
 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke 
dalam sistem online data system (ODS) 

3908 DISKOP 

LOBAR 
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 201 DISKOP 

LOBAR 
 

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan 

dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi 
produk usaha 

395 DISKOP 

LOBAR 
 

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan 
dukungan fasilitasi pemasaran 

1445 DISKOP 

LOBAR 
 

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan 
fasilitasi pelatihan 

709 DISKOP 
LOBAR 

 

7 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan 

pendampingan melalui lembaga pendampingan 

442 DISKOP 

LOBAR 
 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Penanaman Modal PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif 
penanaman modal yang menjadi kewenangan 

1 DPMPTSP  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

daerah kabupaten/kota 

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Standar operasional prosedur pelaksanaan 

pemberian fasilitas insentif penanaman modal 

1 DPMPTSP  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian 

fasilitas/insentif penanaman modal 

1 DPMPTSP  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one 
meeting 

4 DPMPTSP  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Kegiatan pameran penanaman modal 0 DPMPTSP  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 0 DPMPTSP  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Penanaman Modal Konsultasi perizinan dan non perizinan 
penanaman modal 

1 DPMPTSP  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

8 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Penerbitan perizinan dan non perizinan 

penanaman modal 

449 DPMPTSP  

9 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Laporan realisasi penanaman modal 1,25E+12 DPMPTSP  

10 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat 
kabupaten/kota 

1 DPMPTSP  

11 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 9 DPMPTSP  

12 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Penanaman Modal Tersedianya data dan informasi perizinan dan non 

peizinan kabupaten/kota 

1 DPMPTSP  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Kepemudaan dan 
Olahraga 

Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan 
kewirausahaan 

0 Dispora  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Jumlah pemuda yang mendapat bantuan 

kewirausahaan 

10 Dispora  

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader 

pengembangan kepemimpinan, kepedulian, 
kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 

240 Dispora  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kepemudaan dan 
Olahraga 

Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang 
mendapat pelatihan manajemen organisasi 

kepemudaan 

0 Dispora  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kepemudaan dan 
Olahraga 

Jumlah pelatih olah raga yang memiliki 
kompetensi di satuan2 pendidikan 

11 Dispora  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi 

tingkat daerah 

3 Dispora  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Statistik Tersedianya buku profil daerah 0 Diskominfo  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Statistik Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 0 Diskominfo  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Statistik Jumlah kompilasi statistik sektoral yang 

dilakukan 

1037 Diskominfo  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Statistik Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat 
rekomendasi dari BPS 

0 Diskominfo  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Statistik Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat 
rekomendasi dari BPS 

1037 Diskominfo  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Statistik Persentase kelengkapan metadata kegiatan 

statistik 

73,5 Diskominfo  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Statistik Persentase kelengkapan metadata variabel dari 
kegiatan statistik 

0 Diskominfo  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Persandian Persentase kegiatan strategis yang telah 

diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal 
dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis 

yang harus diamankan 

0 Diskominfo  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Persandian Persentase system elektronik yang 

telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang 
telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan 

informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian 

dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada 
pemerintah daerah 

33 Diskominfo  

3 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Persandian Persentase sistem elektronik/asset informasi yang 
telah diaudit dengan resiko kategori rendah 

0 Diskominfo  

4 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Persandian Persentase titik yang diamankan dibanding 

dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah 
daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi 

Sandi (PHKS) yang ditetapkan 

0 Diskominfo  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 
dilindungi (inventarisasi, pengamanan 

pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 

248 Dikbud  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 
dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, 

penayaan keberagaman) 

68 Dikbud  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 

dimanfaatkan (membangun karakter 
bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 

34 Dikbud  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina 
(peningkatan kompetensi, standarisasi dan 

sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata 
kelola) 

0 Dikbud  

5 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, 
penetapan, pencatatan, pemeringkatan, 

penghapusan) 

3 Dikbud  

6 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Perlindungan cagar budaya provinsi 

(penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan 
pemugaran 

159 Dikbud  

7 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Layanan perijzinan membawa cagar budaya 
provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data 

0 Dikbud  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

8 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Pengembangan cagar  budaya provinsi (penelitian, 
revitalisasi, adaptasi) 

25 Dikbud  

9 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal 

agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 

3 Dikbud  

10 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan 
pemanfaatan koleksi museum 

0 Dikbud  

11 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Peningkatan akses masyarakat dalam 
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 

0 Dikbud  

12 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana museum kabupaten/kota 

0 Dikbud  

13 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 7 Dikbud  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

14 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi 0 Dikbud  

15 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya 0 Dikbud  

16 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 0 Dikbud  

17 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan 
pemuseuman kabupaten/kota 

0 Dikbud  

18 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran 

cagar budaya dan permuseuman 

0 Dikbud  

19 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kebudayaan Penyelenggaraan kegiatan museum yang 
melibatkan masyarakat 

0 Dikbud  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan 
penduduk 

9,19 Disarpus  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh 
masyarakat 

0,084 Disarpus  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan 

penduduk 

0,17 Disarpus  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Perpustakaan Persentase perpustakaan sesuai standar nasional 
perpustakaan 

0,13 Disarpus  



           

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat   

     
 

 

 

 

 

 

 

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 124 

 

 

 

No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

Pelayanan Dasar 

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Jumlah pemasyarakatangemar membaca di 

masyarakat 

50,13 Disarpus  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih 
media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di 

wilayahnya 

1 Disarpus  

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan 
dialih bahasa 

1 Disarpus  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Perpustakaan Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang 

tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di 
wilayahnya (item) 

1 Disarpus  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kearsipan persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar 
arsip 

93,14 Disarpus  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kearsipan persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan 
daftar arsip 

35,83 Disarpus  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kearsipan Persentase arsip statis yang telah dibuatkan 

sarana bantu temu balik 

79,86 Disarpus  

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kearsipan Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam 
SIKN melalui JIKN 

1 Disarpus  

1 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kearsipan Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 1 Disarpus  

2 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kearsipan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat 

bencana yang sesuai NSPK 

0 Disarpus  

3 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kearsipan Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi 

yang digabung dan atau dibubarkan dan 
pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai 

NSPK di provinsi 

0 Disarpus  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

4 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 

Pelayanan Dasar 

Kearsipan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih 
media yang dikelola oleh lembaga kearsipan 

provinsi yang sesuai NSPK 

0 Disarpus  

5 Urusan 

Pemerintahan Wajib 
Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kearsipan Pencarian arsip statis yang pengelolaannya 

menjadi kewenangan daerah provinsi yang 
dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian 

arsip yang sesuai NSPK 

0 Disarpus  

6 Urusan 
Pemerintahan Wajib 

Tidak Berkaitan 
Pelayanan Dasar 

Kearsipan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat 
tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan 

daerah provinsi yang sesuai NSPK 

0 Disarpus  

1 Urusan Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan 
diversifikasi usaha (RTP) 

3020 kelautan dan 

perikanan 
 

2 Urusan Pilihan Kelautan dan 

Perikanan 

Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang 

operasional 

30 kelautan dan 

perikanan 
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

3 Urusan Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang 
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 

(satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 

0 Dinas 
Kelautan 

 

4 Urusan Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh 
kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan 

pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ 
kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan 

informasi/dan penguatan kelembagaan) 

130 kelautan dan 

perikanan 
 

5 Urusan Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau 
yang di produksi 

2185485 kelautan dan 

perikanan 
 

1 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah entitas pengelolaan destinasi 31 Dinas 

Pariwisata 
 

2 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas 
umum, dan fasilitas pariwisata 

73 Dinas 

Pariwisata 
 

3 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub 

jenis usaha di kabupaten/kota 

818 Dinas 

Pariwisata 
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

4 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah  wisatawan mancanegara per kebangsaan 56091 Dinas 
Pariwisata 

 

5 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di 
dalam negeri 

5 Dinas 

Pariwisata 
 

6 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi 0 Dinas 

Pariwisata 
 

7 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah industri pariwisata daerah yang 
berpartisipasi pada even promosi  pariwisata di 

dalam negeri 

5 Dinas 

Pariwisata 
 

8 Urusan Pilihan Pariwisata Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang 

disertifikasi 

50,76 Dinas 

Pariwisata 
 

9 Urusan Pilihan Pariwisata Persentase SDM peserta pembekalan sektor 
kepariwisataan 

14,38 Dinas 
Pariwisata 

 

10 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan 
masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha 

masyarakat 

51 Dinas 

Pariwisata 
 

1 Urusan Pilihan Pertanian Sarana pertanian yang diberikan 119 Distan  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

2 Urusan Pilihan Pertanian Prasarana pertanian yang digunakan 25 Distan  

3 Urusan Pilihan Pertanian Penerbitan izin usaha pertanian 68 Distan  

4 Urusan Pilihan Pertanian Persentase prasarana yang digunakan 100 Distan  

5 Urusan Pilihan Pertanian Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di 
kab/kota 

100 Distan  

1 Urusan Pilihan Pertanian Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 0 Distan  

1 Urusan Pilihan Kehutanan Tersedianya dokumen rencana pengelolaan 

Tahura 

0 Surat 

Pernyataan 
 

2 Urusan Pilihan Kehutanan Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 0 Surat 

Pernyataan 
 

3 Urusan Pilihan Kehutanan Pemulihan ekosistem pada Tahura 0 Surat 

Pernyataan 
 

4 Urusan Pilihan Kehutanan Menurunnya gangguan kawasan TAHURA 0 Surat 
Pernyataan 

 

1 Urusan Pilihan Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas 

bumi dalam daerah kab/kota 

0 DLH  

1a Urusan Pilihan Perdagangan Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan 

0 DISPERINDAG  

1b Urusan Pilihan Perdagangan Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan 

100 DISPERINDAG  

2 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase penerbitan TDG 100 DISPERINDAG  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

3 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 37,5 DISPERINDAG  

4 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu 
untuk : 

0 DISPERINDAG  

5 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan 

bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, 
pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di 

tingkat daerah Kab/Kota 

0 DISPERINDAG  

1 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 0 DISPERINDAG  

2 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase pengembangan dan pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 

69,69 DISPERINDAG  

3 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase koefisien variasi harga antar waktu 100 DISPERINDAG  

1 Urusan Pilihan Perdagangan Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan 0 DISPERINDAG  

1 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang 
dalam tahun berjalan 

82,73 DISPERINDAG  

2 Urusan Pilihan Perdagangan Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi 
terhadap ketentuan yang berlaku 

0 DISPERINDAG  
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No 

IKK 
Kategori Urusan Urusan No IKK Output 

Capaian 

Kinerja 
Sumber data Ket 

1 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan 
industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan 

industri (IPKI) yang lokasinya di daerah 

kabupaten/kota 

0 DISPERINDAG  

1 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK 

sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA 

100 DISPERINDAG  

1 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase Jumlah  izin yang diterbitkan usaha 

industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang 
diterbitkan 

100 DISPERINDAG  

2 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah izin perluasan industri  (IPUI) 

bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan 

0 DISPERINDAG  

1 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase data perusahaan industri kecil, 

menengah dan perusahaan kawasan indusri di 
kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total 

populasi perusahaan industri kecil, menengah 
dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota 

0 DISPERINDAG  

1 Urusan Pilihan Transmigrasi Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi 

penetapannya 

0 Disnaker  

2 Urusan Pilihan Transmigrasi Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang 
difasilitasi pembangunannya 

0 Disnaker  

3 Urusan Pilihan Transmigrasi Jumlah satuan pemukiman yang dibina 0 Disnaker  
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2.2.3  Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

No. 
IKK 

Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

4.a.1 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Perencanaan 
dan 
Keuangan 

Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga 

kesehatan 
 
 

33,32 BPKAD Ada 

4.a.2 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Perencanaan 
dan 
Keuangan 

Rasio PAD 
 
 

16,84 BPKAD Ada 

4.a.3 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Perencanaan 
dan 
Keuangan 

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,00 INSPEKTORAT Ada 

4.a.4 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Perencanaan 
dan 
Keuangan 

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 

3,00 INSPEKTORAT Ada 

4.a.5 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Perencanaan 
dan 
Keuangan 

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi 
transfer expenditures ) 
 
 

63,74 BPKAD Ada 

4.a.6 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Perencanaan 
dan 
Keuangan 

Opini Laporan Keuangan 8,00 INSPEKTORAT Ada 

4.b.1 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Pengadaan 
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa 
ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal 
pertama 

0,00 BPBJ Ada 
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No. 
IKK 

Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

 
 

4.b.2 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Pengadaan 

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan 
metode kompetitif 
 
 

100,00 BPBJ Ada 

4.b.3 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Pengadaan 
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 
 
 

84,04 BPBJ Ada 

4.b.4 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Pengadaan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan 
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Daerah 

49,52 BPBJ Ada 

4.c.1 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Kepegawaian 

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar 
(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 
 
 

63,48 BKD-PSDM Ada 

4.c.2 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Kepegawaian 

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru 
dan tenaga kesehatan) 
 
 

13,75 BKD-PSDM Ada 

4.c.3 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Kepegawaian 
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) 
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 
 

49,35 BKD-PSDM Ada 

4.d.1 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Manajemen 
Keuangan 

Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap 
belanja total dalam APBD 

 

6,31 BPKAD Ada 
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No. 
IKK 

Kategori Urusan Urusan IKK Output Capaian Sumber data Ket 

 

4.d.2 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Manajemen 
Keuangan 

Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap 
anggaran PAD dalam APBD 
 
 

24,51 BPKAD Ada 

4.d.3 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Manajemen 
Keuangan 

Manajemen Aset 
 

4,00 BPKAD Ada 

4.d.4 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Manajemen 
Keuangan 

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD 
tahun sebelumnya 
 
 

0,40 BPKAD Ada 

4.e.1 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Transparansi 
dan 
Partisipasi 
Publik  

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk 
pelayanan (Information on resources available to 
frontline service delivery units) 
 
 

82,90 Diskominfotik Ada 

4.e.2 
Fungsi Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Transparansi 
dan 
Partisipasi 
Publik  

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 
(Public access to fiscal information) 
 
 

100 

Diskominfotik 
https://ppid.l
ombokbaratka

b.go.id/ 

Ada 
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2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab 

keberhasilan atau kegagalan dalam  melaksanakan misi organisasi 

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Lombok 

Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok 

Barat melaksanakan kewajiban menyampaikan akuntabilitas melalui 

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Lombok Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. 

a. Target Kinerja dalam perjanjian kinerja 

Sasaran strategis 
Program 

PrioritasTarget 
kinerja 

Indikator Kinerja Satuan 

1 Meningkatnya 
kualitas 

Program 
Peningkatan 

1 Indeks 
Kepuasan 

Indeks 87,52 

pelayanan publik Kualitas 
Pelayanan 

 Masyarakat 
(IKM) 

  

 Publik     

2 Meningkatkan 
kualitas 

Program 
Peningkatan 

2 Opini BPK Opini WTP 

pengelolaan 
keuangan 

Kualitas 
Pengelolaan 

    

daerah Keuangan Daerah     

3 Meningkatnya Program 
Peningkatan 

3 Nilai AKIP 
Daerah 

Nilai BB 
(75,00) 

Akuntabilitas 
Kinerja 

AKIP Daerah     

4 Meningkatnya 
kualitas 

Program 
Peningkatan 

4 Persentase 
Wilayah 

% 86,00 

infrastruktur dalam Konektivitas 
Wilayah 

 Terhubung 
dengan 

  

pengembangan   Pusat 
Perekonomian 

  

wilayah      
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7 Meningkatnya Program 11 Angka 
Kemiskinan 

% 13,46 

Kemandirian 
Ekonomi 

Penanggulangan     

Masyarakat Kemiskinan     

 Program 
Penurunan 

12 Tingkat 
Pengangguran 

% 3,
14 

 Angka 
Pengangguran 

 Terbuka (TPT)   

8 Meningkatnya 
derajat 

Program 
Peningkatan 

13 Usia Harapan 
Hidup 

Tahu
n 

67,56 

kesehatan 
masyarakat 

Usia Harapan 
Hidup 

 (UHH)   

9 Meningkatnya 
Kualitas 

Program 
Peningkatan 

14 Rata - Rata 
Lama 

Tahu
n 

6,
75 

dan Mutu 
Pendidikan 

Rata- Rata Lama 
Sekolah 

 Sekolah (RLS)   

 Program 
Peningkatan 

15 Harapan Lama 
Sekolah 

Tahu
n 

14,00 

 Harapan Lama 
Sekolah 

 (HLS)   

10 Meningkatnya Program 16 Kabupaten 
Layak Anak 

Skor 705,00 

Pemberdayaan Pengarusutamaan  (KLA)   

5 Meningkatnya akses Program 
Peningkatan 

5 Persentase 
Rumah 

% 97,92 

infrastruktur dasar Rumah Layak 
Huni 

 Layak Huni   

 Program 
Peningkatan 

6 Persentase 
jumlah 

% 82,92 

 Akses Air Minum 
Layak 

 rumah tangga 
yang 

  

   mendapatkan 
akses 

  

   terhadap air 
minum 

  

   layak   

6 Meningkatnya daya Program 
Peningkatan 

7 Persentase 
PAD 

% 15,16 

saing sektor 
ekonomi 

Pembangunan 
Ekonomi 

 terhadap 
Pendapatan 

  

unggulan   Daerah   
 Program 

Peningkatan 
8 Nilai PDRB 

Perkapita 
Juta 

Rupiah 
15,20 

 PDRB Sektor - 
Sektor 

 (ADHB)   

 Unggulan     

 Program 
Peningkatan 
Investasi 

 Nilai Realisasi 
Ivestasi 

  

  9 Penanaman 

Modal Asing 

Juta US $ 139,91 
 

  10 Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri (PMDN 

Fasilitas) 

Rp. Milyar 

 

648,70 
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7 Meningkatnya Program 11 Angka 
Kemiskinan 

% 13,46 

Perempuan dan Gender  

Perlindungan Anak Program 17 Indeks 
Pembangunan 

Inde
ks 

90,30 

 Pengarusutamaan  Gender (IPG)   

 Gender     

11 Meningkatnya 
Kualitas 

Program 
Peningkatan 

18 Indeks Kualitas 
Udara 

Inde
ks 

88,01 

Lingkungan Hidup Kualitas 
Lingkungan 

      

 Hidup 19 Indeks Kualitas 
Air 

Inde
ks 

42,40 

   Sungai   

  20 Indeks Kualitas 
Lahan 

Inde
ks 

46,15 

12 Menurunnya Risiko Program 21 Indeks 
Kapasitas 

Inde
ks 

0,
66 

Bencana Penanggulangan  Daerah   

 Bencana     

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target 

perjanjian kinerja 

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, 

indikator kinerja menggambarkan tingkat capaian pada 

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat capaian 

indikator kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja, berikut 

capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target realisasi 87,52% 

dari 88,96% atau capaian kinerja sebesar 101,65%. 

2. Target Indikator Opini BPK telah mencapai WTP atau capaian 

kinerja sebesar 100%. 

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas 

Kinerja dengan indikator kinerja Nilai AKIP daerah mencapai nilai 

64,09 dari target 75,00 atau capaian kinerja sebesar 85.45%. 

4. Persentase Wilayah Terhubung Dengan Pusat Perekonomian 

mencapai realisasi sebesar 86,00% dari target 86,48% atau capaian 
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kinerja sebesar 100,56%. 

5. Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar dengan indikator 

kinerja, a) Persentase Rumah layak Huni telah mencapai realisasi 

sebesar 97,96% dari 97,76% target daerah atau capaian kinerja 

sebesar 100.04% dan,b) Persentase Rumah Tangga yang 

mendapatkan Akses Terhadap air Minum telah realisasi sebesar 

83,08% dari target 82,92% atau capaian kinerja sebesar 100,19%. 

6. Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan dengan 

indikator kinerja : 

 Persentase PAD Terhadap Pendapatan mencapai realisasi 

sebesar 15.52%  dari 15.16% atau capaian kinerja sebesar 

102.37%; 

 Nilai PDRB Perkapita mencapai realisasi sebesar 14,56% dari 

target 15.20% atau capaian kinerja sebesar 95,79%; 

 Nilai Realisasi Investasi. 

a) Nilai PMDN (Fasilitasi) mencapai realisasi sebesar 1.119.77,32 

dari target 648,70 dalam satuan Milyar Rupiah atau capaian 

kinerja sebesar 172,62 %; 

b) Nilai Realisasi Investasi PMA mencapai realisasi 8,86 dari 

139,91 dalam satuan juta atau capaian kinerja sebesar 6,34%. 

7. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat dengan 

indikator, 

a. Persentase Angka Kemiskinan yang mencapai 13,39% dari 

target 13,46% atau capaian kinerja sebesar 99,48%; 

b. Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 4,16% dari target 

3,14% atau target capaian sebesar 67,52%. 



           

 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat   

     
 

 

 

 

 

 

 

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 139 

 

 

 

8. Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 67,63 dari 67,56 tahun atau 

capaian kinerja sebesar 100,11%. 

9. Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan dengan indikator 

kinerja: 

a. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,96 tahun dari 

14,00 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,71%; 

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 6,60 dari 6,75 tahun 

atau capaian kinerja sebesar 97,78%. 

10. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 

dengan indikator kinerja, 

a. Kabupaten Layak Anak (KLA) mencapai 762,00 dari target 

705,00 atau capaian kinerja sebesar 108,09%; 

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 90,41% dari 

target 90,30% atau capaian kinerja sebesar 100,123%. 

11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan 

indikator : 

a. Indeks Kualitas Udara mencapai 91,20% dari target 88,01% 

atau capaian kinerja 103,62 %; 

b. Indeks Kualitas Air Sungai mencapai 46,72 dari target 42,40 

atau capaian kinerja 110,19; 

c. Indeks Kualitas Lahan mencapai 46,72 dari target 46,15  atau 

capaian kinerja 101,24. 

12. Menurunnya Indeks Risiko Bencana dengan indikator Indeks 

Resiko Bencana (IRB) mencapai 0,77 dari target 0,66 atau 

capaian kinerja sebesar 116,67%. 
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c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun 
Sebelumnya  

Berikut adalah perbandingan pencapaian indikator sasaran 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022. 

 

Sasaran 1. 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

 RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 Capaian 

% 

Tahun 2022 Capaian 

% Target Realisasi Target Realisasi 

1 IKM % 86,26 86,53 100,31 87,52 88,96 101,65 

Rata-rata Capaian Kinerja 100,31  101,65 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sasaran 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks 

Kepuasan Masyarakat  memperoleh capaian 102,31% dengan realisasi 86,53% 

dari target 86,26%. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, Tahun 2022 

angka rata-rata capaian sedikit mengalami peningkatan dan sudah 

melampaui target yang ditentukan yaitu dengan capaian rata-rata 101,65% 

dengan realisasi 88,96% dari target 87,52%. 

Sasaran 2 

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah     

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

2 Opini 
BPK 

Opini WTP WTP 100 WTP WTP 100 

Rata-rata Capaian Kinerja 100  100 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja Opini BPK  

sudah mencapai target dengan capaian kinerja  sebesar 100% di tahun 

2022 dengan sasaran strategisnya Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
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Sasaran 3. 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

 

RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya 
Tata kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

3 Nilai 

AKIP 

Nilai BB 

(73,00) 

B 

(63,76) 

87.34 BB 

(75,00) 

B 

( 64,09) 

85,45 

Rata-rata Capaian Kinerja 87.34  85,45 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada 

sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan 

akuntabilitas Kinerja di dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebesar 

87.34% dengan nilai 63,76 dari target 73,00 pada tahun 2021. 

Sedangkan capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 64,09 dari 

target 75,00 atau baru tercapai 85,45% 

Sasaran 4.  

Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah 

RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dalam pengembangan Wilayah  

Indikator 

Kinerja 

Sat

uan 

Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Reali

sasi 

4 Persentase 

Wilayah 

Terhubung 

Dengan Pusat 

Perekonomian 

% 82,20 85,73 104,29 86,00 86,48 100,

56 

Rata-rata Capaian Kinerja 104,29  100,

56 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja 

pada sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dalam pengembangan 

Wilayah adalah telah melampaui target dengan perolehan persentase di 

atas 100%. Capaian dalam indikator kinerja pada Tahun 2022 adalah 
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sebesar 100,56%. Nilai ini sedikit lebih rendah dari tahun 2021 yakni  

sebesar 104,29%. 

Sasaran 5. 

Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar 

RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5 
Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar 

Indikator 
Kinerja 

Satu
an 

Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 
5 Persentase 

RLH 
% 97,80 97,76 97,76 97,92 97,96 100,0

4 

6 Persentase 
RT dengan 
Akses Air 
Minum 
Layak 

% 82,02 82,13 100,1
3 

82,92 83,08 100,1
9  

Rata-rata 
Capaian Kinerja 

 98,94  100,1
2 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2021, 

Sasaran Meningkatnya akses infrastruktur dasar dengan indikator 

kinerja Persentase RLH dan Persentase RT dengan air minum layak 

memperoleh capaian kinerja masing-masing 97,76% dan 100,13% 

dengan rata-rata capaian sebesar 98,94%. Tahun 2021, perolehan rata-

rata capaian kinerja sedikit mengalami peningkatan dengan capaian 

100.12%, dengan indikator kinerja Persentase RLH dan Persentase RT 

dengan air minum layak masing-masing sebesar 97,76% dan 83,08%. 

Sasaran 6. 

Meningkatnya Daya Saing Sektor ekonomi Unggulan 

RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 
Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

7 Persentase PAD 
Terhadap 
pendapatan 

% 14,85 17,25 116, 

16 

15,16 15,52 102,37  

8 Nilai PDRB 
Perkapita 

Juta 
Rupiah 

14,51 15,41 106, 
20 

15,20 14,56 95,79 
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9 Nilai 
Investasi 

PMA 
 

US (Juta) 127,46 23,49 18,43 139,91 8,86 6,34 

PMDN Milyar 
(Rupiah) 

589,73 1.260,73 213,78 648,70 1.119,77 172,62 

Rata-rata Capaian Kinerja 116,105  94,28 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 

Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan pada tahun 2022 

memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 94,28%. Angka ini lebih 

rendah dari capaian tahun 2021 yaitu sebesar 116,105%.  

Sasaran 7. 

Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat 

RPJMD 2019-2024 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7 

Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

10 Persentase 
Angka 
Kemiskinan 

% 13,86 14,47 95,60 13,46 13,39 100,52 

11 TPT % 3,28 3,32 98,78 3,14 4,16 67,52 

Rata-rata Capaian Kinerja 97,19  84,02 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya 

Kemandirian Masyarakat memperoleh rata-rata capaian kinerja 84,02%. 

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peurunan 

sebesar 67,52% yang disebut sebagai Indikator Negatif. Sedangkan 

indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja 

sebesar 100,52% pada tahun 2022. Perolehan capaian ini lebih 

rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 97,19%. 
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Sasaran 8. 

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8 
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

12 Usia 

Harapan 

Hidup 

(UHH) 

Tahun 67,20 67,19 99,99 67,56 67,63 100,11  

Rata-rata Capaian Kinerja 99,99  100,11 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran 

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat mengalami peningkatan 

dari tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja sebesar 100,11 % 

pada tahun 2022 dan capaian kinerja sebesar 99,99 % pada tahun 

2021.  

Sasaran 9. 
Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9 
Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

13 Harapan 

lama 

sekolah 

(HLS) 

Tahun 13,75 13,95 101,45 14,00 13,96 99,71 

14 Rata-

rata 

lama 

sekolah 

(RLS) 

Tahun 6,50 6,42 98,77 6,75 6,60 97,78 

Rata-rata Capaian Kinerja 99,99  98,75 

Dari tabel di atas menunjukan ada penurunan realisasi dengan 

capaian 98,75% di tahun 2022 dari realisasi di tahun 2021 yang 

mencapai 99,99% 
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Sasaran 10. 

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10 
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

15 Kabupaten 

Layak Anak 

(KLA) 

Skor 650,00 604,92 93,06 705,00 762,00 108,09 

16 Indeks 

Pembangunan 

Gender (IPG) 

Indeks 90,00 89,22 99,13 90,30 90,41 100,12 

Rata-rata Capaian Kinerja 96,09  104,11 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pada Tahun 2022 sasaran 

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 

indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Kabupaten 

Layak Anak (KLA) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 

108,09% dan 100,12%. Secara keseluruhan, perolehan sudah masuk ke 

dalam kategori Sangat Baik karena di atas 91 persen yaitu 104,11%. 

Sasaran 11. 

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11 

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

Indikator Kinerja Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

17 Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup  

Indeks 56,17 67,00 119.28 58,85 61,55 105,02 

 1. Indeks 

Kualitas 

Udara 

Indeks 87,91 89.73 102.72 88,01 91,20 103,62 

 2. Indeks 

Kualitas 

Sungai 

Indeks 42,30 54.26 128.27 42,40 46,72 110,19 

 3. Indeks 

Kualitas 

Lahan 

Indeks 46,08 46.83 101,63 46,15 46,72 101,24 

Rata-rata Capaian Kinerja 110,66  105,02 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian rata-rata kinerja 

untuk tahun 2022 adalah sebesar 105,02%. Angka ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 

110,66%.  

Sasaran 12. 

Menurunnya Indeks Risiko Bencana 

 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12 

Menurunnya Indeks Risiko Bencana 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Tahun 2021 % Tahun 2022 % 

Target Realisasi Target Realisasi 

18 Indeks 

Risiko 

Bencana 

Daerah(IRB) 

Indeks 144,30 140,88 101,48 0,66 0,77 116,67 

Rata-rata Capaian Kinerja 101,48  116,67 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran 

Menurunnya Indeks Risiko Bencana  mengalami indikator negative 

dimana target untuk menurunnya risiko bencana yang di targetkan 

sebesar 0,66 dengan realisasi sebesar 0,77 dengan capaian kinerja 

sebesar 116,67% pada tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2021, 

perolehan rata-rata capaian kinerja adalah 101,48%. Angka ini 

mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun sebelumnya. 

 
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam 

Pembangunan Jangka Menengah. 
Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 

dengan target akhir RPJMD tahun 2019-2024 per sasaran strategis 
terlihat pada table berikut : 
 
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

Capaian Tahun 
2020 terhadap 
Target Akhir 

RPJMD Target Realiasi 

1 
Indeks 
Kepuasan 

% 87,52 88,96 101,65 90,03 99 
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Masyarakat 

Rata-rata Capaian Kinerja   101,65  99 

 

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
 
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya Kualitas Pemgelolaan Keuangan Daerah 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 

Akhir 
Tahun 
RPJMD 

Capaian Tahun 

2020 terhadap 
Target Akhir 

RPJMD Target Realiasi 

1 Opini BPK Opini WTP WTP 100 WTP 100 

Rata-rata Capaian Kinerja   100  100 

 

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja  

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

Capaian Tahun 
2020 terhadap 
Target Akhir 

RPJMD Target Realiasi 

1 
Nilai AKIP 
Daerah 

Nilai 
BB 

(75,00) 
B 

(64,09) 
85,45 A 83,5 77 

Rata-rata Capaian Kinerja   85,45  77 

 

4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah 

Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

Capaian Tahun 
2020 Terhadap 

target Akhir 
RPJMD Target Realiasi 

1 

Persentase 
Wilayah 
Terhubung 
dengan Pusat 
Perekonomian 

% 86,00 86,48 100,56 94,00 92 

Rata-rata Capaian Kinerja   100,56  92 
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5. Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5 

Meningkatnya 
Akses 

Infrastruktur 
Dasar  Indikator  

  kinerja 

 

Satuan 

Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

Capaian 
Tahun 
2020 

terhadap 
Target 
Akhir 

RPJMD 

 

Target Realiasi 

1 Meningkatnya 

Persentase 

Rumah Layak 
Huni (RLH) 

% 97,92 97,96 100,04 98,15 100 

 
Akses 
Infrasrtuktur 
Dasar 

Persentase 
Rumah 

Tangga yang 
Mendapatkan 

Akses 
Terhadap Air 

Minum 

% 82,92 83,08 100,19 84,72 98 

 Rata-rata Capaian Kinerja   100,12  99,00 

 

6. Meningkatnya Daya Saing Sektor ekonomi Unggulan 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 
Meningkatnya Daya saing sektor Ekonomi Unggulan 

     Indikator  
             kinerja 

 

Satuan 

Tahun 2022 

% 

Target 

Akhir 
Tahun 
RPJMD 

Capaian 

Tahun 2020 
terhadap 

Target Akhir 
RPJMD 

 
Target Realiasi 

1 

Persentase 
PAD 
terhadap 
Pendapatan 
daerah 

 

% 15,16 15,52 102,37 15,73 99 

2 
Nilai PDRB 
Perkapita 
(ADHK) 

 
Juta 

Rupiah 
15,20 14,56 95,79 15,56 93 

3 
Nilai 
Realisasi  

PMA Juta 
US$ 

139,91 8,86 6,34 169,27 5 

 Investasi PMDN Milyar 648,70 1.119,77 172,62 784,93 143 
 Rata-rata Capaian Kinerja   94,28  85 
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7. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7 
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

Capaian Tahun 2020 
terhadap Target Akhir 

RPJMD 
Target Realiasi 

1 
Persentase 
Angka 
Kemiskinan 

% 13,46 13,39 100,52 12,69 94 

2 TPT % 3,14 4,16 67,52 2,86 55 
Rata-rata Capaian Kinerja   84,02  74,5 

 

8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8 

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

Capaian Tahun 
2020 terhadap 
Target Akhir 

RPJMD Target Realiasi 

1 UHH Tahun 67,56 67,63 100,11 67,92  100 

Rata-rata Capaian Kinerja   100,11  100 

  
9. Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9 

Meningkatnya Kualitas Dan Mutu pendidikan 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 

RPJMD 

CapaianTahun 
Terhadap Target 

Akhir RPJMD 

Target Realisasi   

1 
Harapan lama 
sekolah (HLS) 

Tahun 14,00 13,96 99,71 14,50 96 

2 
Rata-rata lama 
sekolah (RLS) 

Tahun 6,75 6,60 97,78 7,19 92 

Rata-rata Capaian Kinerja   98,75  94 
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10. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 10 

Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

CapaianTahun 
Terhadap 

Target Akhir 
RPJMD 

Target Realisasi   

1 
Kabupaten Layak 

Anak (KLA) 
% 705,00 762,00 108,09 910,00 84 

2 
Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

% 90,30 90,41 100,12 91,50 99 

Rata-rata Capaian Kinerja   104,11  91,50 

 

11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 
 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 11 

Terwujudnya Masyarakat Sadar Lingkungan 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

CapaianTahun 
Terhadap Target 

Akhir RPJMD 

Target Realiasi   

1 
Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

% 58,85 61,55 105,02 59,11 104,00 

Rata-rata Capaian Kinerja   105,02  104,00 

 

12. Menurunnya Indeks Risiko Bencana 
 

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 12 
Menurunnya Indeks Risiko Bencana 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 

Target 
Akhir 
Tahun 
RPJMD 

CapaianTahun 
Terhadap Target 

Akhir RPJMD 

Target Realiasi   

1 
Indeks Risiko 
Bencana Daerah 
(IRB) 

Indeks 0,66 0,77 116,67 0,68 113 

Rata-rata Capaian Kinerja   116,67  113 
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e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan hasil 

(Kinerja). 

Analisis efisiensi penggunaan Anggaran 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara umum telah 

berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana 

tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahun (RPJMD) dan 

dokumen rencana tahunan. Efisiensi belanja langsung pada tahun 

2021 sebesar 8,49 % atau sebesar Rp. 95,201,976,762.72 dari total 

anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 

1,756,995,830,973.21 dengan realisasi sebesar Rp. 

1,661,793,854,210.49. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu 

tercapainya rata-rata capaian melebihi target yaitu sebesar 102.09% 

dari target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan 

anggaran walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum 

tercapai. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh 

melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan 

penghematan penggunaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan 

kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertulis dalam 

DPA, sepanjang masih dimungkinkan untuk menggunaan harga di 

bawah standar DPA namun tidak mengurangi kualitas dan klasifikasi 

yang diinginkan tetap bisa terpenuhi.  
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Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan anggaran untuk tahun anggaran 2022 pada tabel berikut : 

 
 Sasaran Strategis Program 

Prioritas 

 Indikator 
Kinerja 

% 
Kinerj

a 

Anggaran Realisasi % 
Anggara

n 

Efisiensi % Efisiensi 

1 Meningkatnya 1. Program 1 Indeks 101,65 186.113.225.204,0
0 

165.284.734.969,29 88,8 20.828.490.234,
71 

11,2 

 kualitas peningkatan  Kepuasan       

 pelayanan kualitas  Masyarakat       

 publik pelayanan  (IKM)       

  publik         

2 Meningkatkan 2. Program 2 Opini BPK 100,00 994.160.557.755,0
0 

962.614.578.597,00 96,8 31.545.979.158,
00 

3,2 

 kualitas peningkatan         

 pengelolaan kualitas         

 keuangan pengelolaan         

 daerah keuangan         

  daerah         

3 Meningkatnya 3. Program 3 Nilai AKIP 85,45 9.463.782.754,00 8.812.460.113,00 93,1 - - 
 Akuntabilitas peningkatan  Daerah       

    Kinerja AKIP daerah 

4 Meningkatnya 4. Program 4 Persentase 100,56 106.471.851.889,0
0 

92.518.732.543,00 86,9 13.953.119.346,
00 

13,1 

 kualitas peningkatan  Wilayah       

 infrastruktur konektivitas  Terhubung       

 dalam wilayah  dengan Pusat       

 pengembanga
n 

  Perekonomian       

 wilayah          

5 Meningkatnya 5. Program 5 Persentase 100,04 20.939.746.000,00 17.295.263.740,00 82,6 3.644.482.260,0
0 

17,4 

 akses peningkatan  Rumah Layak       

 infrastruktur rumah layak  Huni       

6. Program 6 Persentase 100,19 13.572.529.500,00 12.106.890.600,00 89,2 1.465.638.900,00 10,
8 

peningkatan  jumlah rumah       
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akses air  tangga yang       

minum layak  mendapatkan       

  akses 
terhadap 

      

  air minum       

  layak       

6 Meningkatny

a daya saing 

sektor 

ekonomi 
unggulan 

7. Program 
peningkatan 
pembangun

an 
ekonomi 

7 Persentase 

PAD terhadap 

Pendapatan 
Daerah 

102,37 1.986.793.951,00 1.576.716.990,00 79,4 410.076.961,00 20,
6 

  8. Program 
peningkatan 
PDRB 
sektor- 

sektor 
unggulan 

8 Nilai PDRB 

Perkapita 

95,79% 55.944.399.625,00 49.364.078.923,00 88,2   

  9.         

  10.Program  
peningkatan 
investasi 

9 Penanaman 
Modal Asing 

(PMA) 

6,34 587.785.250,00 461.000.174,00 78,4 126.785.076,00 21,6 

   10 Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri (PMDN 
Fasilitas) 

172,62      

7 Meningkatnya 

Kemandirian 

Ekonomi 

Masyarakat 

11. Program 
penanggulanga
n kemiskinan 

11 Angka 

Kemiskinan 

100,52 39.352.205.063,00 32.137.047.914,00 81,7 7.215.157.149,00 18,3 

  12. Program 
penurunan 
angka 
pengangguran 

12 Tingkat 
Penganggura

n Terbuka 

(TPT) 

67,52 15.071.282.410,00 13.064.363.690,00 86,7   

8 Meningkatnya 

derajat 
13. Program 

peningkatan 

13 Usia Harapan 

Hidup (UHH) 
100,11 217.971.527.725,00 198.512.252.945,69 91,1 19.459.274.779,31 8,9 
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kesehatan 

masyarakat 
usia harapan 
hidup 

9 Meningkatnya 
Kualitas dan 

Mutu 

Pendidikan 

14. Program 
peningkatan 
rata- rata lama 
sekolah 

14 Rata - Rata 
Lama Sekolah 

(RLS) 

97,78 156.150.836.855,00 127.167.300.356,00 81,4   

  15. Program 
peningkatan 
harapan lama 

sekolah 

15 Harapan 

Lama Sekolah 
(HLS) 

99,71 7.380.868.660,00 7.212.678.560,00 97,7   

10 Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan 

Anak 

16. Program 
pengarusutam
a an gender 

16 Kabupaten 

Layak Anak 

(KLA) 

108,09 9.385.300.800,00 7.021.801.725,00 74,8 2.363.499.075,00 25,2 

   17 Indek 

Pembanguna

n Gender 
(IPG) 

100,12      

11 Meningkatnya 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

17.  Program 
peningkatan 

kualitas 
lingkungan 
hidup 

18 Indeks 

Kualitas 

Udara 

103,62 12.225.447.629,00 11.084.622.710,00 90,7 1.140.824.919,00 9,3 

   19 Indeks 

Kualitas 
Air Sungai 

110,19      

   20 Indeks 

Kualitas 

Lahan 

101,24      

12 Menurunnya 

Risiko Bencana 
18. Program 

penanggulanga
n bencana 

21 Indeks 

Ketahanan 
Daerah 

116,67 1.089.621.871,00 1.088.071.100,00 99,9 1.550.771,00 0,1 

 94,08 1.847.867.762.941,00 1.707.322.595.649,9

8 

92,4 108.735.199.331,0 7,6 
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f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja. 

 
Sasaran 
Strategis 

Program 
Prioritas 

 Indikator 
Kinerja 

Satu
an 

   Tahun 2022  Target  Realisasi  
% 

Anggaran Realisasi 
anggaran 

% 

1 Meningkatn
ya kualitas 
pelayanan 
publik 

1. Program 
peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
publik 

1 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Indek
s 

87,5
2 

88,9
6 

101,6
5 

186.113.225.20
4,00 

165.284.734.969,
29 

88,8 

2 Meningkatk
an kualitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

2. Program 
peningkata
n kualitas 
pengelolaa
n 
keuangan 
daerah 

2 Opini BPK Opini WTP WTP 100,0
0 

994.160.557.75
5,00 

962.614.578.597,
00 

96,8 

3 Meningkatnya 3. Program 
peningkatan 

3 Nilai AKIP 
Daerah 

Nilai BB B 85,45 9.463.782.754,
00 

8.812.460.113,00 93,1 

 Akuntabilitas 
Kinerja 

AKIP daerah    (75,
00) 

(64,
09) 

    

4 Meningkatny

a kualitas 
infrastruktur 
dalam 
pengembang

an wilayah 

4. Program 
peningkatan 
konektivitas 
wilayah 

4 Persentase 

Wilayah % Terhubung dengan 
Pusat 
Perekonomian 

86,00 86,48 100,56 106.471.851.8
89,00 

92.518.732.543,0
0 

86,9  

5 Meningka
tnya 
akses 
infrastruk
tur dasar 

5. Program 
peningkatan 
rumah layak 
huni 

5 Persentase 
Rumah % Layak Huni 

97,92 97,96 100,04 20.939.746.00
0,00 

17.295.263.740,0
0 

82,6 

6. Program 
peningkatan 

6 Persentase 

jumlah % rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air 

82,92 83,08 100,19 13.572.529.50
0,00 

12.106.890.600,0
0 

89,2 
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akses air 
minum layak 

minum layak 

6 Meningkatnya 
daya saing 
sektor 
ekonomi 
unggulan 

7. Program 
peningkatan 
pembangunan 
ekonomi 

7 Persentase 
PAD % terhadap 
Pendapatan 
Daerah 

15,16 15,52 
 

   

102,37 1.986.793.951
,00 

1.576.716.990,00 79,4 

  8. Program PDRB 
unggulan 

8 Nilai PDRB Juta 
Perkapita Rupiah 

15,20 14,56 95,79 55.944.399.62
5,00 

49.364.078.923,0
0 

88,2 

 9. Program investasi  
   

Nilai Realisasi 
Investasi 

       

9 Penanaman Modal Juta US 139,91 8,86 6,34 587.785.250,00
 461.000.174,00 

Asing (PMA) $    

78,
4 

 

10 Penanaman Modal Rp. 
Dalam Negeri Milyar 
(PMDN Fasilitas) 

648,
70 

1.119
,77 

172,62  
  

7 Meningkatn
ya 
Kemandiria
n Ekonomi 
Masyarakat 

10. 
Program 
penangg
ulangan 
kemiskin
an 

11 Angka Kemiskinan % 13,46
 13,3
9 

100,52 39.352.205.063,00 32.137.047.914 81,7 

11. Program 
penurunan 
angka 
pengangguran 

12 Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

%  3,14            
4,16 

67,52 15.071.282.410 13.064.363.690,00 86,7 

 

 

 

8 Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

12.    Program 
peningkatan 
usia harapan 
hidup 

13 Usia Harapan Hidup 
(UHH) 

Tahun 67,56 67,6
3 

100,
11 

217.971.527.7
25,00 

198.512.252.9
45,69 

91,
1 
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9 Meningkat
nya 
Kualitas 
dan Mutu 
Pendidikan 

13. Program 
peningkatan 
rata- rata lama 
sekolah 

14 Rata - Rata Lama 
Sekolah (RLS) 

 6,75 6,60 97,78 156.150.836.855,0
0 

127.167.300.356,
00 

81,4 

  14. Program 
peningkatan 
harapan lama 
sekolah 

15 Harapan Lama 
Sekolah (HLS) 

Tahun 14,00 13,96 99,71 7.380.868.660,00 7.212.678.560,00 97,7 

10 Meningkat
nya 
Pemberday
aan 
Perempua
n dan 
Perlindung
an Anak 

15. Program 
pengarusutam
aan gender 

16 Kabupaten Layak 
Anak (KLA) 

Skor 705,00 762,00 108,0

9 

9.385.300.800,00 7.021.801.725,00 74,8 

   17 Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

Indeks 90,30 90,41 100,1
2 

   

11     
Meningkatn
ya Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

16.     Program 
peningkatan 
kualitas 
lingkungan hidup 

18 Indeks Kualitas 
Udara 

Inde
ks 

88,01 91,
20 

103,6
2 

12.225.447.629
,00 

11.084.622.71
0,00 

90
,7 

19 Indeks Kualitas Air 
Sungai 

Inde
ks 

42,40 46,
72 

110,1
9 

20 Indeks Kualitas 
Lahan 

Inde
ks 

46,15 46,
72 

101,2
4 

12 Menuru

nnya 
Risiko 
Bencana 

17.     Program 
penanggulangan 
bencana 

21 Indeks Ketahanan 

Daerah 

Inde
ks 

0,66 0,7
7 

116,6
7 

1.089.621.871,0
0 

1.088.071.100,
00 

99
,9 

  Rata-rata     1.847.867.762.
941,00 

1.707.322.595
.649,98 

92
,4 
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN  

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 

tidak menerima pelaksanaan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah 

Pusat Maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga 

tidak ada capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada 

Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaanya kepada 

yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal 

dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup 

semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas 

pembantuan. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana 

yang bersasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa 

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 

pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

kepada Desa. 

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, 

pelimpahan dan penegasan urusan pemerintah kepada daerah secara 

nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, 

termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. Pemerintah pada hakekatnya mengemban 3 (tiga) fungsi 

utama, yakni fungsi distribusi, stabilitas dan alokasi. Fungsi distribusi 

dan stabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi 

oleh Pemerintah Daerah. Untuk memantapkan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menganut 3 (tiga) asas 

penyelenggaraan pemerintahan yakni azas Desentralisasi, 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Ketiga azas tersebut 

dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang guna mewujudkan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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Selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

Daerah, disebutkan bahwa pembagian keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara proporsional, 

demokratis, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi 

dan kebutuhan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan 

kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

dibiayai oleh APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan 

kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau 

desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota meliputi pelaksanaan kegiatan serta penatausahaan 

keuangan dan barang. Penatausahaan keuangan dan barang terpisah 

dari dekonsentrasi dan desentralisasi. Perangkat daerah 

Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas nama Bupati/Walikota dan 

berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui 

Bappeda dan Kementerian selaku pemberi tugas. Laporan Perangkat 

Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian baik oleh 

Pemerintah Daerah maupun oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kabupaten/Kota penerima 

dana TP, maka Perangkat Daerah pelaksanan TP menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban setiap triwulan dan akhir tahun anggaran 

kepada Kementerian Negara/Lembaga pemberi dana TP, dan 

menyampaikan laporan realisasi keuangan setiap bulannya. Laporan 

yang sama juga di kirimkan kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda, 

sebagi bahan evaluasi dan pengedalian, baik oleh Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah. Laporan pertanggungjawaban yang 

dimaksud memuat aspek manajerial dan spek akuntabilitas. Aspek 

manajerial yaitu penyerapan anggaran, pencapaian target, kendala 

yang dihadapi serta saran dan tindak lanjut. Sedangkan aspek 

akuntabilitas meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK) dan Barang Milik Negara (BMN). 
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BAB IV 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

TAHUN 2022 

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk 

menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata 

dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya 

merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat 

penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, 

maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila 

semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program 

kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya 

beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib 

diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-

masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari 

program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. 

Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu 

atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat 

daerah. 

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 

6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kab. Lombok Barat sebagai berikut. 

Tabel Perangkat Daerah Pengampu SPM di Pemerintah Kab. Lombok Barat 

No Perangkat Daerah Pelayanan Dasar SPM 

1 Dinas Pendidikan Kab. 

Lombok Barat 

Bidang Pendidikan 

1. Pendidikan anak usia dini 

2. Pendidikan dasar 

3. Pendidikan kesetaraan 

2 Dinas Kesehatan Kab. 
Lombok Barat 

Bidang Kesehatan 

1. pelayanan kesehatan ibu hamil 
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No Perangkat Daerah Pelayanan Dasar SPM 

2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 

3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

4. pelayanan kesehatan balita 

5. pelayanan kesehatan pada usia 
pendidikan dasar 

6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 

7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

9. pelayanan kesehatan penderita diabetes 
melitus 

10. pelayanan kesehatan orang dengan 
gangguan jiwa berat 

11. pelayanan kesehatan orang terduga 

tuberkulosis 

12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko 
terinfeksi virus yang melemahkan daya 

tahan tubuh manusia (Human 
Immunodeficiency Virus) yang bersifat 

peningkatan/promotif dan pencegahan/ 
preventif. 

3 Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kab. 

Lombok Barat 

Bidang Pekerjaan Umum  

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum 

sehari-hari 

2. penyediaan pelayanan pengolahan air 
limbah domestik 

4 Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Permukiman Kab. 
Lombok Barat 

Bidang Perumahan Rakyat 

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang 
layak huni bagi korban bencana 
kabupaten/kota 

2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak 
huni bagi masyarakat yang terkena 

relokasi program Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota 

5 Dinas Sosial Kab. 
Lombok Barat 

Bidang Sosial  

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang 

disabilitas telantar di luar panti 

2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di 
luar panti 

3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar 
diluar panti 

4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial 
khususnya gelandangan dan pengemis di 
luar panti 

5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat 
dan setelah tanggap darurat bencana bagi 
korban bencana kabupaten/kota 



Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  

    

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022                 162 

 

 

No Perangkat Daerah Pelayanan Dasar SPM 

6 Satuan Polisi Pamong 
Praja, Badan 
Penanggulangan Bencana 

Daerah dan Pemadam 
Kebakaran Kab. Lombok 

Barat 

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 
Pelindungan Masyarakat 

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban 

umum 

2. pelayanan informasi rawan bencana 

3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi 

korban bencana 

5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran 

 
 Untuk format penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 berpedoman pada 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau pengaturan lebih rincinya 

ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM. 

4.1. Urusan Pendidikan 

4.1.1. Jenis Layanan Dasar 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pendidikan 

didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal (SPM) Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada bidang 

Pendidikan di Kabupaten/Kota meliputi : 

a. Pendidikan Anak Usia Dini 

b. Pendidikan Dasar  

c. Pendidikan Keseteraan 

Penerima  Pelayanan  Dasar  untuk  setiap  Jenis Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud diatas adalah : 

a. Usia  5  (lima)  tahun  sampai  dengan 6 (enam) tahun  untuk  

penerima pelayanan dasar pendidikan anak usia dini; 

b. Usia 7 (tujuh)  tahun  sampai  dengan 15 (lima belas)  tahun  untuk  

penerima pelayanan dasar pendidikan dasar; dan  

c. Usia 7 (tujuh)  tahun  sampai  dengan 18 (delapan belas)  tahun  

untuk  penerima pelayanan dasar pendidikan kesetaraan. 

 

 



Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  

    

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022                 163 

 

 

4.1.2 Target Pencapaian SPM  

No Jenis 
Pelayanan 

Dasar 

Indikator Pencapaian Target 
Capaian 

Nasional 

Target 
Capaian 

Daerah 

1 Pendidikan 

Anak Usia 
Dini 

Jumlah Warga Negara Usia 5-6 

Tahun yang berpartisipasi 
dalam pendidikan PAUD 

100% 100% 

2 Pendidikan 
Dasar 

Jumlah Warga Negara Usia 7-
15 Tahun yang berpartisipasi 
(SD/MI, SMP/MTs) 

100% 100% 

3 Pendidikan 
Kesetaraan 

Jumlah Warga Negara Usia 7-
18 Tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan 
dasar dan atau menengah yang 
berpartisipasi dalam pendidikan 

kesetaraan 

100% 100% 

 

4.1.3 Realisasi 
 
No Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian 

Target 
Capaian 
Daerah 
Tahun 
2022 

Target 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2022 

Persentase 
Capaian 

1 Pendidikan 
Anak Usia 

Dini 

Jumlah Warga 
Negara Usia 5-6 

Tahun yang 
berpartisipasi 
dalam pendidikan 

PAUD 

100% 27.248 24.797 91% 

2 Pendidikan 

Dasar 

Jumlah Warga 

Negara Usia 7-15 
Tahun yang 
berpartisipasi 

(SD/MI, 
SMP/MTs) 

100% 123.106 116.377 94,53% 

 

3 Pendidikan 
Kesetaraan 

Jumlah Warga 
Negara Usia 7-18 

Tahun yang 
belum 
menyelesaikan 

pendidikan dasar 
dan atau 
menengah yang 

berpartisipasi 
dalam pendidikan 

kesetaraan 

100% 
 

1.218  978 80,30% 
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4.1.4 Alokasi Anggaran 
Dalam rangka pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 

disajikan pada tabel sebagai berikut : 

NO 
PROGRAM, KEGIATAN, SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM, 
KEGIATAN, SUB KEGIATAN 

TARGET KINERJA PROGRAM 
DAN PENDANAAN 

2022 

KINERJA Rp. 

I 
PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 
  

                    

148,321,144,610  

1 
Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Persentase Pengelolaan Pendidikan 

Non Formal/ Kesetaraan 
 

100% 
3,514,699,600 

  

Pembinaan Kelembagaan dan 
Manajemen Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan 

Jumlah Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan yang 
Dilaksanakan Pembinaan 

Kelembagaan dan Manajemen 

1 Satuan 

Pendidikan 
500,000,000 

  

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Nonformal/ Kesetaraan 

Jumlah Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan yang 
Mengelola Dana BOP 

29 Satuan 

Pendidikan 
2,989,629,600 

  

Peningkatan Kapasitas 
Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Nonformal/ Kesetaraan 

Jumlah Tenaga  yang Meningkat 
Kapasitasnya dalam Pengelolaan 

Dana BOP Sekolah Non 
Formal/Kesetaraan 

50 orang 25,070,000 

2 
Pengelolaan Pendidikan Sekolah 
Dasar 

Persentase Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

100% 
                    

108,061,418,385  

  
Penambahan Ruang Kelas Baru 

Jumlah Ruang Kelas Baru yang 
Bertambah 

13 Ruang 2,304,900,000 

  

Pembangunan Ruang 

Guru/Kepala Sekolaj/TU yang 
telah dibangun 

Jumlah Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/ TU yang Telah 

Dibangun 

7 ruang 1,259,700,000 

  

Pembangunan Ruang Unit 
Kesehatan Sekolah 

Jumlah Ruang Unit Kesehatan 

Sekolah yang Telah Dibangun 
3 ruang 233,400,000 

  

Pembangunan Perpustakaan 
Sekolah 

Jumlah Perpustakaan Sekolah 
yang Telah Dibangun 

3 ruang 557,300,000 

  

Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Jumlah Sarana, Prasarana dan 
Utilitas Sekolah yang Telah 
Dibangun 

22 Unit 2,956,150,000 

  
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas 
Jumlah rehabilitasi 
sedang/berat ruang 45 ruang 4,468,935,000 

  Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah pengadaan mebel 98 paket 4,954,710,000 

  Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Peraga 106 paket 11,561,150,000 

  

Penyelengaraan Proses Belajar 
dan Ujian bagi Peserta Didik 

Jumlah Satuan Pendidikan 
yang Menyelenggarakan 
Proses Belajar dan Ujian 

340 Satuan 
Pendidikan 

100,499,500 

 

Pembinaan Minat, Bakat dan 
Kreativitas Siswa 

Jumlah Siswa yang Mengikuti 
Ajang Kompetisi/ Lomba 
Akademik dan Non Akademik 

200 Peserta 
Didik 

300,317,200 

 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Dasar 

Jumlah SD yang Mengelola Dana 

BOS 

365 satuan 
pendidikan 4494703583 

 

Peningkatan Kapasitas 
Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Dasar 

Jumlah Tenaga Pengelola yang 
Meningkat Kapasitasnya dalam 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 
Dasar 

365 Orang 110.814.000 

3 
Pengelolaan Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 

Persentase Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama 100% 22,831,045,612 

  Penambahan Ruang Kelas Baru 
Jumlah Ruang Kelas Baru yang 

Bertambah  3 ruang 838,112,350 

  
Pembangunan Laboratorium 

Jumlah Ruang Laboratorium yang 
Telah Dibangun 5 Ruang 2,304,383,200 

  

Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Jumlah Sarana, Prasarana dan 
Utilitas Sekolah yang Telah 
Dibangun 

24 Unit 4,013,955,050 

  
Rehabilitasi Sedang/Berat 

Jumlah Ruang kelas sekolah yang 
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 61 ruang 8,243,701,800 

  
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang 38 paket 1,794,645,000 

  
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  

Siswa 
Jumlah Alat Praktik dan Peraga 20 paket 1,253,750,000 

  

Penyelengaraan Proses Belajar 
dan Ujian bagi Peserta Didik 

Jumlah Peserta Didik yang 
Mengikuti Proses  Belajar dan Ujian 15000 orang 100,083,180 
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NO 
PROGRAM, KEGIATAN, SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR TUJUAN, 
SASARAN, PROGRAM, 

KEGIATAN, SUB KEGIATAN 

TARGET KINERJA PROGRAM 
DAN PENDANAAN 

2022 

KINERJA Rp. 

  

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 

Jumlah Siswa yang Mengikuti 
Ajang Kompetisi/Lomba Akademik 
dan Non Akademik 

6 lomba 100,409,560 

  

Pembinaan Kelembagaan dan 
Manajemen Sekolah 

Jumlah Sekolah Menengah 
Pertama yang Dilaksanakan 
Pembinaan 

9 Satuan 
Pendidikan 

99,000,000 

  

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 
Menengah Pertama 

Jumlah SMP yang Mengelola Dana 
BOS 

45 satuan 
pendidikan 3.970.00.6472 

 

Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 
Menengah Pertama 

Jumlah Tenaga  yang Meningkat 
Kapasitasnya dalam Pengelolaan 

Dana BOS Sekolah Menengah 
Pertama 

100 Orang 112,999,000 

4 
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) 
Persentase Pengelolaan Pendidikan 
Anak Usia Dini 100% 19,426,417,465 

  

Pembangunan Gedung/Ruang 
Jumlah Gedung/Ruang 
Kelas/Ruang Guru PAUD yang 

Telah Dibangun 

10 Unit 1,840,576,000 

  

Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas PAUD 

Jumlah Sarana, Prasarana dan 
Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 14 Unit 1,657,480,240 

  

Rehabilitasi Sedang/Berat 
Gedung /Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD 

Jumlah Gedung/Ruang 
Kelas/Ruang Guru PAUD yang 
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 

1 unit 310,736,000 

  Pengadaan Mebel PAUD 
Jumlah Mebel PAUD yang 

disediakan 55 paket 1,512,880,000 

  

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  

Siswa PAUD 

Jumlah Alat Praktik dan Peraga 
PAUD yang Tersedia 37 paket 1,533,325,000 

  

Penyiapan dan Tindak Lanjut 
Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi 
dan  Melaksanakan Rekomendasi 

5 Satuan 
Pendidikan 

83,999,960 

  

Pembinaan Kelembagaan dan 
Manajemen PAUD 

Jumlah PAUD yang di 
laksanakan pembinaan dan 
kelembagaan dan manajemen 
 

10 Satuan 
Pendidikan 

73,030,290 

  

Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana 
BOP 

300 Satuan 
Pendidikan 12.339.390.000 

 
Peningkatan Kapasitas 

Jumlah Tenaga  yang Meningkat 

Kapasitasnya dalam Pengelolaan 
Dana BOP PAUD 

100 orang 74,999,975 

IV 
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN 

  
                  

991,397,250  

1 

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bagi Satuan Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Persentase Pengelolaan Pemerataan 
Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan bagi Satuan 
Pendidikan Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 

100% 
                          

991,397,250  

  

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Satuan 
Pendidikan Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 

Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan 

dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Satuan Satuan 
Pendidikan Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 

 

1 dokumen 
                          

103,874,600 

  
  

Penataan Pendistribusian Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 
dan Pendidikan Nonformal/ 

Kesetaraan 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Penataan Pendistribusian Pendidik 
dan Tenaga  Kependidikan Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 

 

1 dokumen 6,233,364,000                           
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4.1.5 Dukungan Personil 
Dukungan personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lombok Barat dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai 

berikut : 

No Bidang/UPT 
Jumlah Pegawai 

Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah 
1 Sekretariat 2 13 9 1 25 
2 Bidang PAUDNI - 2 6 1 9 
3 Bidang SD - 5 3 3 11 
4 Bidang GTK - 2 4 3 9 
5 Bidang SMP - 3 7 1 11 
6 Bidang Kebudayaan - 1 4 3 8 
8 Pusat Belajar Guru - 3 - 1 4 
9 Pengawas SD - - 2 30 32 
10 Pengawas Mapel SMP - - - 17 17 

11 Penilik - - 1 19 20 

 Jumlah 8 50 67 89 146 
 
4.1.6 Permasalahan dan Solusi 

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Barat 

secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal 

tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi 

Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta Pencapaian Rata-rata Lama 

Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup 

menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan 

perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan 

adanya permasalahan yang harus diberikan alternatif pemecahannya. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pendidikan adalah sebagai berikut :   

1. Masih kurangnya pemahaman orangtua tentang pentingnya 

Pendidikan Usia Dini pada masa keemasan anak (Golden Age), 

khususnya untuk daerah-daerah pinggiran di Kabupaten Lombok 

Barat dengan kondisi geografis daerah yang agak sulit; 

2. Belum optimalnya pendidikan kesetaraan untuk usia 7-18 tahun 

secara umum dikarenakan keinginan untuk kembali melanjutkan 

pendidikannya relatif rendah didorong oleh ekonomi dan juga 

pernikahan di usia dini.  Anak-anak yang putus sekolah tersebut 

sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu;  

3. Kondisi Bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) masih terdapat bangunan yang rusak, 
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kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses 

belajar mengajar;  

4. Berdasarkan Standar Kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD 

dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi 

pendidikan S-1 dan belum bersertifikat (sertifikasi guru);  

5. Standar Kompentensi dan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 

masih perlu di upayakan Standar Nasional. 

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian edukasi dan sosialisasi serta meningkatkan kompetensi 

maupun sarana dan prasarana lembaga PAUD untuk menarik minat 

masyarakat; 

2. Optimalisasi Penggunaaan Dana, baik yang bersumber dari APBD 

Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta 

masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;  

3. Melalui Pemerataan di tingkat kecamatan seperti perpindahan tenaga 

pendidik dari sekolah yang telah memenuhi rasio kebutuhan guru ke 

sekolah yang masih kekurangan guru.  

4. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang 

pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah, khususnya 

untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. 

4.2 Urusan Kesehatan 

 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang kesehatan 

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar bidang kesehatan meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil 

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

d. Pelayanan kesehatan balita 

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 
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h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 

j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 

k. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis 

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 

 

4.2.2  Target Pencapaian SPM 

Target pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 di 

Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut: 

NO INDIKATOR 
PERSEN 

TASE 

BATAS 
WAKTU 

CAPAIAN 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil     

 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 

pelayanan antenatal sesuai standar 
100% 

Setiap 

Tahun 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin     

 Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan 

pelayanan persalinan sesuai standar di 
fasilitas pelayanan kesehatan 

100% 
Setiap 
Tahun 

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir     

 Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan bayi 
baru lahir sesuai dengan standar 

100% 
Setiap 
Tahun 

4 Pelayanan Kesehatan Balita     

 Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang 
mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai 
Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 
standar + Balita usia 36-59 bulan 

mendapakan pelayanan kesehatan sesuai 
standar 
 

 
100% 

 

 
Setiap 
Tahun 

 
 

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 

    

 Jumlah anak usia pendidikan dasar yang 
mendapat pelayanan kesehatan sesuai 

standar 

100% 
Setiap 

Tahun 

6 Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Produktif 

    

 Jumlah orang usia 15–59 tahun di 
kab/kota yang mendapat pelayanan 

skrining kesehatan sesuai standar 

100% 
Setiap 
Tahun 

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut     

 Jumlah warga negara berusia 60 tahun 
atau lebih yang mendapat skrining 

kesehatan sesuai standar minimal 1 kali 

100% 
Setiap 

Tahun 

8 Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi 
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NO INDIKATOR 
PERSEN 

TASE 

BATAS 

WAKTU 
CAPAIAN 

 Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 

tahun di dalam wilayah kerjanya yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar 
 

100% Setiap 

Tahun 

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 
Melitus (DM) 

    

 Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 

15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar 

100% 
Setiap 
Tahun 

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 

    

 Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 
100% 

Setiap 

Tahun 

11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 

Tuberkulosis 

    

 Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan 

pemeriksaan penunjang 
100% 

Setiap 

Tahun 

12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 

Risiko Terinfeksi Virus yang 
Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia 
(HIV) 

    

  Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV 
yang mendapatkan pelayanan sesuai 

standar 

100% Setiap 
Tahun 

 

4.2.3 Realisasi 

Capaian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM Bidang 

Kesehatan Tahun 2022 di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai 

berikut: 

NO  INDIKATOR SASARAN CAPAIAN  PERSENTASE 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil       

 
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 
pelayanan antenatal sesuai standar 

14.518 12.721 87,62% 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 
   

 

Jumlah ibu bersalin yang 
mendapatkan pelayanan persalinan 

sesuai standar di fasilitas pelayanan 
Kesehatan 
 

13.858 12.537 90,47% 

3 
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 
Lahir    

 

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 
hari yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir sesuai 
dengan standar 

13.198 12.324 93,38% 
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NO  INDIKATOR SASARAN CAPAIAN  PERSENTASE 

4 Pelayanan Kesehatan Balita       

 

Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang 
mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

sesuai Standar + Jumlah Balita usia 
24-35 bulan mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar + Balita 

usia 36-59 bulan mendapakan 
pelayanan kesehatan sesuai standar 

 

52.240 46.964 89,90% 

5 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar    

 

Jumlah anak usia pendidikan dasar 
yang mendapat pelayanan kesehatan 

sesuai standar 
 

116.468 87.141 74,82% 

6 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Produktif    

 

Jumlah orang usia 15–59 tahun di 
kab/kota yang mendapat pelayanan 
skrining kesehatan sesuai standar 

 

478.561 396.897 82,94% 

7 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut    

 

Jumlah warga negara berusia 60 

tahun atau lebih yang mendapat 
skrining kesehatan sesuai standar 
minimal 1 kali 

 

69.132 

 

43.259 

 

62,57% 

 

8 
Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi    

 

Jumlah penderita hipertensi usia >= 

15 tahun di dalam wilayah kerjanya 
yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

 

44.637 43.931 98,42% 

9 
Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes Melitus (DM)    

 

Jumlah penderita diabetes mellitus 

usia >= 15 tahun di dalam wilayah 
kerjanya yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai standar 

 

9.366 7.740 82,64% 

10 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 
Berat 

   

 

Jumlah ODGJ berat yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
jiwa sesuai standar 

 

1.931 1,015 52,56% 

11 
Pelayanan Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis    
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NO  INDIKATOR SASARAN CAPAIAN  PERSENTASE 

 

Jumlah orang terduga TBC yang 
dilakukan pemeriksaan penunjang 
 

16.351 7.461 45,63% 

12 

Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan Risiko Terinfeksi Virus 

yang Melemahkan Daya Tahan 
Tubuh Manusia (HIV) 

   

  Jumlah orang dengan risiko 
terinfeksi HIV yang mendapatkan 
pelayanan sesuai standar 

30.252 25.891 85,58% 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian SPM Bidang Kesehatan 

Tahun  2022 tidak ada yang mencapai 100 persen, bahkan salah satu 

indikator SPM tidak mencapai 50 persen yaitu Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. Rendahnya capaian 12 

indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2022 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 

1) Jumlah ibu hamil tidak ditemukan sesuai target proyeksi; 

2) Dari Jumlah ibu hamil yang ditemukan ada yg mengalami abortus 

sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara lengkap 

sampai 9 bulan kehamilan; 

3) Karena capaian ibu hamil belum memenuhi target maka 

mempengaruhi capaian ibu bersalin dan bayi baru lahir; 

4) Pendidikan dasar tidak mencapai target karena SDM yg berkunjung 

ke sekolah belum mencukupi; 

5) Target pelayanan usia lanjut yang diberikan oleh Kemenkes terlalu 

tinggi, sedangkan SDM yang menanggani pelayanan usia lanjut 

sangat terbatas, sehingga capaian menjadi rendah. 

6) Praktek swasta/klinik swasta dan jejaring sejenisnya tidak 

melaporkan kasus penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi yang 

telah dilayani kepada Puskesmas setempat sehingga hal tersebut 

tidak terdata di Puskesmas; 

7) Kurangnya pendanaan untuk mendukung program kesehatan jiwa 

yang selama ini masih dikesampingkan walaupun program tersebut 

masuk dalam indikator SPM; 

8) Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat sehingga 

membuat stigma negatif tentang masalah kesehatan jiwa masih ada 

di masyarakat, selain itu petugas kesehatan jiwa yang sering 

berganti menyebabkan tidak efektifnya transfer ilmu yang telah 
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diberikan sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap capaian 

program; 

9) Sasaran pemeriksaan HIV terdiri dari ibu hamil, orang dengan 

infeksi menular seksual, penderita TBC dan populasi kunci. Sasaran 

belum bisa diperiksa semua karena untuk sasaran ibu hamil masih 

menggunakan sasaran proyeksi dimana ibu hamil yang riil 

berkunjung ke Puskesmas tidak sebanyak sasaran sesuai data 

proyeksi. 

10) Kasus penemuan TBC jauh lebih sedikit dari angka target dan 

kegiatan penemuan populasi kunci belum maksimal; 

11) Kualitas sputum yang kurang bagus sehingga sampel tidak bisa 

diperiksa dengan alat Tes Cepat Molekuler (TCM).  

12) Beberapa petugas Puskesmas yang belum mampu mendapatkan 

sasaran terduga TBC sesuai dengan target yang telah ditetapkan;  

13) Catritge TCM yang terbatas; 

14) Kemampuan petugas dalam pemeriksaan mikroskopis kurang. 

Dalam upaya meningkatkan capaian SPM kesehatan perlu dibuat sebuah 

regulasi tentang penetapan sasaran SPM Kesehatan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum dalam penentuan sasaran riil 

dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang 

terjamin validitasnya.  

4.2.4 Alokasi Anggaran 

Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kabupaten 

Lombok Barat sebesar 17,923,098,232 yang bersumber dari Dana 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Fisik yang rinciannya sebagai berikut : 

No. Jenis Pelayanan Dasar Anggaran Realisasi Persentase 

1 2 3 4 5 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1,240,848,000 1,216,768,000 98.06 

2 
Pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin 
798,373,000 297,201,000 37.23 

3 
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

217,232,000 213,682,000 98.37 

4 Pelayanan Kesehatan Balita 2,589,773,000 2,487,093,000 96.04 

5 
Pelayanan Kesehatan Pada Usia 
Pendidikan Dasar 

1,365,572,000 1,320,374,900 96.69 

6 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 
pada Usia Produktif 

585,704,000 567,249,000 96.85 
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No. Jenis Pelayanan Dasar Anggaran Realisasi Persentase 

7 
Pelayanan Kesehatan Pada Usia 
Lanjut 

478,185,000 472,035,000 98.71 

8 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

364,597,000 334,206,800 91.66 

9 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Diabetes 

Melitus 

157,903,000 148,383,000 93.97 

10 

Persentase ODGJ berat yang 
mendapatkan pelayanan 

kesehatan 
jiwa sesuai standar 

135,754,300 129,054,300 95.06 

11 
Pelayanan Kesehatan Orang 
Terduga 

Tuberkulosis 

350,004,000 327,119,000 93.46 

12 

Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan    Risiko Terinfeksi Virus 

Yang Melemahkan Daya Tahan 
Tubuh Manusia (Human 

Immunodeficiency Virus) 

399,687,275 418,553,000 100 

13 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 

bagi penduduk pada kondisi 
Kejadian Luar Biasa (KLB) 

4,418,542,657 4,409,658,596 99.80 

14 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat ( Penyediaan Alat 
Antropometri ) 

346,035,000 346,035,000 100 

15 
Penyediaan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

4,474,888,000 4,474,888,000 100 

 
4.2.5 Dukungan Personil 

Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung pencapaian SPM 

Bidang Kesehatan Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

NO UNIT KERJA Dokter 
Dokter 

Gigi 
Bidan Perawat Gizi Kesmas 

1 Sekotong 3 1 8 15 3 1 

2 Pelangan 1 1 7 21 2 1 

3 Jakem 2 1 12 21 4 1 

4 Eyat Mayang 2 1 11 20 3 1 

5 Gerung 3 1 13 19 3 1 

6 Dasan Tapen 1 1 11 17 5 0 

7 Labuapi 3 1 11 16 4 1 

8 Perampuan 1 1 12 17 4 1 

9 Kediri 4 1 12 23 3 1 

10 Banyumulek 2 1 7 16 5 1 

11 Kuripan 2 1 15 21 4 2 

12 Narmada 5 1 15 23 4 2 

13 Sedau 3 1 10 15 2 2 

14 Suranadi 2 1 8 13 2 2 
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15 Lingsar 3 1 13 16 3 1 

16 Sigerongan 2 1 14 19 5 1 

17 Gunungsari 4 1 17 19 3 2 

18 Penimbung 1 1 7 17 4 0 

19 Sesela 2 1 10 10 4 1 

20 Meninting 3 1 10 18 5 1 

 Total 49 20 223 356 72 23 

 

4.2.6 Permasalahan dan Solusi 
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut: 

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Pada tahun 2022 persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu 

hamil mencapai  87,62% Pencapaian ini belum mencapai target  yaitu 

sebesar 100%. Hal ini dapat disebabkan  dari jumlah ibu hamil yang 

ditemukan mengalami abortus sehingga tidak mendapatkan 

pelayanan kesehatan secara lengkap sampai 9 bulan kahamilan 

solusinya memberikan edukasi kepada semua hamil untuk menjaga 

kondisi kehamilan pada fase -fase awal pertumbuhan janin. 

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Pada tahun 2022 persentase ibu bersalin mendapat pelayanan 

persalinan sudah mencapai 90,47% Pencapaian ini lebih kecil jika 

dibandingkan dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 100 %. 

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sampai akhir tahun 2022 telah 

berjalan dengan baik, hal ini didukung oleh beberapa hal diantaranya 

adalah adanya program kelas ibu yang memotivasi ibu untuk bersalin 

dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang 

telah ada, adanya kunjungan rumah ibu hamil menjelang perkiraan 

persalinan oleh bidan dan kader, sistem pendampingan ibu hamil 

oleh kader dan dukun. Selain itu, saat ini juga telah ada kemiitraan 

bidan dengan dukun beserta kader yang berjalan bagus sehingga bisa 

mengalihkan fungsi dukun bersalin sebagai dukun bayi untuk 

melakukan perawatan bayi di rumah dengan pendampingan bidan. 

Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk 

pelayanan di Poskesdes dan Puskesmas untuk persalinan, disamping 

adanya peningkatan kompetensi bidan untuk pertolongan persalinan, 

adanya 2 orang bidan di tiap Poskesdes sehingga bisa memberikan 

pelayanan yang maksimal, adanya pemanfaatan kantong persalinan 

sehingga bisa mengetahui sasaran persalinan pada bulan 
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bersangkutan. Penyebab capaian masih dibawah 100% disebabkan 

banyak ibu hamil yang abortus dan target sasaran yang tinggi. 

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Pada tahun 2022 presentase bayi baru lahir mendapat 

pelayanan kesehatan sudah mencapai 93,38 %. Pencapaian ini 

memamg belum mencapai 100% tetapi sudah hampir mencapai 

target. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan kantong persalinanan 

neonatus sudah maksimal sehingga bisa merencanakan jadwal 

kunjungan neonatal selanjutnya, persalinan yang dibantu tenaga 

kesehatan yang tinggi sehingga pengawasan bayi baru lahir juga bisa 

terlaksana dengan baik, kemitraan bidan dengan dukun serta kader 

untuk pendampingan ibu nifas dan bayi. Selain itu juga adanya 

pembagian wilayah binaan untuk pengawasan ibu dan bayi oleh 

bidan, dukun dan kader, sistem pencatatan dan pelaporan yang 

sangat mendukung untuk pemantauan ibu dan bayi.  

d. Pelayanan Kesehatan Balita 

Pada tahun 2022 persentase anak usia 12-59 bulan yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan balita mencapai 89,90% Capaian 

ini masih dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. 

Masih kurangnya pemahaman ibu tentang pentingnya pemeriksaan 

kesehatan anak sehingga ketika sudah mendapatkan imunisasi 

dasar, ibunya malas membawa anaknya ke Posyandu. Pada saat 

kunjungan ke Posyandu, anak-anak sering dibawa oleh anggota 

keluarga yang lain seperti nenek, yang mana bukan orang tuanya 

sehingga pesan yang disampaikan kurang maksimal diterima. Selain 

itu, belum maksimalnya kegiatan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini 

Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) terlaksana karena belum semua 

bidan terlatih SDIDTK, belum semua guru TK/PAUD terlatih SDIDTK 

sehingga kegiatan ini belum bisa berjalan baik di Sekolah yang 

seharusnya melaksanakan kegiatan tersebut. Belum lengkapnya 

sarana pendukung seperti buku panduan SDIDTK, APE di Poskesdes, 

Puskesmas, Posyandu maupun di TK/PAUD juga masih menjadi 

kendala belum optimalnya pelayanan kesehatan balita. 

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan 

kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, 
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minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh 

Puskesmas. Pada tahun 2022 persentase anak usia pendidikan dasar 

yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar mencapai 74,82% 

Capaian ini dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 

100%. Karena karena SDM yg berkunjung ke sekolah tidak memadai 

solusinya adalah mengatur jadwal skrining dan penambahan 

petugas. 

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif  

Pelayanan edukasi pada usia produktif dilaksanakan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis 

Masyarakat). Pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif 

dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan 

penyakit tidak menular meliputi:  a) Pengukuran tinggi badan, berat 

badan, dan lingkar perut, b) Pengukuran tekanan darah,                    

c) Pemeriksaan gula darah, d) Anamnesa perilaku berisiko. Pada 

tahun 2022, dari 478.561 penduduk usia produktif (umur 15-59 

tahun) yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yang mendapat 

pelayanan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 82,94% atau 

396.897 orang dan dari jumlah tersebut ditemukan 14,7% atau 

58.393 orang memiliki resiko terhadap penyakit tidak menular. Pada 

saat ini, jumlah kasus penyakit tidak menular semakin tinggi, 

sehingga sangat perlu meningkatkan pelayanan skrining penyakit 

tidak menular pada penduduk usia produktif, dengan demikian 

resiko dapat ditemukan dengan lebih awal dan dapat dilakukan 

pencegahan agar tidak menjadi berat. Pelaksanaan Posbindu dengan 

lebih maksimal baik kualitas maupun kuantitas, diharapkan dapat 

secara efektif meningkatkan cakupan pelayanan skrining kesehatan 

pada penduduk usia produktif 

 

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 

Pada tahun 2022 persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut mendapatka pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 

62,57%. Capaian ini jauh dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 

sebesar 100%. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM khusus lansia, 

kita ketahui jumlah solusinya mengatur jadwal dan penambahan 

SDM khusus pelayanan lansia. 
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h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

Diperkirakan penderita Hipertensi usia ≥18 tahun di Kabupaten 

Lombok Barat sebanyak 44.637 jiwa dan mendapatkan pelayanan 

sebesar 43.931 jiwa (98,42 %). 

Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

telah mencapai target > 80 % dimana pelayanan yang diberikan 

adalah mencakup seluruh faskes yang ada di wilayah puskesmas 

baik puskesmas maupun puskesmas pembantu. Pemeriksaan 

kesehatan terhadap penderita hipertensi ini sangat penting dilakukan 

agar tekanan darah penderita tetap terkontrol. Tekanan darah 

terkontrol dapat menurunkan resiko terjadinya komplikasi seperti 

stroke, penyakit jantung dan lainnya  sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup  penderita. 

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 

Diperkirakan jumlah penderita DM pada usia ≥15 tahun di 

Kabupaten Lombok Barat sebanyak 9.366 jiwa. Dari jumlah tersebut 

yang mendapatkan pelayanan DM sesuai standard sebanyak 7.740 

jiwa atau 82,64 %. Pelayanan belum mencapai target karena 

angka penemuan penderita DM yang ditemukan belum 

sejumlah target yang diberikan. Beberapa upaya yang telah 

dilakukan antara lain menjaring penderita baru melalui 

pemeriksaan gula darah di setiap posbindu dan posyandu 

keluarga, jika ditemukan gula darah yang meningkat maka 

dirujuk ke Puskesmas untuk penegakan diagnosanya. Melalui 

penemuan ini dapat meningkatkan jumlah penderita yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 
 

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi; a) Edukasi 

dan evaluasi tentang : tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan 

minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan 

pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan 

aktivitas bekerja sederhana, dan/atau; b) Tindakan kebersihan diri 

ODGJ berat. 

Pada tahun 2022 persentase ODGJ berat yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar mencapai 52,56%. Capaian 

ini jauh dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. 
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Hal ini disebabkan pada tahun 2022 persentase ODGJ berat yang 

mendapat pelayanan sesuai standar mencapai 52,56% dengan target 

yang harus dicapai tahun 2022 yaitu 60%. Meskipun persentase 

ODGJ berat yang mendapat pelayanan meningkat dari tahun 

sebelumnya, angka tersebut belum mencapai target untuk tahun 

2022, disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya pendanaan 

untuk mendukung program kesehatan jiwa yang selama ini masih 

dikesampingkan walaupun program tersebut masuk dalam SPM, 

menyebabkan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat 

sehingga membuat stigma negatif tentang masalah kesehatan jiwa 

masih ada di masyarakat, selain itu petugas kesehatan jiwa yang 

sering berganti menyebabkan tidak efektifnya transfer ilmu yang telah 

diberikan sebelumnya yang berpengaruh terhadap capaian program. 

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  

Pada tahun 2022 persentase orang terduga Tuberkulosis yang 

mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 45,63% 

Capaian ini jauh dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 

100%. Hal ini disebabkan menggunakan sasaran proyeksi yang kasus 

penemuan TBC jauh lebih sedikit dari angka target temuan, kualitas 

sputum.yang kurang bagus, beberapa petugas Puskesmas yang 

belum mampu mendapatkan sasaran yang terduga TBC sesuai target 

sasaran, Catritge tcm yang terbatas, kemampuan petugas dalam 

pemeriksaan mikroskopis kurang solusinya Membuat surat edaran 

bahwa pemeriksaan diagnosis TBC sebagian dengan mikroskopis, 

Strategi pemeriksaan dengan tuberkulin bagi pasein stunting atau  

 
 

anak masalah gizi dan maksimalkan koordinasi dengan sasaran TB, 

HIV, DM. sasaran terduga di ponpes dan lembaga masyarakat agar 

dilaksanakan lebih maksimal. 

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang 

Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) 

Pada tahun 2022 persentase orang berisiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar mencapai 85,58% 

Capaian ini jauh dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 

100%. Hal ini disebabkan  sasaran pemeriksaan HIV terdiri dari ibu 

hamil, Orang dengan infeksi menular seksual, Penderita TBC dan 

populasi kunci, Sasaran belum.bisa diperiksa semua karena untuk 
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sasaran ibu hamil masih menggunakan sasaran proyeksi dmana ibu 

hamil yg real berkunjung ke puskesmas tidak sebanyak sasaran 

sesuai data proyeksi. Upaya yang akan dilakukan Koordinasi dengan 

seksi KIA untuk memaksimalkan temuan K1, meningkatkan 

koordinasi pemeriksaan TB HIV, kegaitan screening pada populasi 

kunci lebih sistematis dan masif terutama dengan dukungan lintas 

sektor. 

4.3 Urusan Pekerjaan Umum 

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan Jenis 

Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten 

terdiri atas : 

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari; dan 

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. 

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan rumah 

tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur 

bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran 

umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat 

penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. 

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha 

dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, 

perniagaan, apartemen, dan asrama.  

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya 

disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah 

domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana 

pengelolaan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah 

domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik 

yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman 

untuk dilepaskan ke lingkungan. 
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4.3.2  Target Pencapaian SPM 

Target pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Lombok Barat dalam mencapai SPM sebagai berikut : 

No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator Pencapaian 
Target 

Capaian 

Batas 

Waktu 

Capaian 

1. 
 

Penyediaan 

Kebutuhan 

Pokok Air 

Minum Sehari-

hari  

Persentase Jumlah Rumah 

Tangga Yang Mendapatkan 

Akses Terhadap Air Minum 

Melalui SPAM Jaringan 

Perpipaan dan Jaringan 

Bukan Perpipaan Terlindungi 

82,92 % Tahun 2022 
 

2. Penyediaan 

Pelayanan 

Pengolahan Air 

Limbah 

Domestik 

Persentase Rumah tangga 
dengan akses sanitasi layak 

87,31% Tahun 2022 
 

 

4.3.3 Realisasi 

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat selama 1 (satu) 

tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang 

ditetapkan sebagai berikut : 

No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Target  

Tahun 

2022 

% 

Realisasi 

Tahun 

2022 

% 

1. 
 

Penyediaan 

Kebutuhan 

Pokok Air 

Minum 

Sehari-hari  

Persentase Jumlah 

Rumah Tangga Yang 

Mendapatkan Akses 

Terhadap Air Minum 

Melalui SPAM 

Jaringan Perpipaan 

dan Jaringan Bukan 

Perpipaan Terlindungi 

181.557 82,92% 150.837 83,08 % 

2. Penyediaan 

Pelayanan 

Pengolahan 

Air Limbah 

Domestik 

Persentase Rumah 
tangga dengan akses 

sanitasi layak 
181.557 87,31% 158.984 87,57 % 
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Dari tabel diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Capaian realisasi Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 

sebesar 83,08% melebihi target sebesar 82,92 % (deviasi +0,16%) dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Capaian jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air 

minum melalui SPAM jaringan perpipaan antara lain :  

- Pembangunan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan oleh Dinas 

PUTR Kabupaten Lombok Barat. 

- Pelaksanaan pemasangan instalasi perpipaan air minum oleh PDAM. 

- Pembangunan air minum perdesaan yang dilaksanakan dengan 

pendekatan berbasis masyarakat melalui Program Penyediaan Air 

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) oleh 

pemerintah pusat. 

- Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum melalui Program 

DAK Penugasan Bidang Air Minum. 

b. Pengalokasian anggaran untuk membangun prasarana SPAM jaringan 

perpipaan selain dari APBD juga melalui program dari pusat (APBN) yang 

mendukung capaian air minum antara lain : 

- Program DAK Penugasan Bidang Air Minum merupakan program 

pemerintah yang didanai oleh APBN dengan tujuan meningkatkan 

cakupan pelayanan akses air minum dengan menyediakan SPAM 

(Sistem Penyediaan Air Minum) yang berkualitas, berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan mayarakat.  

2. Capaian realisasi Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah 

Domestik sebesar 87,57 % melebihi target 87,31% (deviasi + 0,26%) dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi layak antara lain   melalui : 

- Pembangunan MCK Skala Rumah Tangga dan Pembangunan tangki 

septik skala individual perdesaan oleh Dinas PUTR Kabupaten 

Lombok Barat. 

- Penyediaan prasarana sanitasi oleh instansi terkait di Kabupaten 

Lombok Barat seperti : Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas 

Kesehatan serta Dinas Lingkungan Hidup. 

- Pembangunan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan 

pendekatan berbasis masyarakat melalui Program Penyediaan Air 
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Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) oleh 

pemerintah pusat. 

- Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi melalui Program DAK 

Penugasan Bidang Sanitasi. 

b. Pengalokasian anggaran untuk membangun prasarana sanitasi selain 

dari APBD juga melalui program dari pusat (APBN) yang mendukung 

capaian sanitasi antara lain : 

- Program DAK Penugasan Bidang Sanitasi merupakan program 

pemerintah yang didanai oleh APBN dengan tujuan meningkatkan 

cakupan pelayanan akses sanitasi yang berkualitas, berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan mayarakat. 

4.3.4 Alokasi Anggaran 

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah anggaran yang 

teralokasi untuk pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

sebagai berikut : 

No
. 

Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator SPM 
Program/ 

Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Anggaran 

(Rp.) 

1. Penyediaan 
Kebutuhan 
Pokok Air 
Minum 
Sehari-hari  

Persentase 
Jumlah Rumah 
Tangga Yang 

Mendapatkan 
Akses Terhadap 

Air Minum 
Melalui SPAM 
Jaringan 

Perpipaan dan 
Jaringan 
Bukan 

Perpipaan 
Terlindungi 

Program Pengelolaan Dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 

 
Pengolaan dan 

Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota  
 
- Penyusunan rencana, 

kebijakan, strategi dan 
teknis SPAM 

 
- Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

Kawasan Perdesaan 
 

8.461.884.000 
 
 

 
8.461.884.000 

 
 
 

 
128.614.000 

 

 
 

8.333.270.000 

2. Penyediaan 
Pelayanan 
Pengolahan 
Air Limbah 
Domestik 

Persentase 
Rumah tangga 
dengan akses 

sanitasi layak 

Program Pengolaan Dan 
Pengembangan Sistem Air 
Limbah 

 
Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam 
Daerah Kabupaten/Kota  

 
- Pembangunan/Penyedia

an Sistem Pengelolaan 

   
5.110.645.500 

 

 
 

5.110.645.500 
 
 

 
 

5.110.645.500 
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No
. 

Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator SPM 
Program/ 

Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Anggaran 

(Rp.) 

Air Limbah Terpusat 

Skala Permukiman 

Jumlah 13.572.529.500 

 

4.3.5 Dukungan Personil 

Dukungan personil dalam rangka proses penerapan dan pencapaian 

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut : 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator SPM 

Dukungan Personil 

(Orang) 

PNS Non 

PNS 

Jumlah 

1. Penyediaan 
Kebutuhan Pokok 
Air Minum Sehari-
hari  

Persentase Jumlah Rumah 

Tangga Yang Mendapatkan 
Akses Terhadap Air Minum 
Melalui SPAM Jaringan 

Perpipaan dan Jaringan 
Bukan Perpipaan Terlindungi 
 9 1 10 

2. Penyediaan 
Pelayanan 
Pengolahan Air 
Limbah Domestik 
 

Persentase Rumah tangga 
dengan akses sanitasi layak 

Jumlah 9 1 10 

  

4.3.6 Permasalahan dan Solusi 

Adapun permasalahan dan aksi/ solusi dalam rangka proses 

penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

sebagaimana tabel  berikut : 

 
 

NO   PERMASALAHAN AKSI/SOLUSI 

1 2 3 

1 . PENGUMPULAN DATA 

  1 Pengumpulan data 

memerlukan waktu yang lama 
terkait dengan update data dari 

masing-masing pihak terkait 
capaian air minum dan sanitasi 
 

 

Perlu koordinasi yang lebih 

intensif antar stake holder dan 
pihak-pihak terkait data capaian 

air minum dan sanitasi 

2 . PENGHITUNGAN KEBUTUHAN 

  1 Penghitungan capaian SPM 

bidang air minum dan sanitasi 
masih terkendala dengan data 

Perlu adanya koordinasi dengan 

perangkat desa serta stake holder 
terkait dan perlu adanya survey 
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NO   PERMASALAHAN AKSI/SOLUSI 

1 2 3 

prasarana terbangun di setiap 
kecamatan tersebar di masing-
masing desa 

 

lanjutan terhadap prasarana yang 
sudah terbangun  

  2 Capaian SPM Air Minum untuk 

jaringan perpipaan air minum 
masih rendah dari target 

nasional diakibatkan masih 
kurangnya titik pengambilan 
sumber mata air. 

 

Diperlukan survey dan 

identifikasi geografis kewilayahan 
untuk dijadikan potensi titik 

sumber mata air baru. 

  3 Masih kurangnya alokasi 

pembiayaan untuk mencapai 
target capaian SPM Air Minum 
dan sanitasi secara nasional 

dengan melihat sebaran 
wilayah dan titik pengambilan 

sumber mata air. 

Diperlukan alokasi anggaran dari 

sumber pembiayaan lainnya. 

3 . PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

  1 Masih adanya pekerjaan 

perencanaan untuk pekerjaan 
fisik dilaksanakan pada tahun 
bersamaan, sehingga waktu 

pelaksanaan pekerjaan fisiknya 
terbatas yang mengakibatkan 
progresnya pada posisi kritis. 

Mengoptimalkan pengendalian 

dan pengawasan setiap tahapan 
pelaksanaan pekerjaan melalui 
upaya identifikasi permasalahan 

lapangan serta mendiskusikan 
langkah tindak dan ketepatan 
pelaporan.  

 
Pada tahun-tahun kedepan 

diupayakan agar perencanaan 
telah dipersiapkan satu tahun 
sebelum pelaksanaan konstruksi 

fisik. 
 

  2 Adanya 
refocusing/rasionalisasi 
anggaran terhadap 

kegiatan/pekerjaan pendukung 
pencapaian SPM dan tidak 

diperbolehkannya 
menggunakan sisa tender 
pekerjaan yang pembiayaannya 

dari DAU mengakibatkan 
realisasi anggaran tidak 

mencapai 100%. 
 

Perlunya koordinasi dengan Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah 
agar lebih memprioritaskan 

kegiatan/pekerjaan pendukung 
pencapaian SPM. 

4 . PELAKSANAAN 

  1 Dibeberapa lokasi pekerjaan, 
masyarakat setempat 
mengharuskan memakai 

pekerja dan material setempat, 
namun untuk material kualitas 

Pendekatan dengan kepala desa 
dan jajarannya serta tokoh 
masyarakat untuk dapat 

memasukkan bahan/material 
dari luar dengan spesifikasi yang 
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NO   PERMASALAHAN AKSI/SOLUSI 

1 2 3 

dan spesifikasinya tidak 
memenuhi persyaratan teknis. 
 

memenuhi persyaratan teknis. 

  2 Terjadinya banjir yang 
disebabkan karena curah 

hujan tinggi terutama pada 
triwulan akhir mengakibatkan 

beberapa pekerjaan mengalami 
kerusakan yang membutuhkan 
waktu untuk perbaikan yang 

berpotensi menyebabkan  
keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan. 

 

Melaksanakan monev dan rapat 
koordinasi teknis secara berkala 

agar dapat diantisipasi hal-hal 
yang dapat menghambat progres 

pelaksanaan pekerjaan. 

5 . LAIN - LAIN 

 

4.4. Urusan Perumahan Rakyat 

4.4.1Jenis Pelayanan Dasar 

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan 

Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota  terdiri dari : 

a. Penyediaan dan Rehabilitasi  Rumah  yang Layak Huni Bagi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : 

1) Pada saat masa pasca bencana; 

2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau 

3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota. 

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat 

yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam rangka mendukung: 

1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau 

2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang 

berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat 

yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. 
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4.4.2 Target Pencapaian SPM 

Target pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman 

Kabupaten Lombok Barat dalam mencapai SPM sebagai berikut : 

 

 

No
. 

Jenis Pelayanan 

Dasar 

Indikator 
Pencapaian 

Target 

Capaian 

Batas 

Waktu 
Capaia

n 

1. Penyediaan & 

rehabilitasi rumah 

yang layak huni bagi 

korban bencana 

Kabupaten/kota   

Persentase Jumlah  

Warga  Negara  

korban bencana yang 

memperoleh rumah 

layak huni  

100 % Tahun 

2022 

2. Fasilitasi penyediaan 

rumah yang layak 

huni bagi masyarakat 

yang terkena relokasi 

program Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase Jumlah 

Warga  Negara yang 

terkena relokasi 

akibat program 

Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota yang 

memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah  

yang  layak huni 

0 % Tahun 

2022 

 

4.4.3 Realisasi 
Khusus pada tahun 2022, target yang dapat dicapai oleh Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

No. 

Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator Pencapaian 

Target 

Capaian 
2022 

Realisasi 
Tahun 

2022 

1. Penyediaan dan 
rehabilitasi 

rumah yang 
layak huni bagi   

korban bencana 
Kab/kota   

Persentase Jumlah  Warga  
Negara  korban bencana 

yang memperoleh rumah 
layak huni  

100 % 100 % 
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2. 

 

 

Fasilitasi 

penyediaan 
rumah yang 

layak huni bagi 
masyarakat 

yang terkena 
program 
relokasi 

Pemerintah 
Daerah 
kabupaten/kota 

Persentase Jumlah Warga  
Negara yang terkena relokasi 

akibat program Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 

yang memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah yang  
layak huni 

0 % - 

 

Dari tabel diatas dapat diuraikan hal sebagai berikut : 

1. Realisasi capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni 

bagi korban bencana Kabupaten/Kota mencapai 100 (seratus) persen 

dengan rincian sebagai berikut : 

No Jenis Pelayanan 
Jumlah Target 

Pelayanan (Unit) 

Jumlah 
Rumah 

yang 
Ditangani 

(Unit) 

Selisih Target 

dengan yang 
Tertangani 

Rasio 

Capaian 
SPM 

Sumber 

Pendanaan 

1 Rumah Rusak 
Berat 

42 42 0 100 % BTT dan CSR 

2 Rumah Rusak 

Sedang 
     

3 Rumah Rusak 
Ringan 

     

Jumlah 42 42 0 100 %  

  

             
                                                      

                                       
                                         

          

CAPAIAN SPM =   42    X 100% = 100,00 % 

        42 
  

2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena 

program relokasi dari pemerintah sampai saat ini belum terealisasi 

karena pada tahun ini tidak ada program relokasi yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 
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4.4.4 Alokasi anggaran 

Program  dan  kegiatan  serta  jumlah  anggaran  yang  teralokasi  
untuk pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut 

: 

No. 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
SPM 

Program Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket 

1. Penyediaan 
& 
rehabilitasi 
rumah yang 
layak huni 
bagi   
korban 
Kab/kota  
bencana 

Persentase 
Jumlah 
Warga  
Negara 
korban 

bencana yang     
memperoleh 

rumah 
layak huni 

- Pengelolaa
n Keungan 
Daerah 
(BTT) 

 
 
 

- Baznas  
Kabupaten 
Lombok 
Barat 
(CSR) 

- Penu
njang  
Urusan 
Kewenanga
n  
Pengelolaa
n 

Keuangan 
daerah. 
- Badan 

Amil 
Zakat 
Nasional 
(Baznas) 

2.069.207.00
0 

BPKAD 
dan 
CSR 
(Bazna
s) 

2. Fasilitasi 
penyediaan 
rumah    
yang 
layak      
huni 
bagi 
masyarakat 
yang   
terkena 
relokasi 
program 
Pemerintah 
Daerah 
kabupaten/ 
kota 

Persentase 
Jumlah  
Warga  
Negara     
yang 
terkena 
relokasi 
akibat 
program 
Pemerintah                     
Daerah 
kabupaten/k
ota                 
yang 
memperoleh                  
fasilitasi 
penyediaan  
rumah yang  
layak 
huni 

0 0   

Jumlah 2.069.207.0

00 

 

 

Dari tabel diatas dapat diuraikan Alokasi Anggaran untuk pencapaian 

SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut : 

 

No Jenis Pelayanan 
Jumlah Target 

Pelayanan (Unit) 
Anggaran 

1 Rumah Rusak Berat 42    2.069.207.000,- 

2 Rumah Rusak Sedang   

3 Rumah Rusak Ringan   

JUMLAH 42    2.069.207.000,- 
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4.4.5 Dukungan Personil 
Dukungan personil dalam rangka proses  penerapan  dan  pencapaian 

SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut : 

Jumlah personalia Penanganan Rumah Banjir dan Tanah Longsor 

No. Personil Jumlah 

1. PA 1 Orang 

2. PPK 1 Orang 

3. PPBJ 1 Orang 

4. PTP 1 Orang 

5. Pengawas Lapangan 3 Orang 

6. Tim Pemeriksa 3 Orang 

7. Petugas Validasi 4 Orang 

Jumlah 14 Orang 

 

4.4.6 Permasalahan dan Solusi 
Kendala  

- Lokasi yang menjadi fokus pelaksanaan rehabilitasi rumah yang 

layak huni bagi korban bencana yang sulit dijangkau oleh peralatan; 

- Sulitnya mencari lahan yang akan dijadikan lahan baru                         

untuk merelokasi rumah terutama rumah yang berada di lokasi 

bantaran sungai; 

- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk pencapaian SPM di Bidang Perumahan dan Permukiman; 

b. Permasalahan

 

c. Solusi  

1) Memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk SPM Bidang 

Perumahan dan Permukiman karena pada tahun ini anggaran 

yang mendukung hal tersebut tidak terdapat pada Dokumen 

1 Data yang tidak singkrun dengan 

BPBD Kab./Kota

Penentuan  jenis kerusakan belum dapat 

di simpulkan mengingat terkendala  lokasi 

daerah bencana masih belum kondusip

Perencanaan Penanganan masih berkoordinasi 

dengan beberapa OPD dan Beberapa CSR di 

karena belum ada perencanaan penganggaran 

di Renja Disperkim sebagai Pengampu SPM 

dalam penanganan  SPM

Pelaksanakan Penanganan SPM di 

lakukan melalui koordinasi dengan 

BPBD dan CSR  dan Pihak -pihak 

yang terlibat dalam penanganan 

Pelaksanaan Rumah Pasca Bencana 

2 Indentitas No.Nik dan Nama 

Tidak singkrun dengan data 

Dukcapil

Pendataan Kerusakan di masing masing 

unit rumah masih belum dapat di 

rampungkan karena struktur bangunan 

yang lama adalah ada  bangunan semi 

permanen dan permanen 

Belum Adanya Anggaran yang dapat di slotkan 

di Renja Disperkim, sehingga Penanganan 

Penggarannya masih berkoordinasi dengan 

beberapa OPD yaitu dengan BPBD melaui 

anggaran (DTT )Dana Tidak Terduga di BPKAD 

dan Anggaran Basnas Kabupaten Lombok 

Barat dan Basnas Provinsi Nusa Tenggara  

Barat.

NO. Pengumpulan Data Perhitungan Kebutuhan Perencanaan dan Penggaran Pelaksanaan Lain - Lain
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Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Permukiman 

sehingga dalam pelaksanaannya hanya bersumber dari Dana BTT 

dan Baznas; 

2) Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyiapkan lahan untuk 

melakukan relokasi terhadap rumah warga yang berada pada 

daerah rawan bencana; 

3) Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah;  

4) Lebih intensif bekerjasama dengan pihak – pihak lain yang dapat 

membantu meningkatkan capaian penerapan SPM Bidang 

Perumahan dan Permukiman. 

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat 

4.5. Jenis Pelayanan Dasar 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (3), 

dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM bidang ketenteraman, 

ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota 

terdiri atas: 

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. 

b. Pelayanan informasi rawan bencana. 

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.  

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 

Adapun terkait dengan pelaksanaan pemenuhan jenis pelayanan dasar 

diatas, dapat dijabarkan dalam masing-masing program kegiatan instansi 

pengampu sesuai dengan kewenangannya. 

Satuan Polisi Pamong Praja 

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 

Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan 

bahwa jenis pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum 

diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 
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4.5.1.2 Target Pencapaian SPM 

Target pencapaian SPM pada Tahun Anggaran 2022 sebagai 

berikut : 

 

No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator Pencapaian 

Target 

Capaian 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2022 

1 Pelayanan 

ketentraman 

dan ketertiban 

Umum 

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

akibat dari penegakan 

hukum Perda dan 

perkada 

100% 100 % 

 

4.5.1.3 Realisasi  

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Pemeliharaan 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan 

Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok 

Barat pada tahun 2022, tidak terlepas dari peran serta Pemerintah 

Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Alokasi 

Anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 

kegiatan yang meliputi cakupan pemenuhan indicator SPM 

merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah, Sedangkan 

kontribusi positif dari peran serta masyarakat terhadap upaya 

pemenuhan indicator SPM bidang tugas Satpol PP Kabupaten 

Lombok Barat tahun 2022 ini untuk terinventarisirnya pemutahiran 

data petugas/ aparatur dan tersedianya personil /Petugas 

perlindungan Masyarakat, mekipun ketersediaan SDM masih belum 

memadai untuk menunjang keberhasilan optimal SPM  yang harus 

dipenuhi. 

Berikut disampaikan realisasi pencapaian SPM Jenis Pelayanan 

Dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum : 

NO 

JENIS 

PELAYANAN 

DASAR 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 
PERHITUNGAN 

BATAS 

WAKTU 

CAPAIAN 

1 

Pelayanan 

ketentraman 

dan 

ketertiban 
Umum 

Jumlah 

Warga 

Negara yang 

memperoleh 

layanan 

akibat dari 
penegakan 

hukum Perda 

dan perkada 

Jumlah pelanggaran Perda/ 

Perkada ditangani 
                                         X 100 

Jumlah Pelanggaran 

Perda/Perkada 
 
5498 

             X 100 = 100% 
5498 

Tahun 

2022 
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Dari data realisasi capaian pada tabel diatas terdapat 5.498 

pelanggaran Perda/Perkada dan telah tertangani 100%. Pelanggaran 

tersebut diatas tersebar pada 10 Kecamatan di wilayah Kabupaten 

Lombok Barat, berikut tabel jumlah pelanggaran Perda/Perkada per 

kecamatan: 

 

NO 

 
Kategori Perda 
Yang di 

Langgar 

Kecamatan 
Jumlah 
Kasus 

Gerung Kuripan Kediri Labuapi Sekotong Lembar Narmada Lingsar Gnsari Batulayar 
 

1 

Perda NO 9 
Tahun 2016 
Tentang 

Ketentaraman, 
Ketertiban 
Umum 
dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

56 23 2 34         0 1 0 0 13 10 139 

2 

Perda No 3 
Tahun 2013 

Tentang 
Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

0       0       0 0        0 0 0 0       0 0 0 

3 

Perda No 1 
Tahun 2014 
Tentang 
Bangunan Gedung 

8       1 1 2        2 1 5 0 10 1 31 

4 

Perda No 1 

Tahun 2015 
Tentang 
Pengawasan, 
Pengendalian 

Minuman 
Beralkohol 

       9       2 8        0       0       0 16 11 0         6 52 

5  

Perda No. 9 
Tahun 2016 

tentang 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

52 0 22 0        1 1 118 10 0 91 295 

6 

Peraturan 

daerah propinsi 
NTB No.7 tahun 
2020,Peraturan 
Gubernur No. 50 

tahun 2020, dan 
Peraturan 
Bupati No 53 
Tahun 2020 

tentang 
Penyebaran 
Penyakit 
Menular 

764 415 861 712       286 358 796 110 293 382 4977 

7 

Perda No. 10 
Tahun 2015 
Tentang 

Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

0 0 0 2         0 0 0 0 0 0 2 

   8 

Perda No. 11 
tahun 2011 
Tentang 
Rencana tata 
Ruang Wilayah 

0 0 0 1         0 1 0 0 0 0 2 

Total           5498 
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Adapun realisasi pencapaian anggaran pelayanan dasar Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu sebagai berikut : 

No PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 

1 2 3 4 5 
1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

 1.796.150.700  1.780.305.500   99,12  

1.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

1.789.237.600  1.775.085.500   99,21  

1.1.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan 
dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan 
Pengawalan 

 1.319.947.200  1.318.171.350  99,87  

1.1.2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui 
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan 
Massa 

267.008.800  259.582.650  97,22  

1.1.3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

 412.000   412.000   100,00  

1.1.4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 

1.333.500  1.258.500  94,38  

1.1.5 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 200.000.100   195.125.000  97,56  

1.1.6 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan 

Peraturan Daerah dan Perkada 

 536.000   536.000   100,00  

1.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Wali Kota 

 6.913.100  5.220.000   75,51  

1.2.1 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

 675.000   -   -  

1.2.2 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati/Wali Kota 

6.238.100  5.220.000  83,68  

 

4.5.1.4 Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran lingkup Satpol PP Kabupaten Lombok 

Barat untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan 

tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan 

bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman 

Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 

bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya dalam hal 

ini DBHCHT sebesar. Rp. 1.796.150.700,- dengan rincian 

sebagai berikut : 

No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator Pencapaian 
Target 

Capaian 
Anggaran  

1 

Pelayanan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum 

Jumlah Warga Negara 

yang   memperoleh layanan 

akibat dari penegakan 

hukum Perda dan 

perkada 

100% 1.796.150.700 
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4.5.1.5 Dukungan Personil 

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam 

proses penerapan dan pencapaian SPM Jenis Pelayanan 

Dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 

sebanyak 160 Orang. 

a. Jumlah Pegawai 

i. Pegawai Negeri Sipil    : 93 Orang 

ii. Non Pegawai Negeri Sipil : 67 Orang 

b. Rincian Pegawai berdasarkan : 

- Kepangkatan 
 

No Pendidikan Jumlah 

1 Gol I 2 

2 Gol II 43 

3 GOl III 45 

4 Gol IV 3 

Jumlah 93 

 

- Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi 
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan 

pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai berikut : 

Permasalahan : 

a. Pengumpulan data memerlukan waktu terkait dengan 

pelaksanaan penertiban dan penegakan; 

b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

operasional; 

c. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja 

dan Petugas Perlindungan Masyarakat yang terlatih 

No Pendidikan 
Kelamin 

Jumlah 
Laki Perempuan 

1 S2 1 1 2 

2 S1 15 2 17 

3 D3 1 - 1 

4 D2 - - - 

5 SLTA 65 2 67 

6 SLTP 5 - 5 

7 SD 1 - 1 

Jumlah 88 5 93 
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baik secara kuantitas maupun kualitas; 

d. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk mencapai 

target capaian SPM. 

Solusi : 

a. Perlu adanya koordinasi dengan stakeholder dan pihak-pihak 

terkait atas data capaian penegakan Perda/Perbup; 
 
b. Mengajukan alokasi anggaran yang berkaitan dengan sarana 

mobilitas dan prasarana lainnya melalui konsultasi dan 

koordinasi pada pihak pemerintah daerah melalui bantuan 

keuangan lainnya; 

c. Mengoptimalkan pemberdayaan, peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Manusia dalam hal ini Petugas Linmas dan Aparatur Polisi 

Pamong Praja; 

d. Pengganggaran terkait pelayanan dasar agar diberikan dengan 

skala prioritas dan bersifat khusus. 

Dinas Pemadam Kebakaran 

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota bahwa jenis pelayanan dasar yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran adalah  penyelamatan 

dan evakuasi korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud paling sedikit 

memuat: 

a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian 

kebakaran; 

b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; 

c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; 

d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan 

e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. 

4.5.2.2 Target Pencapaian SPM 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian 

Target 

Capaian  

1. 

 
Penyelamatan dan 

evakuasi korban 

Persentase jumlah 

layanan pemadaman, 

100 % 
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No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian 

Target 

Capaian  

kebakaran penyelamatan dan 

evakuasi korban dan 

terdampak kebakaran 

dalam tingkat waktu 

tanggap (Response 

Time) 

4.5.2.3 Realisasi 

a. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh 

Dinas Pemadam Kebakaran 

b. Pelayanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran 

(Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) 

yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam 

Kebakaran 

Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Lombok 

Barat dalam tingkat waktu tanggap (Response Time) 

Oleh Relawan  

Pemadam Kebakaran 

 

X 

 

100% 

Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Lombok Barat 

= 
    0 

X 100% =  0 
43 

Dari data diatas dapat kami sampaikan bahwa realisasi 

pencapaian layanan pemadaman oleh relawan sebesar 0 %,  ini 

disebabkan karena sampai dengan tahun ini belum ada relawan 

yang terbentuk di Kabupaten Lombok. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan anggaran, baik untuk pembentukan relawan maupun 

sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional relawan. 

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan 

evakuasi korban dan terdampak kebakaran 

dalam tingkat waktu tanggap (Response Time) 

oleh Dinas Pemadam Kebakaran 

 

 

X 

 

 

100% 
Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Lombok 

Barat 

= 
37 

X 100% = 86.05% 
43 
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Dengan demikian dapat disampaikan capaian layanan SPM 

Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2022 sub urusan kebakaran 

adalah sebagai berikut : 

      = 86,05%  +  0% =  86,05% 

 
 

c. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan 

Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran (Penunjang Layanan SPM) 

Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada 

Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi darurat non kebakaran) 

oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 

Lombok Barat berjumlah 23 (dua puluh tiga) kali yang terdiri dari : 

a. Evakuasi Sarang Tawon    :  10 

b. Evakuasi Ular      :  11 

c. Evakuasi Reptil     :  1 

d. Penanganan Pohon Tumbang   :  - 

e. Penanganan Percobaan Bunuh Diri  :  - 

f. Evakuasi Hewan piaraan                             :  1 

g. Evakuasi Korban Hanyut    :  - 

Jumlah keseluruhan korban jiwa selama tahun 2022 adalah 

sebesar 1 orang meningggal  dunia, luka bakar sebesar 0 orang dan 

jumlah yang berhasil di selamatkan sebesar 392 orang. 

Berdasarkan analisis kejadian kebakaran (assessment) oleh 

petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan selama 

tahun 2022 di peroleh data taksiran kerugian harta benda akibat 

kebakaran adalah sebesar RP. 4,712,000,000. Adapun data 

taksiran aset yang bisa diselamatkan sebagai akibat tidak 

menjalarnya kejadian kebakaran adalah Rp. 11,573,000,000. 

4.5.2.4 Alokasi Anggaran 

Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok 

Barat secara keseluruhan termasuk anggaran yang mendukung 

pelaksanaan dan pencapaian SPM pada tahun 2022. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut : 

 

I 
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN 

150.984.251 
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A 

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, 

dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 

98.897.331 

1 

Pemadaman dan 
Pengendalian Kebakaran 
dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiapsiagaan Petugas 

Piket dan Pemadaman 
Kebakaran dalam 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Lap 5.331.670 

2 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiapsiagaan Petugas 
Piket dan 

Penyelamatan/Evakuasi 
Saat Penanggulangan 

Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

Dok 5.331.670 

3 

Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pengendalian Bahan 

Berbahaya dan Beracun 
(B3) dan Penanganan 
Kebakaran yang 

Disebabkan B3 dalam 
Daerah 

Kabupaten/Kota 
 

Dok 4.131.670 

4 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pencegahan, 
Penanggulangan 
Kebakaran dan Alat 

Pelindung Diri 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana untuk 
Pencegahan dan 

Penanggulangan 
Kebakaran dan alat 
Pelindung Diri yang Sah 

dan Legal Sesuai 
Standar Teknis Terkait 

 

Unit 81.627.111 

5 

Penyelenggaraan 

Kerjasama dan 
Koordinasi antar Daerah 
Berbatasan, antar 

Lembaga, dan 
Kemitraan dalam 
Pencegahan, 

Penanggulangan, 
Penyelamatan 

Kebakaran dan 
Penyelamatan Non 
Kebakaran 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Kerja 

Sama dan Koordinasi 
Antar Wilayah 
Kabupaten/Kota dalam 

Pencegahan, 
Penanggulangan 

Kebakaran dan 
Penyelamatan 
Kebakaran dan Non 

Kebakaran 

Dok 2.475.210 

B  Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 10.663.340 
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1 
Pendataan Sarana 
Prasarana Proteksi 

Kebakaran 

Jumlah Dokumen yang 

Memuat Data 
Bangunan/Gedung/Lin
gkungan yang 

Dipersyaratkan Harus 
Memiliki Sistem 
Proteksi Kebakaran 

Dok 5.331.670 

2 
Penilaian Sarana 
Prasarana Proteksi 

Kebakaran 

Jumlah Dokumen yang 
Memuat Data 

Bagunan/Gedung/Ling
kungan yang Memenuhi 

Kelaikan Standar 
Sarana Prasarana 
Proteksi Kebakaran 

Dok 5.331.670 

C  Investigasi Kejadian Kebakaran 5.331.670 

1 

Investigasi Kejadian 

Kebakaran, meliputi 
Penelitian dan Pengujian 

Penyebab Kejadian 
Kebakaran 

 Jumlah Dokumen yang 
Memuat Hasil Kejadian 

Kebakaran yang 
Dilakukan Investigasi 

Lanjutan Meliputi 
Penelitan dan Pengujian 
dan Penelitian 

Dok 5.331.670 

D Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 30.760.240 

1 

Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pencegahan dan 

Penanggulangan 
Kebakaran melalui 

Sosialisasi dan Edukasi 
Masyarakat 

Jumlah Warga 
Masyarakat yang 

Mendapatkan 
Sosialisasi Edukasi 

Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran Setiap 

Tahunnya 

Orang 5.755.420 

2 

Pembentukan dan 

Pembinaan Relawan 
Pemadam Kebakaran 

 

Jumlah 
Desa/Kelurahan yang 
Terbentuk dan Terbina 

Relawan Pemadam 
Kebakaran pada 

Lingkup Sistem 
Ketahanan Kebakaran 
Lingkungan (SKKL) 

Setiap Tahunnya 
 
 

Desa/

Kelura
han 

25.004.820 

E 
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan 
terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 

5.331.670 

1 

Penyelenggaraan 
Operasi Pencarian dan 

Pertolongan pada 
Peristiwa yang Menimpa, 
Membahayakan, 

dan/atau Mengancam 
Keselamatan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Operasi dan 

Penyelamatan yang 
Mengancam 

Keselamatan Manusia 

Lap 5.331.670 
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4.5.2.5 Dukungan Personil 

Dukungan personil pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Lombok Barat sampai akhir Tahun 2022 adalah 87 orang, terdiri dari 

35 orang PNS, dan 52 orang Pegawai Tidak Tetap (tenaga kontrak). 

Pejabat struktural sebanyak 13 orang.  

Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut : 

1. Pasca Sarjana (S.2)  : - Orang 

2. Sarjana (S.1)   : 14 Orang  

3. Diploma (D.III)   : - Orang  

4. SLTA     : 20 Orang  

5. SD    : 1 Orang 

Jumlah Tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Pegawai golongan IV  : 4 Orang  

b. Pegawai golongan III  : 11 Orang  

c. Pegawai golongan II  : 19 Orang  

d. Pegawai golongan I : 1 Orang  

Jumlah Tenaga Kontrak menurut pendidikan dapat dibagi sebagai berikut : 

a. Sarjana (S.1)  : 11 Orang 

b. Diploma (D.III)  : 4 Orang 

c. SMA    : 37 Orang 

4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi 

Ada beberapa hal yang masih menjadi factor penghambat atau 

penurunan kinerja antara lain seperti : 

1. Sumber daya, peraturan/regulasi sebagai dasar dalam 

pelaksanaan tugas operasi pemadaman dan penyelamatan masih 

sangat minim semestinya lebih didorong untuk terus di 

kembangkan seperti pembuatan perda yang mengatur tetang 

pengawasan terhadap keberadan alat proteksi kebakaran yang 

menjadi kewajiban pada, bangunan gedung, kawasan 

permukiman, industri, gudang ,pabrik, dan lain sebagainya; 

 

 

2. Belum adanya data pemetaan potensi kebakaran atau Rencana 

Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang menjadi dasar 
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penentuan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); 

3. Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi 

standar yang  dibutuhkan terutama sekali keahlian khusus 

dalam operasi kemanusian selain kebakaran sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Kepmendagri Nomor 16 Tahun 2020 Pedoman 

Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

4. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi standar 

yang dibutuhkan terutama alat pertolongan dan pencarian; 

5. Alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana tidak sebanding 

dengan efek kerja yang ditimbulkan; 

6. Mengubah paradigma penanggulangan kebakaran dari responsif 

menjadi preventif, Pengendalian ke pencegahan; 

7. Keterbatasan keahlian dan sarana dalam melaksanakan rescue 

dalam hal pencarian dan pertolongan pada setiap yang 

membahayakan jiwa manusia. 

 Solusi 

1. Secara bertahap dan berkesinambung akan terus 

mengembangkan dan menyiapkan berbagai regulasi baik PERDA, 

PERBUP, SOP, MOU dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

efektifitas pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan 

pemadaman kebakaran, penyelamatan dan penanganan bahan 

bahaya beracun kebakaran di Kabupaten Lombok Barat; 

2. Dinas Pemadam Kebakaran harus membuat peta dan data potensi 

kebakaran atau Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran 

(RISPK) yang menjadi dasar penentuan jumlah Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK); 

3. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui 

pembinaan keahlian oleh kalangan sendiri melalu peningkatan 

kesamaptaan dan peningkatan keahlian pengunaan alat; 

4. Memaksimalkan fungsi dan kegunaan alat pemadaman yang 

tersedia secara maksimal, secara riil alat dan sarana prasarana 

penyelamatan, pertolongan dan pencarian pada peristiwa non 

kebakaran belum tersedia. 

5. Terus berupaya untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui  program 

pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, pembentukan dan pembinaan 
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relawan, pencegahan bahaya kebakaran melalui jalur pendidikan (siswa dan 

guru) di Kabapaten Lombok Barat. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

4.5.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 

2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, 

jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : 

a. pelayanan informasi rawan bencana; 

b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan 

c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 

4.5.3.2 Target Pencapaian SPM 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian 

Target 

Capaian  

1 Pelayanan 
Informasi rawan 

bencana 

 

Persentase Jumlah Warga 

Negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan 

bencana 

100 % 

2 Pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Persentase Jumlah Warga 

Negara yang memperoleh 

layanan Pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana 

100 % 

3 Pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

Persentase Jumlah Warga 

Negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 

100 % 

 

Adapun 3 jenis pelayanan tersebut diukur dengan 11 sasaran 

indikator kinerja sebagai berikut : 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 

 
SASARAN/INDIKATOR TARGET 

SASARAN  INDIKATOR 

1 Pelayanan 
Informasi 
rawan 
bencana 
 

1.  Tersedianya 
data/informasi 
tentang jenis dan 
risiko bencana 
dalam bentuk 
dokumen yang 
sah/legal 

1.  Persentase (%) 
penyelesaian dokumen 
sampai dinyatakan 
sah/legal 
 

100 

  2.  Terselenggaranya 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi rawan 
bencana kepada 

masyarakat perjenis 

2 Persentase Jumlah 
penduduk di kawasan 
rawan bencana yang 
memperoleh informasi 
rawan bencnana sesuai 

jenis ancaman bencana 

100 
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NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 

 
SASARAN/INDIKATOR TARGET 

SASARAN  INDIKATOR 

ancaman bencana 
 

2 3. Pelayanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 

terhadap 
bencana 

1 Tersedianya 
data/infor masi 
tentang rencana 
Penanggulangan 

bencana dalam 
bentuk dokumen 
resmi. 

1 Persentase (%) 
penyelesaian dokumen 
sampai dinyatakan 
sah/legal 

100 

  2 Tersedianya 
data/informasi 
tentang rencana 
kontinjensi dalam 
bentuk dokumen 
resmi 

2 Persentase (%) 
penyelesaian dokumen 
sampai dinyatakan 
sah/legal 

100 

  3 Terlatihnya aparatur 
yang menangani 
sub-urusan bencana 
dan warga Negara 
yang berada di 
kawasan rawan 
bencana 

3 Persentase (%) jumlah 
aparatur dan warga 
Negara yang ikut 
pelatihan 

100 

  4 Terlatihnya warga 
Negara dalam rangka 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana. 

4 Persentase (%) 
Jumlah warga Negara 
yang ikut pelatihan 

100 

  5 Tersedianya layanan 
Pusdalops 
penanggulangan 
bencana dan sarana 
prasarana 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

5 Persentase (%) jumlah 
warga Negara yang 
mendapat layanan 
pusdalops 
penanggulangan bencana 
dan sarana prasarana 
penanggulangan 
bencana. 

100 

  6 Tersedianya 
Peralatan 
perlindungan 
terhadapa bencana 

6 Persentase (%) warga 
negarayang mendapat 
peralatan perlindungan. 

100 

3 Pelayanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 

1 Terrespon secara 
cepat setip hasil 
penetapan status 
Darurat Bencana 
kurang dari 24 jam 
 

1 .Persentase(%) kecepatan 
respon kurang dari 24 
jam untuk setiap status 
darurat bencana. 

100 

  2 Terlaksananya 
koordinasi sistem 
komando oleh 
Pusdalops 

penanggulangan 
bencana dalam 
penyiapan petugas 
penanganan darurat 
bencana 

2 Persentase (%) jumlah 
petugas yang aktif dalam 
penanganan darurat 
bencana 

 

100 

  3 Terlaksananya 

pencarian, 
pertolongan dan 
evakuasi korban 
bencana 

3 Persentase (%) jumlah 

korban yang berhasil 
dicari, dotolong dan 
dievakuasi terhadap 
kejadian bencana. 

100 
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4.5.3.3 Realisasi 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 
SASARAN DAN  INDIKATOR 

Target 

2022 
Realisasi 

Capaian 

2022 

1 Pelayanan 

Informasi Rawan 

Bencana 

 

1 Sasaran tersedianya 
data/informasi tentang jenis 
dan risiko bencana dalam 
bentuk dokumen yang 
sah/legal, dengan 
Indikator Persentase (%) 
penyelesaian dokumen sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 

 

100% 100% 100% 

  2 Sasaran Terselenggaranya 
komunikasi, informasi dan 
edukasi rawan bencana 
kepada masyarakat perjenis 
ancaman bencana, dengan 
Indikator Persentase (%) 
jumlah penduduk di kawasan 
rawan bencana yang 
memperoleh informasi rawan 

bencana sesuai jenis ancaman 
bencana 

 

100% 100% 100% 

 

2 Pelayanan 

Pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

3 Sasaran tersedianya 
data/informasi tentang 
rencana penanggulangan 

bencana dalam bentuk 
dokumen resmi, dengan 
Indikator Persentase (%) 
penyelesaian dokumen 
sampai dinyatakan sah/legal 

100% 
 

100% 100 % 

  4 Sasaran Tersedianya 
data/informasi tentang 
rencana kontinjensi calam 

bentuk dokumen resmi, 
dengan Indikator persentase 
(%) penyelesaian dokumen 
sampai dinyatakan sah/legal 

100% 100% 100% 

 

  5 Sasaran Pelatihan aparatur 
yang menangani sub-urusan 
bencana dan warga Negara 
yang berada di kawasan 
rawan bencana, dengan 
Indikator persentase (%) 
jumlah aparatur dan warga 
Negara yang ikut pelatihan 

100% 100% 100 % 

 

  

  6 Sasaran Terlatihnya warga 
Negara dalam rangka 

100% 100% 100 % 



Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  

    

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022                 205 

 

 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 
SASARAN DAN  INDIKATOR 

Target 

2022 
Realisasi 

Capaian 

2022 

kesiapsiagaan terhadap 
bencana, dengan Indikator 
Persentase (%) jumlah warga 
Negara yang ikut pelatihan 

  7 Sasaran Tersedianya layanan 
Pusdalops Penanggulangan 
Bencana dan sarana 
prasarana Kesiapsiagaan 
terhadapa bencana, dengan 

Indikator Persentase (%) 
jumlah warga yang mendapat 
layanan Pusdalops 
Penanggulangan bencana dan 
sarana prasarana 
penanggulangan bencana 

100% 100% 100 % 

  8 Sasaran tersedianya 
perlindungan terhadapa 
bencana, dengan Indikator 
Persentase (%) jumlah warga 

Negara yang mendapat 
peralatan perlindungan 

100% 100% 100  % 

3 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

9 Sasaran Terrespon secara 
cepat setiap hasail penetapan 
status KLB kurang dari 24 
jam, dengan Indikator 
Persentase kecepatan respon 
kurang dari 24 jam untuk 
setiap status KLB (%) 

- - - 

  1
0 

Sasaran Terrespon secara 
cepat setiap hasil penetapan 
status darurat bencana 
kurang dari 24 jam, dengan 
Indikator persentasi (%) 

kecepatan respon kurang dari 
24 jam untuk setiap status 
darurat bencana 

100% 100% 100% 

  11 Sasaran Terlaksananya 
koordinasi sistem komando 

oleh Pusdalops 
Penanggulangan Bencana 
dalam penyiapan petugas  
penanganan darurat bencana, 
dengan Indikator persentasi 
(%) jumlah petugas yang 
aktif dalam penanganan 

darurat bencana 

100% 100% 100% 

  1 Sasaran Terlaksananya 100% 99,99 99,99 
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NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 
SASARAN DAN  INDIKATOR 

Target 

2022 
Realisasi 

Capaian 

2022 

2 pencarian, pertolongan dan 
evakuasi korban bencana,  
dengan Indikator persentase 
(%) jumlah korban berhasil 
dicari, ditolong dan 
dievakuasi terhadap kejadian 
bencana 

% % 

 

Dari tabel diatas dapat diuraikan hal sebagai berikut : 

1. Untuk capaian Sasaran nomor 1, telah tersusun 1 dokumen Kajian 

Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lombok Barat yang berlaku dari 

tahun 2020 – 2022, dokumen tersebut masih digunakan hingga 

sekarang dan menjadi bagian dari Dokumen Rencana penanggulangan 

bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2022 dan 

memiliki kekuatan hukum tetap karena belum dibuatkan  regulasi 

berupa Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat sehingga 

capaiannya masih 100 %.  

Rumus   

X = Kemajuan Pekerjaan dokumen yang di susun                     X 100 
Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan 

1 X 100 = 100 

1   

2. Sasaran kedua adalah terselenggaranya komunikasi, informasi dan 

edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman 

bencana dengan indikator Persentase jumlah penduduk di kawasan 

rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai 

jenis ancaman bencana, Pada Tahun 2022  BPBD Kabupaten Lombok 

Barat telah melaksanakannya melalui kegiatan Sosialisasi, 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan  media penyebaran 

antara lain : Baliho, Pamflet, Buku Saku bencana, papan informasi, 

papan rambu jalur evakuasi, kalender tahunan bencana dan stiker, 

kemudian sosialisasi melaui iklan radio, iklan koran dan spanduk, 

serta media online/Koran online, WA/Media sosial dan Sosialisasi 

melalui kegiatan pembentukan kelurahan tangguh dan forum lainnya. 

Sosialisasi dan  Penyebarluasan Informasi Bencana tersebut telah 

tersebar  kepada 128.863 Jiwa penduduk dari penduduk yang tinggal 
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di daerah rawan bencana sebanyak 128.863  Jiwa, sehingga 

capaiannya sebagai berikut : 

Rumus 

X = Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana      X 100 

Y = Jumlah Target 

128.863 orang    x 100 %  = 100 % 

128.863 orang 

 

3. Sasaran ketiga tersedianya data dan informasi tentang rencana 

penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi dengan 

indikator persentase penyelesaian dokumen Rencana penanggulangan 

bencana sampai dinyatakan sah illegal. Kabupaten Lombok Barat pada 

tahun 2021 telah menyusun Dokumen Rencana penanggulangan 

bencana periode tahun 2020 – 2022 akan tetapi dokumen tersebut 

belum memiliki kekuatan hukum tetap karena belum dibuatkan  

regulasi berupa Peraturan Bupati Lombok Barat, sehingga capaiannya 

masih 100 %.  

Rumus   

X = Kemajuan Pekerjaan dokumen yang di susun                     X 100 

Y = Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan 

1 X 100 = 100 % 

1   

4. Sasaran ke empat tersedianya data/informasi tentang rencana 

kontigensi dalam bentuk dokumen resmi dengan indikator persentase 

penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/illegal. BPBD 

Kabupaten Lombok Barat telah menyusun Dokumen Rencana 

Kontijensi Longsor pada tahun 2022, dokumen tersebut sudah 

dilegalkan melalui peraturan Bupati tentang Rencana Kontigensi 

Longsor Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022  sehingga capaiannya 

100 % 

Rumus   

X = Kemajuan Pekerjaan dokumen yang di susun                     X 100 

Y = Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan 

1  X 100 = 100 
1    

5. Sasaran pelatihan aparatur yang menangani sub urusan bencana dan 

Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dengan 

indikator persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut 

pelatihan. Kegiatan yang Sosialisasi dilaksanakan BPBD Kabupaten 

Lombok Barat  Tahun 2022 antara lain :  
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1. Pelatihan bagi aparatur BPBD melalui kegiatan simulasi posko 

2. Kegiatan pelatihan relawan bencana/KMPB 

3. Kegiatan pertemuan/sosialisasi anggota FPRB 

4. Pertemuan dan sosialisasi pengintegrasian  RPB dengan RPJMD. 

5. Pertemuan dan sosialisasi Perubahan iklim. 

6. Kegiatan sosialisasi dan pembentukan sekolah aman bencana oleh 

BPBD dan BNPB 

7. Sosialisasi dan Gladi mekanisme tanggap darurat disekolah 

Jumlah aparat dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut 

sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 623 orang dari target 623 

orang. 

Rumus perhitungannya : 

 

X = Jumlah peserta terlatih                     X 100 

Y = Jumlah penduduk di lokasi rawan bencana yang menjadi 

target 

 

623  Orang   x 100 %  =    100 % 
623  Orang 

 

6. Sasaran keenam adalah terlatihnya warga Negara dalam rangka 

kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator persentase jumlah 

warga yang ikut pelatihan. Kegiatan ini antara lain : 

1. Kegiatan pelatihan relawan bencana/TSBK 

2. Kegiatan pertemuan/sosialisasi anggota FPRB 

3. Kegiatan sosialisasi dan pembentukan sekolah aman bencana oleh 

BPBD dan FPRB 

4. Sosialisasi dan Gladi mekanisme tanggap darurat disekolah 

5. Sosialisasi dan Pembentukan  Rumah sakit aman bencana 

Jumlah aparat dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut 

sampai dengan 31 Desember 2022  sebanyak 2.367  orang sementara 

Jumlah penduduk yang berada di daerah rawan bencana yang menjadi 

target  2.367 orang  

Rumus perhitungannya : 

Jumlah warga negara terlatih / Jumlah penduduk di lokasi rawan 

bencana x 100%  

 

2.367 Orang x 100 %  = 100 % 
2.367 Orang 
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7. Sasaran ketujuh adalah tersedianya layanan Pusdalops 

penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan 

terhadap bencana dengan indikator persentase jumlah warga yang 

mendapat layanan pusdalop penanggulangan bencana dan sarana 

prasarana penanggulangan bencana. Kegiatan di Tahun 2022  yang 

mendukung pencapaian SPM ini adalah pada Kegiatan Pengelolaan 

pusdalops dan pengadaan sarana dan prasarana. Jumlah warga 

negara yang memperoleh layanan pusdalops dan pembangunan sarana 

dan prasarana yaitu sebanyak 24.607 orang, layanan ini berupa 

pembangunan penguatan tebing sungai melaalui pentaludan, 

sedangkan jumlah penduduk di lokasi rawan bencana adalah 24.607 

orang. Rumusnya adalah jumlah warga yang mendapat layanan 

pusdalop penanggulangan bencana dan sarana prasarana 

penanggulangan bencana dibagi jumlah penduduk di lokasi rawan 

bencana x 100%, maka capaiannya adalah : 

24.607 Orang x 100 %  = 100  % 

24.607 Orang 

8. Sasaran tersedianya perlindungan terhadap bencana dengan indikator 

persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan 

perlindungan. Untuk pencapaian SPM ini di tahun 2022 BPBD 

Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan pemenuhan 

kebutuhan dasar dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana 

penunjang kedaruratan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar ini 

komponen belanjanya berupa penyediaan bahan perlindungan bagi 

korban bencana, operasional pendropingan air bersih bagi korban 

kekeringan serta paket sembako bagi korban bencana dan biaya 

pemeliharaan terhadap peralatan perlindungan yang sudah ada. Pada 

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kedaruratan 

bencana, komponen belanjanya berupa pengadaan peralatan 

perlindungan bagi petugas/relawan seperti sepatu boot, jas hujan, 

senter dan peralatan perlindungan lainnya. Jumlah Warga negara yang 

mendapat peralatan perlindungan sebanyak 13.465, sementara 

Jumlah warga negara yang berada di lokasi rawan bencana adalah 

sebanyak 13.465  orang. 
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Rumusnya adalah jumlah warga yang mendapat peralatan 

perlindungan dibagi jumlah penduduk di lokasi rawan bencana x 

100%, maka capaiannya adalah ; 

13.465 Orang    x 100 %  = 100  % 

13.465 Orang 

9. Sasaran ke sembilan adalah Terrespon secara cepat setiap hasil 

penetapan status KLB kurang dari 24 jam dengan indikator Persentase 

kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%). 

Selama tahun 2022 tidak pernah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di 

seluruh Wilayah Kabupaten Lombok Barat sehingga untuk SPM ini 

tidak bisa dihitung. 

10. Sasaran ke Sepuluh, teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan 

status darurat bencana kurang dari 24 Jam dengan indikator 

persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status 

darurat. Pada tahun 2022 Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan 

Status Keadaan Darurat melalui Keputusan Bupati Kabupaten Lombok 

Barat sebanyak 6 Status untuk bencana prioritas, yaitu sbb : 

NO SK Darurat Bencana No.SK Ket. 

1 

Status Tanggap Darurat  
Bencana Sosial di Desa 

Mereje Kecamatan 
Lembar 

188.45/625/BPBD/2022 

Tanggal 11 Mei 2022 

 

2 

Perpanjangan Darurat 

Bencana Sosial di Mereje 
Kecamatan Lembar 

188.45/ 642/BPBD/2022 

tanggal 25 Mei 2022 

 

3 

Perpanjangan Darurat 
Bencana Alam Banjir  

dan Longsor di 
Kecamatan 
Sekotong,Lembar, 

Gunung, Sari dan Batu 
Layar  

188.45/166/BPBD/2022 

Tanggal 20 Januari 2022 

 

4 

Perpanjangan Darurat 
Bencana Alam Banjir  
dan Longsor di 

Kecamatan 
Sekotong,Lembar, 

Gunung, Sari dan Batu 
Layar  

188.45/369/BPBD/2022  
Tanggal 21 Maret 2022 

 

5 

Perpanjangan Darurat 

Bencana Alam Banjir  
dan Longsor di 

Kecamatan 
Sekotong,Lembar, 

188.45/690/BPBD/2022  
Tanggal 20 Juni 2022 
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Gunung, Sari dan Batu 

Layar 

6 

Perpanjangan Darurat 
Bencana Sosial  

di Mereje Kecamatan 
Lembar 

188.45/714/BPBD/2022 

tanggal 24 Juni  2022 

 

 

Rumusnya adalah jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk 

setiap penetapan darurat bencana dibagi jumlah seluruh penetapan 

status darurat bencana x 100%, maka capaiannya adalah: 

    6 Kali                              x 100 %  =  100 % 

    6 Penetapan Status keadaan darurat 
 

11. Sasaran ke 11 terlaksananya koordinasi sistem komando oleh 

pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas 

penanganan darurat bencana, dengan indikator persentasi jumlah 

petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana. Jumlah 

petugas TRC yang aktif menangani bencana dibandingkan dengan 

jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana. 

Selama tahun 2022 Jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan 

bencana sebanyak 27 orang yang terdiri dari PNS BPBD dan Tenaga 

Non PNS BPBD sebanyak 49 orang serta Tenaga dari OPD terkait 

lainnya yang terhimpun dalam Tim Reaksi cepat (TRC). Semua Tim 

tersebut berperan aktif bersama relawan KMPB di desa jika terjadi 

keadaan darurat bencana, sementara jumlah keseluruhan petugas 

dalam penanganan darurat bencana sebanyak 76 Orang. 

Rumus perhitungannya adalah Jumlah petugas yang aktif dalam 

penanganan darurat bencana dibagi Jumlah keseluruhan petugas 

dalam penanganan darurat bencana x 100%, maka capaiannya adalah 

: 

76 Orang    x 100 %  =  100 % 

76 Orang 

12. Sasaran ke 12 yaitu terlaksananya pencarian, pertolongan dan 

evakuasi korban bencana dengan indicator persentase jumlah korban 

berhasil dicari ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana. 

Pada tahun 2022  ini terdapat  13.942 dari jumlah seluruh korban 

terdampak sebanyak 13.943   Jiwa  korban dari 32 kasus kejadian 

bencana.  
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Rumus perhitungannya adalah jumlah korban berhasil dicari ditolong 

dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dibagi Perkiraan jumlah 

korban keseluruhan dari bencana x 100%, maka capaiannya adalah : 

            13.942 Orang   x 100 %  =  99.99  % 

            13.943 Orang 

 

 

 

 

 

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan capaian penerapan 

SPM Tahun 2022, sebagai berikut : 

NO 

JENIS PELAYANAN 

DASAR 

 

SASARAN DAN  

INDIKATOR 
target 

Capaian 2022 

Target 

Warga 

Negara 

Realisasi Capaian 

1 Pelayanan 

Informasi Rawan 

Bencana 

 

1 Jumlah Warga 

Negarayang 

memperoleh layanan 

informasi rawan 

bencana 

100% 128.863 128.863 100% 

2 Pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

2 Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh layanan 

Pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap 

100 % 41.062 41.062 100% 

3 Pelayanan 

penyelamatan 

danevakuasi 

korban bencana 

3 Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

100 % 13.943 13.942 99,99% 

 
4.5.3.4 Alokasi Anggaran 
 

NO Program /Kegiatan Anggaran Realisasi % 

Penanggulangan Bencana 

1 Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota 

2.562.120 
 

2.557.000 99,80 

2 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

409.236.260 408.698.560 99,87 

3 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 
526.839.240 526.224.000 99,88 
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4.5.3.5 Dukungan Personil 
BPBD menempatkan tenaga personalianya berdasarkan pada 

latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi 

ke dalam 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Upaya peningkatan 

Sumber Daya Aparatur terus digiatkan seiring dengan tuntutan 

perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya 

Aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif 

sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era 

global. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur dari segi 

kualitas dan kuantitas tiap tahun terus dilakukan sesuai dengan 

kondisi kubutuhan dan anggaran yang ada. Upaya yang ditempuh 

guna peningkatan kualitas diantaranya adalah dengan 

mengikutsertakan aparatur BPBD pada pendidikan dan pelatihan, 

kursus, bimbingan teknis dan non teknis, serta diklat lainnya yang 

mengacu pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki BPBD Kabupaten Lombok Barat 

sebanyak 76 orang yang dapat dilihat pada rincian berikut ini: 

 
NO 

 

PEGAWAI JUMLAH 

1 Pejabat Struktural 6 

2 Fungsional Tertentu 6 

3 Pegawai Negeri Sipil (Staf) 15 

4 Kontrak (TSBD) 49 

JUMLAH 76 

 

4.5.3.6 Permasalahan dan Solusi 

 Permasalahan  

Masih minimnya penganggaran pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam menunjang 

kegiatan operasional  pencapaian SPM khusunya sub Urusan 

Bencana. 

 Solusi 

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengoptimalkan 

pencapaian SPM dengan Dana BTT ( Belanja Tak Terduga ). 

2. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan Pemangku 

Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana di daerah. 
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4.6 Urusan Sosial 

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 

Jenis layanan dasar untuk kabupaten/kota bidang sosial yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah:  

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti 

Sosial; 

b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; 

c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; 

d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan 

Pengemis di luar Panti Sosial; dan 

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap 

Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. 

4.6.2 Target Pencapaian SPM 

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian 
Target 

Capaian 
(%) 

1 Rehabilitasi sosial dasar 
penyandang disabilitas 

terlantar di luar panti  

Persentase penyandang 
disabilitas terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya 
di luar panti 

100 

2 Rehabilitasi sosial dasar 
anak terlantar di luar 
panti  

Persentase anak terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 
di luar panti 

100 

3 Rehabilitasi sosial dasar 
lanjut usia terlantar di 

luar panti 

Persentase lanjut usia terlantar 
yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

100 

4 Rehabilitasi sosial tuna 

sosial khususnya 
gelandangan dan 
pengemis di luar panti 

Persentase tuna sosial 

khususnya gelandangan dan 
pengemis yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di luar 

panti 

100 

5 Perlindungan dan 

jaminan sosial pada saat 
setelah tanggap darurat 
bencana bagi korban 

bencana Kabupaten/Kota 

Persentase korban bencana 

alam dan sosial yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya pada saat 
dan setelah tanggap darurat 

bencana daerah kabupaten/kota 

100 

 

4.6.3 Realisasi 

Realisasi pencapaian adalah target yang dapat dicapai atau 

direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 

dengan membandingkannya terhadap rencana target yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Adapun capaian penerapan SPM Bidang Sosial 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut :  

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian 

Target 

Capaian 
(jiwa) 

Capaian 
(jiwa) 

Persen 
(%) 

1 Rehabilitasi sosial 
dasar penyandang 
disabilitas 

terlantar di luar 
panti  

Persentase 
penyandang disabilitas 
terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di luar panti 

791 791 100 

2 Rehabilitasi sosial 
dasar anak 
terlantar di luar 

panti  

Persentase anak 
terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

2373 1349 56,85 

3 Rehabilitasi sosial 

dasar lanjut usia 
terlantar di luar 

panti 

Persentase lanjut usia 

terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

980 980 100 

4 Rehabilitasi sosial 
tuna sosial 

khususnya 
gelandangan dan 

pengemis di luar 
panti 

Persentase tuna sosial 
khususnya 

gelandangan dan 
pengemis yang 

terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di luar panti 

10 10 100 

5 Perlindungan dan 
jaminan sosial 
pada saat setelah 

tanggap darurat 
bencana bagi 
korban bencana 

Kabupaten/Kota 

Persentase korban 
bencana alam dan 
sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 
pada saat dan setelah 
tanggap darurat 

bencana daerah 
kabupaten/kota 

1288 1288 100 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari lima indikator SPM bidang sosial 

terdapat satu indikator yang belum memenuhi target yaitu persentase 

layanan anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. 

Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang mendukung 

kegiatan ini. 

Salah satu indikator yang telah memenuhi target yaitu persentase 

korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, 

hal ini dikarenakan telah tersedianya tim Tanggap Darurat Bencana 

(Tagana) sebagai tim reaksi cepat pada saat bencana terjadi. Selain itu 

peran serta masyarakat dan berbagai pihak dalam penanganan korban 

bencana menjadi pendukung yang juga berperan dalam pencapaian target 

tersebut. Untuk penanganan korban bencana, alokasi anggaran yang 

digunakan bersumber dari dana Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemerintah 
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Kabupaten Lombok Barat, bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Barat serta Bantuan dari Kementerian Sosial. 

 

4.6.4 Alokasi Anggaran 
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022, anggaran Dinas Sosial sebesar 

Rp.34.171.000.463,00. Dari anggaran tersebut sebesar 

Rp.276.617.780,00 dialokasikan untuk pelaksanaan SPM. 

No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Jumlah Anggaran 

(Rp.) 

1 Program Rehabilitasi Sosial 257.286.110 

 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial 

211.666.820 

 Penyediaan Alat Bantu 202.274.590 

 Pemberian bimbingan fisik, mental, 
spiritual dan sosial 

9.392.230 

 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 
Sosial 

45.619.290 

 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 30.980.000 

 Pemberian Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 

6.511.840 

 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan 
dan Kesehatan Dasar 

3.074.820 

 Pemberian Layanan Rujukan 5.052.630 

2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 15.526.420 

 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 15.526.420 

 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 7.872.420 

 Pemantauan terhadap Pelaksanaan 
Pemeliharaan Anak Terlantar 

7.653.620 

3 Program Penanganan Bencana 3.804.630 

 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 
Sosial Kabupaten/Kota 

3.804.630 

 Penyediaan Makanan 2.104.420 

 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 1.700.210 

Jumlah 276.617.160 

 
4.6.5 Dukungan Personil 

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau 

pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian 

SPM bidang sosial. Dukungan personil ini menjadi sangat penting 

dalam penerapan SPM secara optimal. Kondisi personil Dinas 

Sosial Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 disajikan pada tabel 

berikut : 
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No. Uraian Jumlah 

1 Menurut Jenis Pegawai: 57 

 a. Pegawai Negeri Sipil 43 

 b. Tenaga Kontrak 14 
  

 
 

2 Menurut Jenis Kelamin: 43 

 a. Laki-laki 20 

 b. Perempuan 23 
  

 
 

3 Menurut Jabatan: 43 

 a. Eselon II 1 

 b. Eselon III 5 

 c. Eselon IV 2 

 d. Fungsional Ahli Muda 13 

 e. Fungsional Umum/Pelaksana 22 
  

 
 

4 Menurut Tingkat Pendidikan: 43 

 a. Sekolah Dasar/Sederajat - 

 b. SMP/Sederajat 1 

 c. SMA/Sederajat 14 

 d. D1 s/d D3 4 

 e. S1 18 

 f. S2 6 
  

 
 

5 Menurut Diklat Penjenjangan 5 

 a. Diklat Pim II 1 

 b. Diklat Pim III - 

 c. Diklat Pim IV 4 

 
4.6.6 Permasalahan dan Solusi 

 Permasalahan  

1. Pengalokasian anggaran untuk pencapaian pemenuhan SPM yang 

masih kurang; 

2. Dinas Sosial belum memiliki jumlah karyawan yang memadai untuk 

menangani sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang ada; 

3. Masih banyak Pekerja Sosial Masyarakat dan unsur PSKS yang 

belum memiliki skill dalam case work/pekerjaan sosial sehingga 

belum optimal dalam penanganan PMKS di kecamatan; 

4. Kurang memadainya gedung PKH yang berlokasi di Dinas Sosial; 

5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pencapaian SPM, 

sebagai contoh tidak adanya mobil resque yang khusus untuk 

menangani PMKS. Sementara ini hanya terdapat mobil resque untuk 

penanganan bencana alam. 

 Solusi 
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1. Pada saat penyusunan anggaran agar direncanakan sebaik mungkin 

serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM untuk 

mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran; 

2. Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait 

dengan anggaran untuk pemenuhan SPM agar lebih diprioritaskan 

mengingat hal tersebut adalah pelayanan dasar yang wajib untuk 

dilaksanakan oleh setiap daerah;  

3. Melalukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan 

penambahan SDM serta mengoptimalkan kinerja sejumlah 

karyawan yang ada;  

4. Mengikutsertakan para pekerja sosial masyarakat ataupun unsur 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya dalam 

pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan yang berkaitan 

dengan pekerjaan sosial; 

5. Penyewaan gedung PKH agar dapat memaksimalkan kinerja pegawai 

dan dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.  

6. Mengoperasikan dan mengoptimalkan rumah aman (Rumah Singgah 

dan Rumah Perlindungan Trauma Center) yang baru agar dapat 

memfasilitasi segala kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

7. Pengadaan tambahan mobil resque untuk menangani PMKS 

penyandang disabilitas dan gangguan jiwa agar dapat memberikan 

penanganan dan pelayanan yang lebih optimal terhadap PMKS. 
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4.7 Program dan Kegiatan 

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 

NO ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 
AWAL 
(2020) 

Target Capaian 

2022 2022 

PENDIDIKAN 

1 APK         

  Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD Persen 88,52 84 89 

  Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Persen 101,36 100 101,78 

  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Persen 101,25 100 115,7 

2 Angka Partisipasi Murni         

  Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Persen 99 100 99,88 

  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Persen 95,88 96,5 99,94 

3 Angka Putus Sekolah         

  Angka Putus Sekolah SD/MI Persen 0,04 0,03 0,029 

  Angka Putus Sekolah SMP/MTS Persen 0,19 0,17 0,169 

4 Angka Kelulusan         

  Angka Lulusan SD/MI Persen 100 100 100 

  Angka Lulusan SMP/MTS Persen 100 100 100 

5 Angka Partisipasi Kesetaraan Penduduk Usia 7 - 18 Tahun Persen 100 100 74,55 

6 Angka Partisipasi Kesetaraan Penduduk Usia 25  Tahun ke atas Persen 100 100 36,24 

7 Jumlah Guru Kualifikasi S1/DIV Persen 79,33 82 83,9 

KESEHATAN 

1 Angka Kematian Bayi Per 1000 
KH 

2,89 2,88 3,45 

2 Angka Kematian Ibu Per 
100.000 KH 

98,86 71,23 80,17 

3 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Indeks 0,15 0,3 0,18 
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NO ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 
AWAL 
(2020) 

Target Capaian 

2022 2022 

4 Prevalensi Stunting  Persen 29 21 18,98 

5 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar dan Kompetensi Persen 85 95 95,00 

6 Persentase Sarana Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Industri Rumah Tangga yang memiliki Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan dan Makanan Minuman yang Sesuai Standar 

Persen 84 90 100,00 

7 Kelas Rumah Sakit (RSUD PPP) Kelas C B B 

8 Kelas Rumah Sakit (RSUD AMN)     C C 

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

1 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Persen 69,56 73,87 74,33 

2 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Persen 60,38 61,38 61,45 

3 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak Persen 81,12 82,92 83,08 

4 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak Persen 86,63 87,31 87,57 

5 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan terlindungi 

Persen 81,12 82,92 83,08 

6 Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Persen 58,32 61,66 63,17 

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

1 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Persen 15,65 19,5 24,61 

2 Persentase Penanganan kawasan kumuh Persen 25,84 26,1 29,24 

3 Persentase Ketersediaan PSU Persen 70,44 74,24 72,91 

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 

1 Persentase Penegakan Peraturan Daerah yang ditangani Persen 100 100 100 

2 Indeks Risiko Bencana Daerah Indeks 144,3 142 124,24 

3 Indeks Ketahanan Daerah Indeks 0,64 0,66 0,72 

4 Persentase layanan penanggulangan bencana  Persen 100 100 100 

5 Persentase Cakupan pelayanan terhadap pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran sesuai standar 
response time 

Persen 74,47 77 86,04 

Sosial 



Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  

    

           
                                 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022                 221 

 

 

NO ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 
AWAL 
(2020) 

Target Capaian 

2022 2022 

1 Persentase PSKS yang diberdayakan / dikembangkan Persen 56,48 62 67,52 

2 Persentase PMKS / PPKS Yang Tertangani Persen 82,79 83,5 97,3 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2022 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pada Periode Tahun Anggaran 2022, penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan umum di Kabupaten Lombok Barat mengalami 

kemajuan. Sebagian besar urusan pemerintahan dan target pembangunan yang 

direncanakan telah dapat dilaksanakan walaupun masih ada beberapa kegiatan 

yang masih perlu dimaksimalkan. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, antara lain keadaan sarana 

dan prasarana yang belum optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lombok 

Barat akan mengoptimalkan upaya sinergi dan koordinasi antar instansi sehingga 

program / kegiatan-kegiatan dapat terlaksana dengan optimal. 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2022 ini kami buat, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran 

tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2022 dan bermanfaat 

bagi semua pihak serta dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan pada tahun – tahun mendatang. 
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Capaian Keterangan File Bukti Diperbarui Status Keterangan Diperbarui

1.a.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan 1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 

Terakreditasi

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 

tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di satuan PAUD = 24797. Jumlah 

91,00 Sumber Data : Data Pokok 

Pendidikan (Dapodik) dan 

Ada 2023-03-02 

11:09:07

OK 2023-03-13 

11:33:511.a.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi

2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar 

yang menerima perlengkapan dasar peserta 

didik dari Pemerintah Daerah

3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah 

menengah pertama yang menerima 

perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah

4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah 

dasar yang menerima pembebasan biaya 

pendidikan

5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah 

menengah pertama yang menerima 

pembebasan biaya pendidikan

6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 

jenjang sekolah dasar

7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 

jenjang sekolah menengah pertama

8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar

9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah 

menengah pertama

10. jumlah kebutuhan minimal tenaga 

kependidikan pada jenjang sekolah dasar

11. jumlah kebutuhan minimal tenaga 

kependidikan pada jenjang sekolah menengah 

pertama

12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang 

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 

tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 

dasar

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di sekolah dasar = 78565. Jumlah 

anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang 

bersangkutan = 85760

91,61 Sumber Data : Data Pokok 

Pendidikan (Dapodik) dan 

Data EMIS Kemenag Kab. 

Lobat

Ada 2023-02-24 

14:08:06

OK 2023-02-26 

08:52:38

1.a.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi

2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar 

yang menerima perlengkapan dasar peserta 

didik dari Pemerintah Daerah

3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah 

menengah pertama yang menerima 

perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah

4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah 

dasar yang menerima pembebasan biaya 

pendidikan

5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah 

menengah pertama yang menerima 

pembebasan biaya pendidikan

6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 

jenjang sekolah dasar

7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 

jenjang sekolah menengah pertama

8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar

9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah 

menengah pertama

10. jumlah kebutuhan minimal tenaga 

kependidikan pada jenjang sekolah dasar

11. jumlah kebutuhan minimal tenaga 

kependidikan pada jenjang sekolah menengah 

pertama

12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang 

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 

tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 

menengah pertama

Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat 

atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 

37812. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota 

yang bersangkutan = 37346

101,25 Sumber Data : Data Pokok 

Pendidikan (Dapodik) dan 

Data EMIS Kemenag Kab. 

Lobat

Ada 2023-02-24 

14:23:22

OK 2023-02-26 

08:54:54

PELAPORAN IKK 2022

KABUPATEN LOMBOK BARAT

No. IKK IKK Output IKK Outcome Rumus
PEMDA APIP

Kategori Urusan Urusan



1.a.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan 1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan 

terakreditasi

2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan 

yang menerima perlengkapan dasar peserta 

didik dari Pemerintah Daerah

3. Jumlah peserta didik ppendidikan 

kesetaraan yang menerima pembebasan biaya 

pendidikan

4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada 

satuan pendidikan kesetaraan

5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan 

kesetaraan

6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan 

kesetaraan yang memiliki ijazah diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S1)

7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah 

dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, 

sertifikat pendidik dan surat tanda tamat 

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

8. Jumlah kepala sekolah pada satuan 

pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-

IV atau S1

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 

dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang 

sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan 

kesetaraan = 978. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang 

belum menyelesaikan pendidikan dasar dan 

menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 1218

80,30 Sumber Data : Data Pokok 

Pendidikan (Dapodik) dan 

Data EMIS Kemenag Kab. 

Lobat

Ada 2023-03-02 

11:22:55

OK 2023-03-14 

08:41:42

1.b.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang 

memenuhi sarana, prasarana dan alat 

kesehatan (SPA) sesuai standar

Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah 

Penduduk

Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 332. 

Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 726228

0,05 Dikes & Dukcapil Ada 2023-02-24 

14:43:11

OK 2023-02-26 

09:09:34

1.b.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Jumlah RS dibina dan dipersiapkan 

akreditasinya

Persentase RS Rujukan Tingkat 

kabupaten/kota yang terakreditasi

Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 2. Jumlah 

RS di kabupaten/kota = 2

100,00 Dikes Ada 2023-02-10 

15:48:21

OK 2023-02-26 

09:13:12

1.b.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

antenatal

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan 

kesehatan ibu hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan = 12721. Jumlah ibu hamil di 

kabupaten/kota = 14518

87,62 DIKES & SASARAN 

PENDUDUK 

KEPMENKES RI

Ada 2023-03-02 

09:44:11

OK 2023-03-13 

11:50:53

1.b.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

persalinan sesuai standar

Persentase ibu bersalin mendapatkan 

pelayanan persalinan

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan 

persalinan = 12537. Jumlah ibu bersalin di 

kabupaten/kota = 13858

90,47 DIKES & SASARAN 

PENDUDUK 

KEPMENKES RI

Ada 2023-03-02 

09:49:53

OK 2023-03-13 

11:53:20

1.b.5 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

neonatal esensial sesuai standar

Persentase bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar = 12324. Jumlah bayi baru 

lahir di kabupaten/kota = 13198

93,38 DIKES & SASARAN 

PENDUDUK 

KEPMENKES RI

Ada 2023-03-02 

13:20:12

OK 2023-03-13 

11:55:40

1.b.6 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan balita sesuai standar

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai 

standar

Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 

sesuai standar = 46964. Jumlah balita di 

kabupaten/kota = 52240

89,90 DIKES & SASARAN 

PENDUDUK 

KEPMENKES RI

Ada 2023-02-28 

11:39:19

OK 2023-03-13 

11:59:10

1.b.7 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai 

standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang 

mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 

87141. Jumlah anak usia pendidikan dasar di 

kabupaten/kota = 116468

74,82 DIKES & SASARAN 

PENDUDUK 

KEPMENKES RI

Ada 2023-02-28 

13:32:25

OK 2023-03-13 

12:01:06

1.b.8 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar

Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar = 396897. Jumlah 

orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 478561

82,94 DIKES & SASARAN 

PENDUDUK 

KEPMENKES RI

Ada 2023-02-28 

13:51:18

OK 2023-03-13 

12:03:17

1.b.9 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar

Jumlah warga negara usia 60 tahun yang 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 

43454. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di 

kabupaten/kota = 69132

62,86 DIKES & SASARAN 

PENDUDUK 

KEPMENKES RI

Ada 2023-03-16 

14:40:21

OK 2023-03-21 

08:14:34

1.b.10 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Persentase penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar = 43931. Jumlah 

penderita hipertensi di kabupaten/kota = 44637

98,42 Dikes Ada 2023-03-02 

14:14:21

OK 2023-03-13 

12:09:22

1.b.11 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Persentase penderita DM yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar = 7740. Jumlah penderita 

DM di kabupaten/kota = 9366

82,64 Dikes Ada 2023-03-02 

14:26:30

OK 2023-03-13 

12:13:17



1.b.12 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 

Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar = 1015. Jumlah 

penderita ODGJ di kabupaten/kota = 1931

52,56 DIKES Ada 2023-03-02 

14:45:15

OK 2023-03-13 

12:16:17

1.b.13 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Persentase orang terduga TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai standar

Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar = 7461. Jumlah penderita 

TBC di kabupaten/kota = 16351

45,63 DIKES Ada 2023-03-02 

14:50:36

OK 2023-03-13 

12:17:55

1.b.14 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 

tersedia

2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 

kesehatan sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV 

sesuai standar 

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang 

mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar = 25891. Jumlah orang dengan resiko 

terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 30252

85,58 DIKES Ada 2023-03-02 

14:54:34

OK 2023-03-13 

12:19:21

1.c.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di 

WS kewenangan kabupaten/kota (ha)

2. Panjang sungai di kawasan permukiman 

yang rawan banjir di WS kewenangan 

kabupaten/kota (m)

3. Luas kawasan permukiman sepanjang 

pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di 

WS kewenangan kabupaten/kota (HA)

4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg 

rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan 

kab/kota (ha)

5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata 

pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS 

Kewenangan kabupaten/kota

6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata 

pengairan/rencana pengelolaan sumber daya 

air kewenangan kabupaten/kota

7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai 

dan sungai milik pemerintah kab/kota

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir 

yang terlindungi oleh infrastruktur 

pengendalian banjir di WS Kewenangan 

Kab/Kota

Luas kawasan permukiman rawan banjir yang 

terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di 

WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan 

permukiman rawan banjir di WS Kewenangan 

Kab/Kota (ha) = 1

0,00 Tidak Memiliki Wilayah 

Sungai (WS) Kewenangan 

Kabupaten - BWS NT I

(Surat Pernyataan)

Ada 2023-03-24 

12:01:57

OK 2023-03-24 

12:04:31

1.c.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di 

WS kewenangan kabupaten/kota (ha)

2. Panjang sungai di kawasan permukiman 

yang rawan banjir di WS kewenangan 

kabupaten/kota (m)

3. Luas kawasan permukiman sepanjang 

pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di 

WS kewenangan kabupaten/kota (HA)

4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg 

rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan 

kab/kota (ha)

5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata 

pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS 

Kewenangan kabupaten/kota

6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata 

pengairan/rencana pengelolaan sumber daya 

air kewenangan kabupaten/kota

7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai 

dan sungai milik pemerintah kab/kota

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang 

pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang 

terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai 

di WS Kewenangan Kab/Kota 

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan 

abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman 

pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. 

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan 

abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1

0,00 Tidak Memiliki Wilayah 

Sungai (WS) Kewenangan 

Kabupaten - BWS NT I

(Surat Pernyataan)

Ada 2023-03-24 

12:02:52

OK 2023-03-24 

12:05:04

1.c.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Persentase panjang jaringan irigasi primer 

kondisi baik

2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder 

dalam kondisi baik

3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier 

dalam kondisi baik

Rasio luas daerah irigasi kewenangan 

kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan 

irigasi

Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang 

dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), 

ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan 

pelihara (ha) di tahun eksisting = 3.897. luas daerah 

irigasi kewenangan kabupaten/kota = 6.181

63,05 DPUTR Ada 2023-02-26 

11:44:48

OK 2023-02-26 

11:48:01

1.c.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Penetapan dokumen RISPAM 

kabupaten/kota (Ada /Tidak)

2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA 

Kab/Kota (Ada/Tidak)

3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota 

Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)

4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan 

Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan 

SPAM

5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM 

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah lain.

Persentase jumlah rumah tangga yang 

mendapatkan akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah 

tangga di seluruh kabupaten/kota

Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga 

yang mendapatkan akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah 

kabupaten/kota. = 150837. Jumlah total proyeksi 

rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 

181557

83,08 DPUTR Ada 2023-02-26 

11:46:23

OK 2023-02-26 

11:48:21



1.c.5 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Jumlah rumah dengan akses unit 

pengolahan setempat untuk kegiatan 

pemenuhan pelayanan dasar menggunakan 

SPALD S

2. Jumlah rumah dengan akses sambungan 

rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan 

dasar menggunakan SPALD-T

3. Jumlah rumah dengan akses unit 

pengolahan setempat dan data jumlah rumah 

dengan akses sambungan rumah untuk 

kegiatan pemenuhan pelayanan dasar 

menggunakan SPALD S dan SPALD T

4. Jumlah rumah yang sudah menerima 

pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja

5. Jumlah rumah yang sudah menerima 

pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja

6. Jumlah rumah yang sudah menerima 

pelayanan jasa pengolahan air limbah 

domestik

7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S 

akses dasar

8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S 

akses aman

9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T 

akses aman

10. Kinerja penyediaan unit pengolahan 

setempat

Persentase jumlah rumah tangga yang 

memperoleh layanan pengolahan air limbah 

domestik

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan 

berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya 

telah diolah di PLT+  jumlah rumah yang memiliki 

sambungan rumah dan air limbahnya diolah di 

IPALD = 158984. Jumlah rumah di Kabupaten A = 

233172

68,18 DPUTR & DISPERKIM

Jumlah Rumah memakai 

Data Disperkim

Belum tersedianya sarana 

prasarana PLT dan IPALD 

Ada 2023-02-24 

12:20:27

OK 2023-02-26 

10:40:55

1.c.6 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah 

tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) 

yang laik fungsi

2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang 

diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam 

tahun eksisting

3. Penetapan Peraturan Daerah tentang 

Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)

4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota 

tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung 

(Ada/Tidak)

5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan 

dilestarikan

6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan 

strategis daerah kab/kota

7. Jumlah bangunan gedung negara milik 

Pemerintah Kab/Kota

8. Jumlah bangunan gedung negara milik 

pemerintah kabupaten/kota yang 

dipelihara/dirawat

Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung 

yang sesuai peruntukannya = 2153. Jumlah 

Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 2153

100,00 DPMPTSP Ada 2023-02-26 

11:27:04

OK 2023-02-26 

11:48:42

1.c.7 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan 

Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan 

Kab/Kota

2. Panjang jalan yang dibangun

3. Panjang jembatan yang dibangun

4. Panjang jalan yang ditingkatkan 

(struktur/fungsi)

5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan

6. Panjang jalan yang 

direkonstruksi/direhabilitasi

7. Panjang jembatan yang direhabilitasi

8. Panjang jalan yang dipelihara

9. Panjang jembatan yang dipelihara

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 

424878. Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota = 

571584

74,33 DPUTR Ada 2023-02-26 

11:32:04

OK 2023-02-26 

11:49:06



1.c.8.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di 

wilayah kabupaten/kota

2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih 

di wilayah kabupaten/kota

3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang 

tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota

4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina 

Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang 

aktif dengan data termutakhir

5. Tersedianya data dan informasi potensi 

pasar jasa konstruksi di wilayah 

kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang 

bersumber dari APBD Kab/Kota

6. Tersedianya data dan informasi potensi 

pasar jasa konstruksi di wilayah 

kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang 

bersumber dari APBN

7. Tersedianya data dan informasi potensi 

pasar jasa konstruksi di wilayah 

kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang 

bersumber dari pendanaan lainnya

8. Tersedianya data dan informasi paket 

pekerjaan jasa konstruksi sesuai 

kewenangannya yang sudah dan sedang 

dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi 

yang termutakhir secara berkala

9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan 

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang 

memiliki sertifikat kompetensi 

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di 

wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat 

pelatihan operator dan teknis/analis = 918. 

Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis 

di wilayah Kabupaten/Kota = 3040

30,20 DPUTR Ada 2023-02-26 

11:35:28

OK 2023-02-26 

11:49:21

1.c.8.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di 

wilayah kabupaten/kota

2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih 

di wilayah kabupaten/kota

3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang 

tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota

4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina 

Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang 

aktif dengan data termutakhir

5. Tersedianya data dan informasi potensi 

pasar jasa konstruksi di wilayah 

kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang 

bersumber dari APBD Kab/Kota

6. Tersedianya data dan informasi potensi 

pasar jasa konstruksi di wilayah 

kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang 

bersumber dari APBN

7. Tersedianya data dan informasi potensi 

pasar jasa konstruksi di wilayah 

kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang 

bersumber dari pendanaan lainnya

8. Tersedianya data dan informasi paket 

pekerjaan jasa konstruksi sesuai 

kewenangannya yang sudah dan sedang 

dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi 

yang termutakhir secara berkala

9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan 

Rasio proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Jumlah proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi 

= 219. Jumlah total proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya = 219

100,00 DPUTR Ada 2023-02-26 

11:37:50

OK 2023-02-26 

11:49:35

1.d.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan 

rawan bencana dan rencana penanganannya

2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam

3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang 

rumahnya terkena bencana alam

4. Jumlah unit rumah korban bencana yang 

direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi

5. Jumlah unit rumah korban bencana yang 

dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi

6. Jumlah unit rumah korban bencana yang 

dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana 

aksi

7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang 

akan menjadi tempat tinggal sementara korban 

bencana

8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana 

yang terfasilitasi

9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan 

lahan

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi 

rumah layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota 

Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani 

pada tahun n = 42. Jumlah total rencana unit rumah 

korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 

42

100,00 DISPERKIM Ada 2023-02-26 

11:40:43

OK 2023-02-26 

11:51:39



1.d.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

1. Jumlah rumah tangga penerima layanan 

yang telah mendapatkan fasilitasi ganti 

kerugian aset properti berdasarkan rencana 

pemenuhan SPM

2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan 

layanan yang belum mendapatkan fasilitasi 

penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan 

berdasarkan rencana pemenuhan SPM

3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan 

layanan subsidi uang sewa berdasarkan 

rencana pemenuhan SPM

4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan 

layanan yang telah mendapatkan penyediaan 

rumah layak huni berdasarkan rencana 

pemenuhan SPM

5. Jumlah rumah tangga penerima layanan 

yang belum mendapatkan penyediaan rumah 

layak huni berdasarkan rencana pemenuhan 

SPM

6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni 

bagi masyarakat terdampak relokasi program 

pemerintah kabupaten/kota

Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak 

Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + 

Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + 

Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak 

Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena 

relokasi program Pemerintah Daerah yang 

memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1

0,00 DISPERKIM Ada 2023-03-24 

12:13:28

OK 2023-03-24 

12:15:25

1.d.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman 

kumuh &lt; 10 Ha

2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH

3. Jumlah luasan (ha) penanganan 

infrastruktur kawasan kumuh

 Persentase kawasan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 

yang ditangani (ha) = 12300. Luas kawasan 

permukiman kumuh dibawah 10 ha = 42066

29,24 DISPERKIM Ada 2023-02-26 

12:16:06

OK 2023-02-26 

12:18:30

1.d.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

1. Jumlah rumah di kab/kota

2. Jumlah unit PK RTLH

3. Jumlah rumah tidak layak huni

4. Jumlah rumah yang tidak dihuni

5. Rasio rumah dan KK

6. Jumlah rumah pembangunan baru

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah 

Tidak Layak Huni)

Jumlah unit rumah tidak layak huni = 4760. Jumlah 

total unit rumah kabupaten/kota = 233172

2,04 DISPERKIM Ada 2023-02-26 

12:16:36

OK 2023-02-26 

12:19:01

1.d.5 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU

2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi 

air minum

3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan 

lingkungan

4. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses 

sanitasi (on site / off site)

5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH

6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses 

PJU

7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi

8. Jumlah pengembang yang terregistrasi

9. Jumlah pengembang yang mendapat 

penyuluhan atau pelatihan

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi 

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Jumlah unit rumah yang sedang dibangun 

terfasilitasi PSU = 23. Jumlah unit rumah kab/kota = 

23

100,00 Perkim Ada 2023-03-24 

21:14:18

OK 2023-03-27 

11:33:10

1.e.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan 

trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani

2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan 

dikukuhkan

3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki 

kualitas sebagai PPNS

5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda 

dan Perkada serta penanganan gangguan 

trantibum

6. Tersedianya sarana prasarana minimal

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan

Jumlah pengaduan yang ditangani = 5426. Jumlah 

pengaduan pelanggaran yang masuk = 5498

98,69 SATPOLPP LOBAR Ada 2023-03-13 

13:12:09

OK 2023-03-13 

13:15:53

1.e.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang 

ditegakkan = 8. Jumlah keseluruhan Perda dan 

Perkada yang memuat sanksi = 8

100,00 SATPOLPP LOBAR Ada 2023-01-25 

12:02:53

OK 2023-02-26 

13:51:01

1.e.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

1. Persentase penyelesaian dokumen KRB 

sampai dengan dinyatakan sah/legal

2. Persentase jumlah penduduk di kawasan 

rawan bencana yang memperoleh informasi 

rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana = 128863. Jumlah warga 

negara yang memperoleh layanan informasi rawan 

bencana sesuai target yang ditetapkan = 128863

100,00 BPBD Ada 2023-03-23 

22:31:51

OK 2023-03-23 

22:33:54



1.e.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

1. Persentase penyelesaian dokumen RPB 

sampai dinyatakan sah/legal

2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon 

sampai dinyatakan sah/legal

3. Persentase jumlah aparatur dan warga 

negara yang ikut pelatihan

4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan

5. Persentase warga negara yang mendapat 

layanan pusdalops penanggulangan bencana 

dan sarana prasarana penanggulangan bencana

6. Persentase warga negara yang mendapat 

peralatan perlindungan

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana  = 

41060. Jumlah warga negara yang berada di 

kawasan rawan bencana = 41060

100,00 BPBD Ada 2023-03-23 

22:32:13

OK 2023-03-23 

22:34:32

1.e.5 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 

jam untuk setiap status KLB

2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 

jam untuk setiap status darurat bencana

3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam 

penanganan darurat bencana

4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, 

ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian 

bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 

13942. Jumlah warga negara yang menjadi korban 

bencana = 13943

99,99 BPBD Ada 2023-02-07 

21:41:09

OK 2023-02-26 

14:05:45

1.e.6 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan 

evakuasi pada kondisi membahayakan 

manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

di kabupaten/kota

2. Tersedianya pos sektor damkar yang 

dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana 

prasarana penyelamatan di kantor kecamatan

3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang 

dilaksanakan secara bergantian (shift) di 

kantor kecamatan

4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan 

sarana/prasarana damkar, sarana prasarana 

penyelamatan dan evakuasi di setiap 

keluarahan/desa

5. Jumlah dan jenis sarana prasarana 

pemadaman, penyelamatan dan evakuasi

6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang 

memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam 

sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam 

Kebakaran

7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan 

Dimas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan atau perangkat daerah yang 

menyelenggarakan sub urusan kebakaran

Persentase pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran 

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan 

evakuasi korban dan terdampak kebakaran di 

kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh 

Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah 

layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk 

= 37. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota 

= 43

86,05 DINAS PEMADAM 

KEBAKARAN KAB. 

LOBAR. Jumlah kejadian 

kebakaran tahun 2022 

sebanyak 43 kejadian (37 

kejadian yang respone time)

Ada 2023-02-26 

15:10:30

OK 2023-02-26 

15:13:27

1.e.7 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

Waktu tanggap (response time) penanganan 

kebakaran

Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, 

penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan 

kesiapan pemadaman kebakaran

14,83 DINAS PEMADAM 

KEBAKARAN KAB. 

LOBAR. Dari keseluruhan 

waktu tanggap dalam kurun 

waktu satu tahun adalah 683 

dibagi 43 sama dengan rata-

rata 14,83 menit setiap 

kejadian (dibulatkan 15 

Menit).

Ada 2023-02-26 

15:11:19

OK 2023-02-26 

15:14:14



1.f.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Sosial 1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang 

dimiliki

2. Jumlah data penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar 

dan gepeng yang untuk masuk dalam data 

terpadu FM dan OTM

3. JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk

4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang dijangkau

5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses 

khusus layanan kedaruratan yang dimiliki

6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang menerima paket permakanan sesuai 

standar gizi

7. Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat 

tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar

8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang menerima paket sandang

9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang memanfaatkan alat bantu

10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah 

singgah/shelter

11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang 

Persentase (%) penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar 

dan gelandangan pengemisyang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator 

SPM)

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan 

pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 

panti = 1243. Populasi penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 

gelandangan pengemis = 4175

29,77 DINAS SOSIAL Ada 2023-02-26 

16:19:33

OK 2023-02-26 

16:22:17

1.f.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Sosial 1. Jumlah korban bencana yang mendapat 

makanan

2. Jumlah korban bencana yang menerima 

paket sandang

3. Jumlah tempat penampungan pengungsi 

yang dimiliki

4. Jumlah paket permakanan khusus bagi 

kelompok rentan

5. Jumlah korban bencana yang meneriman 

pelayanan dukungan psikososial

6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga 

kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial 

yang tersedia

Persentase korban bencana alam dan sosial 

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/kota

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun 

anggaran = 1288. Populasi korban bencana alam dan 

sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan 

perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan 

setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/kota = 1210

106,45 DINAS SOSIAL ( Target 

sesuai SPM)

Ada 2023-03-06 

09:32:28

OK 2023-03-21 

08:30:29

2.a.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja 1. Dokumen perencanaan tenaga kerja 

kabupaten/kota.

2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam 

rencana tenaga kerja.

3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana 

tenaga kerja di kabupaten/kota.

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang 

mengacu ke rencana tenaga kerja

Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan 

yang mengacu ke RTKD = 13. Jumlah kegiatan 

keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 

13

100,00 DISNAKER Ada 2023-02-26 

16:49:18

OK 2023-02-26 

17:05:40

2.a.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja 1. Persentase penerapan Program PBK dengan 

kualifikasi klaster

2. Persentase instruktur 

bersertifikatkompetensi

3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta 

pelatihan

4. Persentase LPK yang terakreditasi

5. Persentase LPK yang memiliki perizinan

6. Jumlah penganggur yang dilatih

7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan

8. Persentase penyerapan lulusan

9. Lulusan bersertifikat kompetensi

10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

yang diberikan pelatihan

11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran 

Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja 

Indonesia (CTKI)

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 

Kompetensi

Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat 

kompetensi = 855. Jumlah tenaga kerja keseluruhan 

= 19891

4,30 Dinas Tenaga Kerja Ada 2023-02-09 

16:03:05

OK 2023-02-26 

17:13:41

2.a.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja 1. Persentase perusahaan yang menerapkan 

program peningkatan produktivitas

2. Data tingkat produktivitas total

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 

14556000. Jumlah tenaga kerja  = 377544

3855,44 Disnaker akermenggunakan 

data BPS Provinsi dan BPS 

lombok barat

Ada 2023-03-08 

14:39:11

OK 2023-03-13 

13:22:02



2.a.4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja 1. Persentase perusahaan yang telah memiliki 

Peraturan Perusahaan (PP)

2. Persentase perusahaan yang telah memiliki 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi 

SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang 

tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, 

SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan 

anggota SP/SB di perusahaan

4. Persentase perusahaan yang sudah 

menyusun struktur skala upah.

5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar 

sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan

6. Persentase jumlah perusahaan yang 

berselisih

7. Jumlah mogok kerja

8. Jumlah penutupan perusahaan

9. Jumlah perselisihan kepentingan

10. Jumlah perselisihan antar Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) 

perusahaan

11. Jumlah perselisihan PHK

12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK

13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan 

melalui perundingan bipartite

14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit 

kabupaten/kota yang diberdayakan

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata 

kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS 

Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar 

peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola 

kerja yang layak = 155. Jumlah Perusahaan = 586

26,45 Dinas Tenaga Kerja Ada 2023-02-09 

16:09:32

OK 2023-03-23 

22:36:23

2.a.5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja 1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di 

wilayah kabupaten/kota

2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di 

kab/kota

3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah 

kab/kota

4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar 

dalam satu kabupaten/kota

5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 

Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu 

wilayah kab/kota

7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh 

dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.

8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui 

Informasi Pasar Kerja (IPK) Online 

(SISNAKER)

9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia 

(CTKI)yang mendapatkan sosialisasi

10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia 

(CTKI)yang terdata

11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

yang mendapatkan fasilitasi kepulangan

12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan 

(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme 

layanan Antar Kerja dalam wilayah 

kabupaten/kota 

Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 

6233. Jumlah pencaker yang terdaftar = 6498

95,92 Dinas Tenaga Kerja Ada 2023-02-09 

16:11:07

OK 2023-03-23 

22:37:08

2.g.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah 

kabupaten/kota yang telah dilatih PUG

2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah 

yang sudah dievaluasi melalui analisis gender 

di tingkat kabupaten/kota

Persentase ARG pada belanja langsung APBD Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD 

= 2751564240. Jumlah seluruh belanja operasi dan 

modal APBD   = 1583702089972

0,17 DP2KBP3A Ada 2023-02-26 

19:01:25

OK 2023-02-26 

19:02:55

2.g.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) 

yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas 

pppa) untuk melakukan KIE pencegahan 

kekerasan terhadap anak

2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah 

memiliki standar pelayanan minimal

3. Persentase korban kekerasan anak yang 

terlayani

4. Jumlah lembaga layanan anak yang 

mendapat pelatihan

5. Jumlah lembaga layanan anak yang 

mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh 

pemkab/kota (APBD kab/kota)

Persentase anak korban kekerasan yang 

ditangani instansi terkait kabupaten

Jumlah  anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 

korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat 

kabupaten/kota yang didampingi = 102. Jumlah 

anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 

tahun) = 102

100,00 DP2KBP3A Ada 2023-03-15 

09:56:15

OK 2023-03-21 

08:33:44



2.g.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak

1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang 

bergerak dlm bidang perempuan tingkat 

kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan

2. Jumlah kader perempuan tingkat 

kabupaten/kota yang sudah dilatih

3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan 

perempuan yang mendapat pelatihan

4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan 

perempuan yang mendapatkan bantuan 

keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota

5. Jumlah kebijakan/program pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan termasuk 

TPPO pada perangkat daerah yang sudah 

dievaluasi

6. Jumlah lembaga penyediaan layanan 

perlindungan hak perempuan yg telah 

terstandardisasi

7. Persentase korban kekerasan perempuan 

yang terlayani

Rasio kekerasan terhadap perempuan, 

termasuk TPPO (per 100.000 penduduk 

perempuan)

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 30. 

Jumlah penduduk perempuan = 363701

8,25 DP2KBP3A Ada 2023-02-09 

10:31:18

OK 2023-02-26 

19:25:00

2.h.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan 1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan 

sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan 

cadangan pangan

2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan 

pokok dan pangan lainnya

3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah 

untuk pangan lokal

4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi 

pangan yang beragam dan bergizi seimbang

5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan 

pangan

6. Tertanganinya kerawanan pangan

7. Tersalurkannya cadangan pangan pada 

daerah rentan rawan pangan

8. Terlaksananya pengawasan keamanan 

pangan segar

Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya 

cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)

Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota 

= 114722.37. Jumlah target cadangan pangan 

pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 

84346.3

136,01 DINAS KETAHANAN 

PANGAN

Ada 2023-02-07 

11:29:55

OK 2023-02-26 

19:32:44

2.i.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (KKPR)Yang Diterbitkan Oleh 

Bupati/Wali kota

2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari 

Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan 

Daftar Subyek

3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.

4. Dokumen Izin membuka tanah

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah 

Kabupaten/Kota

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai 

dengan peruntukkan tanahnya diatas izin 

lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi 

yang diterbitkan

Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 827687. seluruh luas 

tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 827687

100,00 DPMPTSP Ada 2023-02-26 

20:10:07

OK 2023-02-26 

20:15:42

2.i.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh 

Bupati/Wali kota

2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari 

Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan 

Daftar Subyek

3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.

4. Dokumen Izin membuka tanah

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah 

Kabupaten/Kota

Persentase penetapan tanah untuk 

pembangunan fasilitas umum

Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan 

fasilitas umum = 0. Jumlah kebutuhan tanah untuk 

pembangunan fasilitas umum = 1

0,00 BPKAD : Surat Pernyataan 

(tidak ada penetapan tanah 

untuk fasilitas umum

Ada 2023-03-24 

12:31:53

OK 2023-03-24 

12:34:25



2.i.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh 

Bupati/Wali kota

2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari 

Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan 

Daftar Subyek

3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.

4. Dokumen Izin membuka tanah

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya lokasi pembangunan dalam 

rangka penanaman modal.

Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan 

peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 826189. Luas tanah 

di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(KKPR) yang diterbitkan = 826189

100,00 DPMPTSP Ada 2023-02-10 

12:18:39

OK 2023-02-26 

19:48:35

2.i.4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh 

Bupati/Wali kota

2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari 

Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan 

Daftar Subyek

3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.

4. Dokumen Izin membuka tanah

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) 

yang siap diredistribusikan yang berasal dari 

Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah 

Absentee

Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan 

luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 

ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 

1

0,00 BPKAD : Surat Pernyataan Ada 2023-03-24 

12:32:31

OK 2023-03-24 

12:34:47

2.i.5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh 

Bupati/Wali kota

2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari 

Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan 

Daftar Subyek

3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.

4. Dokumen Izin membuka tanah

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya tanah untuk masyarakat Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan 

Izin Membuka Tanah = 827687. Luas Izin 

Membuka Tanah yang diterbitkan = 827687

100,00 DPMPTSP Ada 2023-02-26 

20:11:48

OK 2023-02-26 

20:16:00

2.i.6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (KKPR)Yang Diterbitkan Oleh 

Bupati/Wali kota

2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari 

Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan 

Daftar Subyek

3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan 

Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.

4. Dokumen Izin membuka tanah

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah 

Kabupaten/Kota

Penangan sengketa tanah garapan yang 

dilakukan melalui mediasi

Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. 

Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 1

0,00 BPKAD : Surat Pernyataan Ada 2023-03-24 

12:33:08

OK 2023-03-24 

12:35:08

2.j.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup 1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap:

a. Indeks kualitas air (IKA)

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

c. Indeks Kualitas Lahan(IKL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Kab/Kota

64,73  IKLH Kab/Kota = (IKA 

0,376) + (IKU 0,405) + 

(IKL 0,219). 

64.73= (46,72 x 0,376) + 

(91,20 x 0,405) + (46,72 x 

0,219). DLH KAB.LOBAR

Ada 2023-03-02 

09:27:16

OK 2023-03-21 

08:44:21

2.j.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup Tersedianya data dan informasi penanganan 

sampah di wilayah kabupaten/kota

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah 

Kab/Kota

Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 

114081.28. Jumlah seluruh Total vol timbunan 

sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 185760.66

61,41 DLH KAB.LOBAR Ada 2023-03-02 

09:28:08

OK 2023-03-21 

08:46:36



2.j.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup 1. Data izin PPLH dan PUU LH yang 

diterbitkan oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota

2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah 

(PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang 

diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota

3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH 

yang berada di Daerah kabupaten/ kota

4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan masyarakat 

hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang diberikan diklat

5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait 

izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang 

di terbitkan oleh Pemerintah daerah 

kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya 

di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH 

dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kab/Kota

Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin 

PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 5. 

usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 5

100,00 DLH KAB.LOBAR Ada 2023-03-02 

09:29:06

OK 2023-03-21 

08:48:20

2.k.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan akta perkawinan

2. Penerbitan akta perceraian

3. Penerbitan akta kematian

4. Penyajian data kependudukan

Perekaman KTP elektronik Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang 

memiliki KTP = 504530. Jumlah penduduk 17 tahun 

ke atas = 507250

99,46 Dinas Dukcapil Ada 2023-03-24 

01:29:51

OK 2023-03-24 

01:34:21

2.k.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan akta perkawinan

2. Penerbitan akta perceraian

3. Penerbitan akta kematian

4. Penyajian data kependudukan

Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 

(satu) hari yang memiliki KIA

Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari 

yang sudah memiliki KIA = 53925. Jumlah anak 

usia 0-17 tahun = 225459

23,92 Dinas Dukcapil Ada 2023-03-24 

01:30:56

OK 2023-03-24 

01:34:58

2.k.1.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil

1.    Penerbitan akta perkawinan

2.    Penerbitan akta perceraian

3.    Penerbitan akta kematian

4.    Penyajian data kependudukan

 


Kepemilikan akta kelahiran Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki 

akta lahir = 217391. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 

234513

92,70 Dinas Dukcapil Ada 2023-03-24 

01:32:40

OK 2023-03-24 

01:35:30

2.k.1.4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan akta perkawinan

2. Penerbitan akta perceraian

3. Penerbitan akta kematian

4. Penyajian data kependudukan

Jumlah PD yang telah memanfaatkan data 

kependudukan berdasarkan perjanjian kerja 

sama 

Jumlah PD yang telah memanfaatkan data 

kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 

15. Jumlah PD = 42

35,71 Dinas Dukcapil (Jumlah PD 

sesuai Perda Kab.Lobar 

Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah 

Kab. Lombok Barat)

Ada 2023-03-28 

20:33:53

OK 2023-03-28 

20:36:14

2.l.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan masyarakat dan 

desa

1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja 

sama antar desa

2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama 

antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah 

desa yang melakukan kerja sama antar desa 

tahun sebelumnya

3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam 

peningkatan kapasitas dan diberdayakan

4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga adatnya 

melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan 

pemberdayaan

Persentase pengentasan desa tertinggal Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa 

berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa 

Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal 

(per-awal tahun n) = 1

0,00 DPMD Ada 2023-03-24 

12:48:24

OK 2023-03-24 

12:53:31



2.l.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan masyarakat dan 

desa

1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja 

sama antar desa

2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama 

antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah 

desa yang melakukan kerja sama antar desa 

tahun sebelumnya

3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam 

peningkatan kapasitas dan diberdayakan

4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga adatnya 

melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan 

pemberdayaan

Persentase peningkatan status desa mandiri Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria 

desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa 

Membangun per tahun = 65. Jumlah desa 

berkembang (per-awal tahun n) = 71

91,55 DPMD Ada 2023-03-24 

01:26:01

OK 2023-03-24 

01:36:26

2.m.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana

1. Tersedianya dokumen Grand Design 

Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-

Perdakan

2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan 

(MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun 

(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

4. Persentase masyarakat yang terpapar isi 

pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)

5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan 

dan mitra kerja (termasuk organisasi 

kemasyarakatan) yang berperan serta aktif 

dalam pengelolaan program KKBPK

TFR (Angka Kelahiran Total) 2,33 DP2KBP3A Ada 2023-02-09 

10:50:12

OK 2023-03-23 

22:56:36

2.m.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana

1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) 

yang siap melayani KB MKJP

2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki 

Kelompok Kerja KKBPK yang efektif

4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern 

(Modern Contraceptive Prevalence 

Rate/mCPR)

Jumlah peserta KB Aktif Modern = 84975. Jumlas 

Pasangan Usia Subur = 132241

64,26 DP2KBP3A Ada 2023-02-09 

11:15:26

OK 2023-03-23 

23:01:21

2.m.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana

1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan 

Kota dengan kesertaan rendah

2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima 

Bantuan Iuran (PBI)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak 

terpenuhi (unmet need)

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 

= 27516. Jumlas Pasangan Usia Subur = 132241

20,81 DP2KBPA Ada 2023-03-10 

07:55:28

OK 2023-03-23 

23:11:54

2.n.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perhubungan 1. Persentase tersedianya fasilitas 

penyelenggaraan terminal penumpang 

angkutan jalan Tipe C

2. Terlaksananya pelayanan uji berkala

3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota 

dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan 

dan pedesaan kelas ekonomi

4. Persentase pelaksanaan manajemen dan 

rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 

Kabupaten atau Kota

Rasio konektivitas kabupaten/kota 0,37 DINAS PERHUBUNGAN Ada 2023-03-24 

21:18:12

OK 2023-03-27 

00:27:45

2.n.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perhubungan 1. Persentase tersedianya fasilitas 

penyelenggaraan terminal penumpang 

angkutan jalan Tipe C

2. Terlaksananya pelayanan uji berkala

3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota 

dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan 

dan pedesaan kelas ekonomi

4. Persentase pelaksanaan manajemen dan 

rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 

Kabupaten atau Kota

Kinerja lalu lintas kabupaten/kota 0,30 DINAS PERHUBUNGAN Ada 2023-02-16 

13:49:31

OK 2023-03-23 

23:26:23



2.o.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika 1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi 

di Jaringan Intra Pemerintah atau 

menggunakan akses internet yang diamankan 

yang disediakan oleh Dinas Kominfo

2. Persentase perangkat daerah yang 

menggunakan akses internet yang berkualitas 

yang disediakan Dinas Kominfo

3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi 

intra pemerintah yang disediakan Dinas 

Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan 

sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan 

intra pemerintah

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang 

terhubung dengan akses internet yang 

disediakan oleh Dinas Kominfo

Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet 

yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 42. Jumlah 

PD = 42

100,00 Diskominfotik Ada 2023-03-10 

08:05:38

OK 2023-03-23 

23:30:32

2.o.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika 1. Persentase kegiatan (event), perangkat 

daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah 

Daerah yang dimanfaatkan secara daring 

dengan memanfaatkan domain dan sub 

domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai 

dengan PM Kominfo No.5/2015

2. Persentase perangkat daerah yang memiliki 

portal dan situs web yang sesuai standar

3. Persentase perangkat daerah yang 

mengimplementasikan layanan aplikasi umum 

dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan

4. Persentase layanan SPBE (layanan publik 

dan layanan administrasi pemerintahan) yang 

tercantum dalam dokumen proses bisnis yang 

telah diimplementasikan secara elektronik

5. Persentase layanan SPBE (layanan publik 

dan layanan administrasi pemerintahan) yang 

memanfaatkan sertifikat elektronik

6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar 

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

7. Persentase layanan publik dan layanan 

administrasi yang terintegrasi dengan sistem 

penghubung layanan pemerintah

8. Persentase perangkat daerah yang 

menggunakan layanan pusat data pemerintah

Persentase Layanan Publik yang 

diselenggarakan secara online dan terintegrasi 

Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara 

online dan terintegrasi = 189. Jumlah Layanan 

Publik = 189

100,00 Diskominfotik Ada 2023-01-25 

08:15:08

OK 2023-03-23 

23:33:21

2.o.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika Persentase masyarakat yang menjadi sasaran 

penyebaran informasi publik, mengetahui 

kebijakan dan program prioritas pemerintah 

dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran 

penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan 

dan program prioritas pemerintah dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota = 531038. Jumlah penduduk 

= 726228

73,12 Diskominfo dan Dukcapil

(Penerima informasi adalah 

penduduk yang berusia 15 

tahun ke atas)

Ada 2023-03-24 

00:09:28

OK 2023-03-24 

00:11:08

2.p.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan 

menengah

1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha 

simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 

kabupaten/kota

2. Persentase fasilitasi penerbitan izin 

pembukaan kantor cabang, cabang 

pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 

dalam daerah kabupaten/kota

3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan 

yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

4. Persentase usaha simpan pinjam oleh 

koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten/kota

5. Persentase koperasi yang mengikuti 

pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

6. Persentase jumlah anggota operasi yang 

telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten/kota

7. Persentase koperasi yang telah 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

Meningkatnya Koperasi yangberkualitas Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya 

berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 126. 

Jumlah seluruh koperasi aktif = 195

64,62 Data dari Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah

Ada 2023-03-24 

10:10:28

OK 2023-03-24 

12:55:26



2.p.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan 

menengah

1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang 

berskala mikro

2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput 

ke dalam sistem online data system (ODS)

3. Persentase jumlah usaha mikro yang 

bermitra

4. Persentase jumlah usaha mikro yang 

diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan 

sertifikasi produk usaha

5. Persentase jumlah usaha mikro yang 

diberikan dukungan fasilitasi pemasaran

6. Rasio usaha mikro yang diberikan 

dukungan fasilitasi pelatihan

7. Persentase jumlah usaha mikro yang 

diberikan pendampingan melalui lembaga 

pendampingan

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi 

wirasausaha  

Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 

1550. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 16635

9,32 Data Dari Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Lombok Barat

Ada 2023-01-31 

09:30:39

OK 2023-03-24 

01:42:53

2.q Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal 1. PERDA mengenai pemberian 

fasilitas/intensif penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

2. Standar operasional prosedur pelaksanaan 

pemberian fasilitas insentif penanaman modal

3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian 

fasilitas/insentif penanaman modal

4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one 

meeting

5. Kegiatan pameran penanaman modal

6. Kegiatan penerimaan misi penanaman 

modal

7. Konsultasi perizinan dan non perizinan 

penanaman modal

8. Penerbitan perizinan dan non perizinan 

penanaman modal

9. Laporan realisasi penanaman modal

10. Pembinaan aparatur penanaman modal 

tingkat kabupaten/kota

11. Pembinaan penanaman modal PMA dan 

PMDN

12. Tersedianya data dan informasi perizinan 

dan non peizinan kabupaten/kota

Persentase peningkatan investasi di 

kabupaten/kota  

(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-

1) di kabupaten/kota = -351502601409. Jumlah 

investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 

1598998124505

-21,98 Realisasi Investasi PMDN 

dan PMA Tahun 2022 dan 

2021

Ada 2023-02-09 

11:47:56

OK 2023-03-24 

01:47:00

2.r.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan 

kewirausahaan

2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan 

kewirausahaan

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan 

ekonomi mandiri

Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di 

kab/kota = 140. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) 

di kabupaten/kota = 167961

0,08 DISPORA Ada 2023-03-10 

14:54:41

OK 2023-03-24 

01:51:53

2.r.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan 

kader pengembangan kepemimpinan, 

kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan 

pemuda

2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan 

yang mendapat pelatihan manajemen 

organisasi kepemudaan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi 

kepemudaan dan organisasi sosial 

kemasyarakatan

 

Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota 

aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi 

sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 5010. 

jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di 

kabupaten/kota = 167961

2,98 DISPORA Ada 2023-03-10 

15:00:29

OK 2023-03-24 

01:55:10

2.r.3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki 

kompetensi di satuan2 pendidikan

2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi 

tingkat daerah

Peningkatan prestasi olahraga  0,00 DISPORA Ada 2023-03-24 

02:00:46

OK 2023-03-24 

02:01:48



2.s.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik 1. Tersedianya buku profil daerah

2. Jumlah survey statistik sektoral yang 

dilakukan

3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang 

dilakukan

4. Jumlah survey statistik sektoral yang 

mendapat rekomendasi dari BPS

5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang 

mendapat rekomendasi dari BPS

6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan 

statistik

7. Persentase kelengkapan metadata variabel 

dari kegiatan statistik

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun 

perencanaan pembangunan daerah

Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam 

menyusun perencanaan pembangunan daerah = 42. 

jumlah PD = 42

100,00 Diskominfotik Ada 2023-03-17 

14:24:36

OK 2023-03-24 

02:03:25

2.s.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik 1. Tersedianya buku profil daerah

2. Jumlah survey statistik sektoral yang 

dilakukan

3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang 

dilakukan

4. Jumlah survey statistik sektoral yang 

mendapat rekomendasi dari BPS

5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang 

mendapat rekomendasi dari BPS

6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan 

statistik

7. Persentase kelengkapan metadata variabel 

dari kegiatan statistik

Persentase PD yang menggunakan data 

statistik dalam melakukan evaluasi 

pembangunan daerah  

Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam 

melakukan evaluasi pembangunan daerah = 42. 

jumlah PD = 42

100,00 Diskominfotik Ada 2023-03-17 

14:25:11

OK 2023-03-24 

02:04:13

2.t Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Persandian 1. Persentase kegiatan strategis yang telah 

diamankan melalui kegiatan pengamanan 

sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan 

strategis yang harus diamankan

2. Persentase system elektronik yang 

telahmenerapkan prinsip sistem manajemen 

yang telah menerapkan prinsip2 manajemen 

keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi 

persandian dibanding jumlah sistem elektronik 

yang ada pada pemerintah daerah

3. Persentase sistem elektronik/asset informasi 

yang telah diaudit dengan resiko kategori 

rendah

4. Persentase titik yang diamankan dibanding 

dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah 

daerah berdasarkan Pola Hubungan 

Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan

Tingkat keamanan informasi pemerintah  Jumlah nilai per area keamanan informasi = 1.19. 

Jumlah area penilaian = 5

23,80 Diskominfotik Ada 2023-02-03 

13:22:17

OK 2023-03-24 

02:05:52

2.u Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan 1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 

dilindungi (inventarisasi, pengamanan 

pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)

2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 

dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, 

penayaan keberagaman)

3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang 

dimanfaatkan (membangun karakter 

bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang 

dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi 

dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata 

kelola)

5. Register cagar budaya (pendaftaran, 

pengjasian, penetapan, pencatatan, 

pemeringkatan, penghapusan)

6. Perlindungan cagar budaya kab/kota 

(penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan 

pemugaran

7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya 

kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan 

data

8. Pengembangan cagar budaya kab/kota 

(penelitian, revitalisasi, adaptasi)

9. Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam 

hal agama, sosial, pendidikan, ilmu 

Terlestarikannya Cagar Budaya Jumlah cagar budaya  yang dilestarikan = 2. Jumlah 

cagar budaya yang terdata = 2

100,00 Ada 2023-03-24 

21:02:34

OK 2023-03-27 

11:34:53



2.v.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan 

dengan penduduk

2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan 

oleh masyarakat

3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan 

dengan penduduk

4. Persentase perpustakaan sesuai standar 

nasional perpustakaan

5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di 

masyarakat

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 20,57 - Tingkat Kegemaran 

Membaca Kabupaten

- Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat

Ada 2023-03-24 

21:54:18

OK 2023-03-27 

00:32:01

2.v.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih 

media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di 

wilayahnya

2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan 

dialih bahasa

3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang 

tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di 

wilayahnya (item)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 65,93 Sumber Data : Rekap 

UPLM Per Kab/Kota di 

Propinsi NTB

Ada 2023-03-27 

00:42:36

OK 2023-03-27 

00:43:47

2.w.1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan 

daftar arsip

2. persentase arsip in-aktif yang telah 

dibuatkan daftar arsip

3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan 

sarana bantu temu balik

4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan 

dalam SIKN melalui JIKN

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan 

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan 

pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 

43/2009)

52,20 Tingkat Ketersediaan Arsip Ada 2023-03-21 

10:19:47

OK 2023-03-24 

02:40:23

2.w.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat 

bencana yang sesuai NSPK

3. Penyelamatan arsip perangkat daerah 

kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan 

dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang 

sesuai NSPK di kab/kota

4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih 

media yang dikelola oleh lembaga kearsipan 

kab/kota yang sesuai NSPK

5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya 

menjadi kewenangan daerah kab/kota yang 

dinyatakan hilang dalam bentuk daftar 

pencarian arsip yang sesuai NSPK

6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang 

bersifat tertutup yang disimpan di lembaga 

kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 

sebagai bahan pertanggungjawaban setiap 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk kepentingan negara, pemerintahan, 

pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

1,00 Pemusnahan Arsip sesuai 

NSPK

Ada 2023-03-27 

11:12:15

OK 2023-03-27 

11:36:22

3.a Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1. Jumlah rumah tangga nelayan yang 

melakukan diversifikasi usaha (RTP)

2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang 

operasional

3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di 

bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 

dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang 

diterbitkan

4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh 

kegiatan pemberdayaan

(pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan 

pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan 

akses iptek dan informasi/dan penguatan 

kelembagaan)

5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air 

payau yang di produksi

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap 

dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: 

one data KKP) 

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) kabupaten/kota = 37820.17. Target 

Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang 

ditetapkan = 42548.3

88,89 Dinas Kelautan dan 

Perikanan

Ada 2023-03-24 

03:47:06

OK 2023-03-24 

04:31:55



3.b.1 Urusan Pilihan Pariwisata 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, 

fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata

3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per 

sub jenis usaha di kabupaten/kota

4. Jumlah wisatawan mancanegara per 

kebangsaan

5. Jumlah promosi event daerah yang 

terlaksana di dalam negeri

6. Jumlah event luar negeri yang diikuti 

kab/kota

7. Jumlah industri pariwisata daerah yang 

berpartisipasi pada even promosi pariwisata di 

dalam negeri

8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata 

yang disertifikasi

9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor 

kepariwisataan

10. Jumlah lokasi yang memperoleh 

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 

kemitraan usaha masyarakat

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan 

mancanegara per kebangsaan

(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan 

tahun n-1) = 50729. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 

5362

946,08 Dinas Pariwisata Ada 2023-03-24 

04:15:18

OK 2023-03-24 

04:34:01

3.b.2 Urusan Pilihan Pariwisata 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, 

fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata

3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per 

sub jenis usaha di kabupaten/kota

4. Jumlah wisatawan mancanegara per 

kebangsaan

5. Jumlah promosi event daerah yang 

terlaksana di dalam negeri

6. Jumlah event luar negeri yang diikuti 

kab/kota

7. Jumlah industri pariwisata daerah yang 

berpartisipasi pada even promosi pariwisata di 

dalam negeri

8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata 

yang disertifikasi

9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor 

kepariwisataan

10. Jumlah lokasi yang memperoleh 

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 

kemitraan usaha masyarakat

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan 

nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota

(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan 

tahun n-1) = 72278. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 

162569

44,46 Dinas Pariwisata Ada 2023-03-24 

04:15:56

OK 2023-03-24 

04:35:22

3.b.3 Urusan Pilihan Pariwisata 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, 

fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata

3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per 

sub jenis usaha di kabupaten/kota

4. Jumlah wisatawan mancanegara per 

kebangsaan

5. Jumlah promosi event daerah yang 

terlaksana di dalam negeri

6. Jumlah event luar negeri yang diikuti 

kab/kota

7. Jumlah industri pariwisata daerah yang 

berpartisipasi pada even promosi pariwisata di 

dalam negeri

8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata 

yang disertifikasi

9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor 

kepariwisataan

10. Jumlah lokasi yang memperoleh 

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 

kemitraan usaha masyarakat

Tingkat hunian akomodasi Jumlah kamar yang terjual = 192442. Jumlah kamar 

yang tersedia = 833295

23,09 Dinas Pariwisata Ada 2023-03-24 

04:16:53

OK 2023-03-24 

04:36:38



3.b.4 Urusan Pilihan Pariwisata 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, 

fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata

3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per 

sub jenis usaha di kabupaten/kota

4. Jumlah wisatawan mancanegara per 

kebangsaan

5. Jumlah promosi event daerah yang 

terlaksana di dalam negeri

6. Jumlah event luar negeri yang diikuti 

kab/kota

7. Jumlah industri pariwisata daerah yang 

berpartisipasi pada even promosi pariwisata di 

dalam negeri

8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata 

yang disertifikasi

9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor 

kepariwisataan

10. Jumlah lokasi yang memperoleh 

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 

kemitraan usaha masyarakat

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 

harga berlaku

Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB 

= 2771.5. Total PDRB Berlaku = 16561.85

16,73 Lombok Barat Dalam 

Angka Tahun 2023

Ada 2023-03-13 

13:46:07

OK 2023-03-24 

04:38:59

3.b.5 Urusan Pilihan Pariwisata 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, 

fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata

3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per 

sub jenis usaha di kabupaten/kota

4. Jumlah wisatawan mancanegara per 

kebangsaan

5. Jumlah promosi event daerah yang 

terlaksana di dalam negeri

6. Jumlah event luar negeri yang diikuti 

kab/kota

7. Jumlah industri pariwisata daerah yang 

berpartisipasi pada even promosi pariwisata di 

dalam negeri

8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata 

yang disertifikasi

9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor 

kepariwisataan

10. Jumlah lokasi yang memperoleh 

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 

kemitraan usaha masyarakat

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 

33489526019. Total realisasi PAD = 268768702010

12,46 Badan Pendapatan Daerah 

dan Dinas Pariwisata

Ada 2023-03-24 

04:53:10

OK 2023-03-24 

04:54:42

3.c.1 Urusan Pilihan Pertanian 1. Sarana pertanian yang diberikan

2. Prasarana pertanian yang digunakan

3. Penerbitan izin usaha pertanian

4. Persentase prasarana yang digunakan

5. Persentase jumlah usulan izin usaha 

pertanian di kab/kota

n

Produktivitas pertanian per hektar per 

tahunProduktivitas pertanian per tahun

Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per 

tahun = 261700. luas panen = 42972

609,00 DINAS PERTANIAN Ada 2023-02-22 

10:56:18

OK 2023-03-24 

13:22:12

3.c.2 Urusan Pilihan Pertanian 1. Persentase fasilitasi penanggulangan 

bencana

Persentase Penurunan kejadian dan jumlah 

kasus penyakit hewan menularPersentase 

kasus zoonosis kab/ kota

Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – 

jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular 

tahun sebelumnya (t-1) = -60. Jumlah 

kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 

sebelumnya (t-1) = 186

-32,26 DINAS PERTANIAN Ada 2023-02-22 

10:57:30

OK 2023-03-24 

13:24:52

3.d Urusan Pilihan Kehutanan 1.    Tersedianya dokumen rencana 

pengelolaan Tahura

2.    Pemberdayaan masyarakat di daerah 

penyangga

3.    Pemulihan ekosistem pada Tahura

4.    Menurunnya gangguan kawasan 

TAHURA

 


1,00 SURAT PERNYATAAN 

SEKDA  KAB.LOBAR

Ada 2023-03-24 

13:31:34

OK 2023-03-24 

13:35:30

3.e Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya 

Mineral

Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas 

bumi dalam daerah kab/kota

Persentase perusahaan pemanfaatan panas 

bumi yang memiliki ijin di kab/kota 

Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang 

memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan 

panas bumi = 1

0,00 DLH KAB.LOBAR Ada 2023-03-27 

13:03:14

OK 2023-03-27 

13:04:10



3.f.1 Urusan Pilihan Perdagangan 1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan untuk izin :

a. Pusat perbelanjaan

b. Toko swalayan

2. Persentase penerbitan TDG

3. Persentase gudang yang tidak mempunyai 

TDG

4. Persentase penerbitan STPW yang tepat 

waktu untuk :

5. Persentase pemeriksaan fasilitas 

penyimpanan bahan berbahaya dan 

pengawasan distribusi, pengemasan dan 

pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah 

Kab/Kota

6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat 

waktu

7. Persentase pengembangan dan pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan di wilayah 

kerjanya

8. Persentase koefisien variasi harga antar 

waktu

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin 

sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat 

Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko 

Swalayan)

Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai 

ketentuan = 101. Jumlah pelaku usaha di wilayah 

Kab/Kota = 101

100,00 DISPERINDAG Ada 2023-03-24 

04:22:23

OK 2023-03-24 

13:39:52

3.f.2 Urusan Pilihan Perdagangan 1. Jumlah pupuk dan pestisida yang 

tersalurkan

Persentase kinerja realisasi pupuk Realisasi = 16695.98. RDKK = 129636.27 12,88 DINAS PERTANIAN Ada 2023-03-24 

13:46:38

OK 2023-03-24 

13:48:13

3.f.3 Urusan Pilihan Perdagangan 1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera 

ulang dalam tahun berjalan

2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi 

terhadap ketentuan yang berlaku

Persentase alat &ndash; alat ukur, takar, 

timbang dan perlengkap annya (UTTP) 

bertanda tera sah yang berlaku

jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada 

tahun berjalan = 8836. jumlah potensi UTTP yang 

wajib ditera dan tera ulang di wilayah 

kabupaten/kota = 10680

82,73 DISPERINDAG Ada 2023-03-24 

04:25:06

OK 2023-03-24 

13:50:42

3.g.1 Urusan Pilihan Perindustrian 1. Persentase jumlah penetapan izin usaha 

kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan 

kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di 

daerah kabupaten/kota

Pertambahan jumlah industri kecil dan 

menengah di kab/kota

(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– 

Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 91. 

Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 

12143

0,75 DISPERINDAG Ada 2023-03-24 

04:28:54

OK 2023-03-24 

13:57:52

3.g.2 Urusan Pilihan Perindustrian 1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK 

sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA

Persentase pencapaian sasaran pembangunan 

industri termasuk turunan indikator 

pembangunan industri dalam RIPIN yang 

ditetapkan dalam RPIP

131,64 DISPERINDAG Ada 2023-03-27 

02:17:09

OK 2023-03-27 

02:18:17

3.g.3 Urusan Pilihan Perindustrian 1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan 

usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah 

yang diterbitkan

2. Persentase jumlah izin perluasan industri 

(IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang 

diterbitkan

Persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Usaha 

Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah 

yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam 

laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang 

dikeluarkan = 11

0,00 DISPERINDAG dan 

DPMP2TSP

Ada 2023-03-27 

14:04:32

OK 2023-03-27 

14:08:03

3.g.4 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan 

Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah 

yang dikeluarkan oleh instansi terkait 

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam 

laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang 

dikeluarkan = 1

0,00 DISPERINDAG DAN 

DPMP2TSP

Ada 2023-03-27 

14:05:15

OK 2023-03-27 

14:08:16



3.g.5 Urusan Pilihan Perindustrian Persentase jumlah hasil pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah Izin Usaha 

Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di 

Daerah kabupaten/kota 

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam 

laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang 

dikeluarkan = 1

0,00 DISPERINDAG dan 

DPMP2TSP

Ada 2023-03-27 

14:06:02

OK 2023-03-27 

14:08:28

3.g.6 Urusan Pilihan Perindustrian 1. Persentase data perusahaan industri kecil, 

menengah dan perusahaan kawasan indusri di 

kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap 

total populasi perusahaan industri kecil, 

menengah dan perusahaan Kawasanindustri di 

kab/kota

Tersedianya informasi industri secara lengkap 

dan terkini

50,00 informasi industri secara 

manual tidak melalui 

SIINas

Ada 2023-03-27 

02:56:54

OK 2023-03-27 

02:57:43

3.h Urusan Pilihan Transmigrasi 1.    Jumlah kawasan transmigrasi yang 

difasilitasi penetapannya

2.    Jumlah satuan pemukiman transmigrasi 

yang difasilitasi pembangunannya

3.    Jumlah satuan pemukiman yang dibina

 


1,00 DISNAKER KAB.LOBAR Ada 2023-03-28 

11:41:07

OK 2023-03-28 

18:41:29

4.a.1 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga 

kesehatan 

Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga 

kesehatan = 531797660552.1. Jumlah APBD = 

1595855345492

33,32 BPKAD Ada 2023-02-09 

08:35:30

OK 2023-03-27 

02:58:46

4.a.2 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan Rasio PAD Jumlah PAD = 268770402010.66. Jumlah 

Pendapatan pada APBD = 1595855345492

16,84 BPKAD Ada 2023-02-09 

08:35:55

OK 2023-03-27 

03:00:07

4.a.3 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

3,00 INSPEKTORAT Ada 2023-01-25 

07:49:41

OK 2023-02-23 

12:52:26

4.a.4 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) 

3,00 INSPEKTORAT Ada 2023-01-25 

07:50:44

OK 2023-02-23 

12:52:38

4.a.5 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum 

(dikurangi transfer expenditures ) 

Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer 

expenditures = 952974957745.98. jumlah belanja 

APBD = 1495185469279

63,74 BPKAD Ada 2023-03-27 

13:15:19

OK 2023-03-27 

13:16:47

4.a.6 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan Opini Laporan Keuangan 8,00 INSPEKTORAT Ada 2023-01-25 

09:17:24

OK 2023-02-23 

12:52:52

4.b.1 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Pengadaan Persentase jumlah total proyek konstruksi yang 

dibawa ke tahun berikutnya. yang 

ditandatangani pada kuartal pertama 

jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang 

perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang 

ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. 

jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 46

0,00 BPBJ Ada 2023-03-28 

19:29:06

OK 2023-03-28 

19:31:36

4.b.2 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Pengadaan Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan 

dengan metode kompetitif

jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode 

kompetitif = 2107. Jumlah seluruh pengadaan = 

2107

100,00 BPBJ Ada 2023-03-28 

13:25:33

OK 2023-03-28 

18:45:25

4.b.3 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Pengadaan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui 

pengadaan

Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui 

pengadaan = 76828232221. total belanja operasi dan 

modal = 91415672784

84,04 BPBJ Ada 2023-03-28 

14:33:33

OK 2023-03-28 

19:00:18



4.b.4 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Pengadaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm 

Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 

Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang 

Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha 

Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 

302788132095. Jumlah Nilai PBJ yang 

Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha 

Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 

611484066774

49,52 BPBJ Ada 2023-03-28 

19:29:38

OK 2023-03-28 

19:32:10

4.c.1 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Kepegawaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan 

Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan) 

Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 

2124. Jumlah seluruh pegawai  = 3346

63,48 BKD-PSDM Ada 2023-03-13 

14:51:03

OK 2023-03-27 

03:05:19

4.c.2 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Kepegawaian Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan 

tenaga kesehatan) = 460. seluruh jumlah pegawai 

pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) = 3346

13,75 BKD-PSDM Ada 2023-01-31 

12:06:16

OK 2023-03-27 

03:06:12

4.c.3 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Kepegawaian Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat 

Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan) 

Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat 

kompetensi = 227. seluruh jumlah pegawai 

Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) = 460

49,35 BKD-PSDM Ada 2023-01-31 

12:09:48

OK 2023-03-27 

03:12:02

4.d.1 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Manajemen Keuangan Budget execution: Deviasi realisasi belanja 

terhadap belanja total dalam APBD

Realisasi Belanja  = 1495185469279. Total Belanja 

APBD = 1595855345492

6,31 BPKAD Ada 2023-03-27 

12:50:43

OK 2023-03-27 

13:19:44

4.d.2 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Manajemen Keuangan Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD 

terhadap anggaran PAD dalam APBD

Total PAD dalam realisasi = 268770402010.66. 

Total PAD dalam APBD = 356051018264

24,51 BPKAD Ada 2023-02-09 

08:39:33

OK 2023-03-27 

13:23:03

4.d.3 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Manajemen Keuangan Manajemen Aset  4,00 BPKAD Ada 2023-03-13 

15:00:34

OK 2023-03-27 

13:24:10

4.d.4 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Manajemen Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja 

dalam APBD tahun sebelumnya

Nilai realisasi SiLPA = 5642690244.68. total 

belanja anggaran tahun sebelumnya = 

1406969907771.5

0,40 BPKAD Ada 2023-03-27 

13:41:38

OK 2023-03-27 

13:43:48

4.e.1 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Transparansi dan Partisipasi 

Publik 

Informasi tentang sumber daya yang tersedia 

untuk pelayanan (Information on resources 

available to frontline service delivery units)

Realisasi Belanja  untuk unit pelayanan dapat 

diakses di website Pemda = 7051456297. Anggaran 

belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di 

website Pemda = 8505661187

82,90 Diskominfotik Ada 2023-03-23 

22:30:20

OK 2023-03-27 

13:47:22

4.e.2 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Transparansi dan Partisipasi 

Publik 

Akses publik terhadap informasi keuangan 

daerah (Public access to fiscal information) 

Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website 

Pemda = 4954. total jumlah dokumen yang telah 

dirinci = 4954

100 Diskominfotik

https://ppid.lombokbaratkab

.go.id/

Ada 2023-02-01 

07:41:05

OK 2023-03-23 

22:06:24



Tanggal Cetak 30-03-2023 13:17

Capaian File Bukti Status Keterangan Diperbarui

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pendidikan 1.a.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 402 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.1

Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 24797 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.1 Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 24797 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.1 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 362 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.1 Jumlah pendidik pada PAUD 1839 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.1

Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 

bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi 

guru pendidikan anak usia dini 786 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.1

Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik 

dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD 

formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari 

lembaga pem 376 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 394 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta 

didik dari Pemerintah Daerah 77963 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan 

dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 39937 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya 

pendidikan 77963 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima 

pembebasan biaya pendidikan 39937 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 3335 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 1344 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 4896 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 3658 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3 jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 467 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah 

pertama 231 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3 jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 433 Ada

13 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3 jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 582 Ada

14 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-

IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 3856 Ada

15 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 3974 Ada

16 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, 

sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 432 Ada

17 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-

IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon 

kepala sekolah 180 Ada

18 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah 

SMA/sederajat 18 Ada

19 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.2,1.a.3

Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang 

memiliki ijazah SMA/sederajat 15 Ada

No IKK

PELAPORAN IKK OUTPUT 2022

KABUPATEN LOMBOK BARAT

APIP
UrusanKategori Urusan IKK OutputNo IKK Outcome



1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.4 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 56 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.4

Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta 

didik dari Pemerintah Daerah 978 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.4

Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya 

pendidikan 978 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 174 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.4 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 331 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.4

Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S1) 204 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.4

Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, 

sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 432 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pendidikan

1.a.4

Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV 

atau S1 24 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.1

Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat 

kesehatan (SPA) sesuai standar 2 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.2 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 2 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.3 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2738062 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.3 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 405 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.4 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 22872 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.4 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar 405 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.5 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 18108 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.5 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar 405 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.6 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 236546 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.6 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar 344 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.7 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 12611 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.7

Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai 

standar 315 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.8 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 228 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.8 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 344 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.9 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 111 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.9 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 344 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.10 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 121 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.10 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 246 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.11 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 206 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.11 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 344 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.12 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 192 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.12 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 272 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.13 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 219 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.13 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 339 Ada



1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.14 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 6 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Kesehatan

1.b.14 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar 341 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.1,1.c.2 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 0 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.1,1.c.2

Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan 

kabupaten/kota (m) 0 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.1,1.c.2

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS 

kewenangan kabupaten/kota (HA) 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.1,1.c.2

Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS 

kewenangan kab/kota (ha) 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.1,1.c.2

Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS 

Kewenangan kabupaten/kota 0 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.1,1.c.2

Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya 

air kewenangan kabupaten/kota 0 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.1,1.c.2 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.3 Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 61,73 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.3 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 68,97 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.4 Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak) 0 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.4 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 0 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.4 Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.4

Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan 

SPAM 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.4

Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah lain. 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan 

pelayanan dasar menggunakan SPALD S 157170 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5

Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan 

dasar menggunakan SPALD-T 0 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan 

akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan 

SPALD S dan SPALD T 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 0 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 0 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 87,57 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 0 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 0 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 0 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 0 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 0 Ada

13 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 0 Ada

14 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.5 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.6

Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) 

yang laik fungsi 0 Ada



2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.6 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 221 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.6 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.6

Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung 

(Ada/Tidak) 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.6

Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan 

dilestarikan 0 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.6

Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan 

strategis daerah provinsi 0 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.6 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 0 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.6

Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang 

dipelihara/dirawat 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7

Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan 

Kab/Kota 571,584 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7 Panjang jalan yang dibangun 3,65 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7 Panjang jembatan yang dibangun 25,19 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 3,65 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 0 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7 Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 5,25 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7 Panjang jembatan yang direhabilitasi 0 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7 Panjang jalan yang dipelihara 30,06 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.7 Panjang jembatan yang dipelihara 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 6 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 918 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 918 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota 

yang aktif dengan data termutakhir 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota 

untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 0 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota 

untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 0 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota 

untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 0 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya 

yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir 

secara berkala 0 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 0 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi 

di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan 

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang 

memb 6 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah 

kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis           918 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi 

operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota 918 Ada

13 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah 

kabupaten/kota 39 Ada

14 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha 

dan TDUP yang disetujui 25 Ada



15 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, 

klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa 

konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0 Ada

16 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya 0 Ada

17 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, 

klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar 

jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 0 Ada

18 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota 0 Ada

19 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 0 Ada

20 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah 

Kab/Kota 0 Ada

21 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota 39 Ada

22 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 25 Ada

23 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, 

bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi 

kewenangan pengawasannya 0 Ada

24 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 0 Ada

25 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.c.8

Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, 

bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi 

kewenangan pengawasannya 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 42 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 Jumlah rumah yang terkena bencana alam 42 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 42 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 0 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1

Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana 

aksi 0 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1

Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban 

bencana 0 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 0 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.2

Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian 

aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman

1.d.2

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi 

penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.2

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana 

pemenuhan SPM 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.2

Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan 

rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.2

Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah 

layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 0 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.2 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.3 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 42066 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.3 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 394 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 12300 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.4 Jumlah rumah di kab/kota 233174 Ada



2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.4 Jumlah unit PK RTLH 394 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.4 Jumlah rumah tidak layak huni 4760 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.4 Jumlah rumah yang tidak dihuni 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.4 Rasio rumah dan KK 233172 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.4 Jumlah rumah pembangunan baru 3199 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 3175 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 0 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 3175 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site) 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 3063 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 172 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah pengembang yang tersertifikasi 29 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah pengembang yang terregistrasi 29 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan 29 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam  Kab/Kota yang ditangani 5498 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.1 Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 40 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.1 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 8 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.1 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 3 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.1

Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan 

trantibum 10 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.1 Tersedianya sarana prasarana minimal 22 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.3 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal  100 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.3

Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi 

rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 100 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.4 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 100 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.4 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 100 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.4 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 100 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.4 Persentase warga negara yang ikut pelatihan 100 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.4

Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana 

dan sarana prasarana penanggulangan bencana 100 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.4 Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 100 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.5 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 0 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.5 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 100 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.5 Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 100 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.5

Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian 

bencana 99,99 Ada



1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat

1.e.6

Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan 

manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan di kabupaten/kota 23 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.6

Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana 

prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 1 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.6

Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di 

kantor kecamatan 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.6

Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana 

penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa 1 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.6 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 124 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat

1.e.6

Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam 

sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 4 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.6

Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 50 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 1.e.6 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1 Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 34690 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan 

gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 4175 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1 JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk 45 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang dijangkau 4175 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 8 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang menerima paket  permakanan sesuai standar gizi 1251 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1  Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 2 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang menerima paket sandang 0 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang memanfaatkan alat bantu 13 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter 0 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1 Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 1 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 0 Ada

13 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1 Jumlah tenaga  kesehatan yang disediakan di rumah singgah 1 Ada

14 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang 

disediakan 33 Ada

15 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah  penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang  mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, 

masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia 23 Ada

16 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1 Jumlah  bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 0 Ada

17 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang   difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 0 Ada

18 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang  mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 711 Ada

19 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 1416 Ada

20 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang  direunifikasi dengan  keluarga 23 Ada

21 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.1

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 

yang  dirujuk 4144 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.2 Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 1288 Ada



2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.2 Jumlah  korban bencana yang menerima paket sandang 1288 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.2 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 1288 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.2 Jumlah paket  permakanan khusus bagi kelompok rentan 1288 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.2 Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial 324 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan 

Pelayanan Dasar

Sosial

1.f.2

Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial 

yang tersedia 221 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 1 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.1 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 100 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.1 Jumlah perusahaan yang  menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota. 245 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Persentase penerapan Program PBK dengan  kualifikasi klaster 83,33 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Persentase instruktur bersertifikatkompetensi 61,43 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 11,27 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Persentase LPK yang terakreditasi 46,51 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Persentase LPK yang memiliki perizinan 100 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Jumlah penganggur yang dilatih 387 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 68,84 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Persentase penyerapan lulusan 68,84 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2 Lulusan    bersertifikat kompetensi 100 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

yang diberikan pelatihan 5,51 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.2

Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja 

Indonesia (CTKI) 855 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.3 Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 17,24 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.3 Data tingkat produktivitas total 526,49 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 6,75 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 66,67 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4

Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang 

tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan 

anggota SP/SB di perusahaan 2588 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Persentase perusahaan yang sudah  menyusun struktur skala upah. 100 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan 27,13 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 2,05 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Jumlah mogok kerja 1 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Jumlah penutupan perusahaan 1 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Jumlah perselisihan kepentingan 1 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4

Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) 

perusahaan 1 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Jumlah perselisihan PHK 11 Ada



12 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 37 Ada

13 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 1 Ada

14 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan 1 Ada

15 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.4

Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian 

Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 81,82 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 1571 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 6498 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 13 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota 1 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 1 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5

Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)  antar kerja lokal dalam 

satu wilayah kab/kota 1 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. 303 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online 

(SISNAKER) 6 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia 

(CTKI)yang mendapatkan sosialisasi 5220 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia 

(CTKI)yang terdata 6233 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

yang mendapatkan fasilitasi kepulangan 565 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 297 Ada

13 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5

Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

purna dan keluarganya 15,93 Ada

14 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

2.a.5 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan 1 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 42 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.1

Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis 

gender di tingkat kabupaten/kota 10 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.2

Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas 

pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 7 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 21 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.2 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 100 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.2 Jumlah lembaga layanan anak  yang mendapat pelatihan 21 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.2

Jumlah  lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh 

pemkab/kota (APBD kab/kota) 21 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.3

Jumlah organisasi  kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat 

kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 5 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.3 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 161 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.3 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 5 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.3

Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan 

keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.3

Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 

pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 8 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.3

Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah 

terstandardisasi 2 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 2.g.3 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 100 Ada



1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan

2.h.1

Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk 

penyimpanan cadangan pangan 6 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan

2.h.1 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 6050 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan

2.h.1 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan

2.h.1

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi 

pangan yang beragam dan bergizi seimbang 14 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan

2.h.1 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 1 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan

2.h.1 Tertanganinya kerawanan pangan 9 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan

2.h.1 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 1111,2 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pangan

2.h.1 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar 1 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 75 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6

SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari 

Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 0 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6

SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 Dokumen Izin membuka tanah 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota 0 Ada

1a Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.1 Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA) 46,72 Ada

1b Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.1 Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) 91,2 Ada

1c Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.1 Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH) 46,72 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.2 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota 0

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.3 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 0

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.3

Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota 0

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.3

Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ 

kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah 

kab/kota 0

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.3

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum 

adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 0

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

2.j.3

Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH 

yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya 

di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin 

lingkung 0

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 2.k.1,2.k.2 Penerbitan akta perkawinan 100 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 2.k.1,2.k.2 Penerbitan akta perceraian 100 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 2.k.1,2.k.2 Penerbitan akta kematian 100 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 2.k.1,2.k.2 Penyajian data kependudukan 50 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan masyarakat dan desa

2.l.1,2.l.2 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 14 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan masyarakat dan desa

2.l.1,2.l.2

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah 

desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 11 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan masyarakat dan desa

2.l.1,2.l.2

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam 

peningkatan kapasitas dan diberdayakan 1138 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan masyarakat dan desa

2.l.1,2.l.2

Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya 

melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 44 Ada



1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.1

Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-

Perdakan 0 Tidak Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.1 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 36,16 Tidak Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.1 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 11,742 Tidak Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.1 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 75 Tidak Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.1

Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi 

kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK 37 Tidak Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.2 Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 100 Tidak Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 27,39 Tidak Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.2 Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 1 Tidak Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.2 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 75,76 Tidak Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.3 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 20,81 Tidak Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 2.m.3 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) 64,12 Tidak Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perhubungan

2.n.1,2.n.2

Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan 

Tipe C 62,5 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perhubungan

2.n.1,2.n.2 Terlaksananya pelayanan uji berkala 71,61 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perhubungan

2.n.1,2.n.2

Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan 

dan pedesaan kelas ekonomi 0

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perhubungan

2.n.1,2.n.2

Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 

Kabupaten atau Kota 46,95 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.1

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau 

menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.1

Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang 

disediakan Dinas Kominfo 100 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.1

Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas 

Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan 

jaringan intra pemerintah 4 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah 

Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain 

Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 100 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 100 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan 

aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang 

tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 13,63 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang 

memanfaatkan sertifikat elektronik 7 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan 0 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem 

penghubung layanan pemerintah 7 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 100 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 100 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data 

(sesuai renstra kominfo) 100 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2 Persentase data yang dapat berbagi pakai 0 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart 

city 10 Ada



13 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan 

Dinas Kominfo 23 Ada

14 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.2

Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-

government 6 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.3

Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota 

yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah  kabupaten/kota 97,09 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.3

Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah 

kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 99,53 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Komunikasi dan Informatika

2.o.3

Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan 

strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan 97,5 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 0 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan 

kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah kabupaten/kota 2 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 168 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 116 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 28 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 0 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 0 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 0 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 131 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi 

dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 0 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 0 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan 

dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 0 Ada

13 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.1

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan 

wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.2 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 782 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 3908 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.2 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 201 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.2

Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan 

sertifikasi produk usaha 395 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 1445 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.2 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 709 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Koperasi, usaha kecil dan menengah

2.p.2

Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga 

pendampingan 442 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1

PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten/kota 1 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal 1 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 1 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 4 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Kegiatan pameran penanaman modal 0 Ada



6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 0 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 1 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 449 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Laporan realisasi penanaman modal 1,247E+12 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 1 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 9 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal

2.q.1 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota 1 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga

2.r.1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 0 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga

2.r.1 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 10 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga

2.r.2

Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, 

kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 240 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga

2.r.2

Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen 

organisasi kepemudaan 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga

2.r.3 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 11 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga

2.r.3 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 3 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik

2.s.1,2.s.2 Tersedianya buku profil daerah 0 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik

2.s.1,2.s.2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 0 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik

2.s.1,2.s.2 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 1037 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik

2.s.1,2.s.2 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik

2.s.1,2.s.2 Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 1037 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik

2.s.1,2.s.2 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 73,5 Ada

7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Statistik

2.s.1,2.s.2 Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Persandian

2.t.1

Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal 

dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan 0 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Persandian

2.t.1

Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang 

telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi 

persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 33 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Persandian

2.t.1

Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori 

rendah 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Persandian

2.t.1

Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah 

daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan 

pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 248 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, 

penayaan keberagaman) 68 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter 

bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 34 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi 

dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, 

penghapusan) 3 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan 

pemugaran 159 Ada



7 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan 

data 0 Ada

8 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Pengembangan cagar  budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) 25 Ada

9 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 3 Ada

10 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 0 Ada

11 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 0 Ada

12 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1

Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum 

kabupaten/kota 0 Ada

13 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 7 Ada

14 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi 0 Ada

15 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya 0 Ada

16 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 0 Ada

17 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota 0 Ada

18 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 0 Ada

19 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kebudayaan

2.u.1 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat 0 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan

2.v.1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 9,19 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan

2.v.1 Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 0,084 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan

2.v.1 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 0,17 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan

2.v.1 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 0,13 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan

2.v.1 Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat 50,13 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan

2.v.2

Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di 

wilayahnya 1 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan

2.v.2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 1 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perpustakaan

2.v.2

Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di 

wilayahnya (item) 1 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.1 persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 93,14 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.1 persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 35,83 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.1 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 79,86 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.1 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 1 Ada

1 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.2 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 1 Ada

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 0 Ada

3 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.2

Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan 

pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 0 Ada

4 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.2

Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga 

kearsipan provinsi yang sesuai NSPK 0 Ada

5 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.2

Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang 

dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 0 Ada

6 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kearsipan

2.w.2

Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga 

kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK 0 Ada

1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 3.a.1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 3020 Ada

2 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 3.a.1 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 30 Ada



3 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

3.a.1

Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 

dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 0 Ada

4 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

3.a.1

Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan 

pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan 

informasi/dan penguatan kelembagaan) 130 Ada

5 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 3.a.1 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi 2185485 Ada

1 Urusan Pilihan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 Jumlah entitas pengelolaan destinasi 31 Ada

2 Urusan Pilihan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 73 Ada

3 Urusan Pilihan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 818 Ada

4 Urusan Pilihan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 Jumlah  wisatawan mancanegara per kebangsaan 56091 Ada

5 Urusan Pilihan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 5 Ada

6 Urusan Pilihan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi 0 Ada

7 Urusan Pilihan Pariwisata

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5

Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi  pariwisata di 

dalam negeri 5 Ada

8 Urusan Pilihan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi 50,76 Ada

9 Urusan Pilihan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 14,38 Ada

10 Urusan Pilihan Pariwisata

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5

Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan 

usaha masyarakat 51 Ada

1 Urusan Pilihan Pertanian 3.c.1 Sarana pertanian yang diberikan 119 Ada

2 Urusan Pilihan Pertanian 3.c.1 Prasarana pertanian yang digunakan 25 Ada

3 Urusan Pilihan Pertanian 3.c.1 Penerbitan izin usaha pertanian 68 Ada

4 Urusan Pilihan Pertanian 3.c.1 Persentase prasarana yang digunakan 100 Ada

5 Urusan Pilihan Pertanian 3.c.1 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota 100 Ada

1 Urusan Pilihan Pertanian 3.c.2 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 0 Ada

1 Urusan Pilihan Kehutanan 3.d.1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 0 Ada

2 Urusan Pilihan Kehutanan 3.d.1 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 0 Ada

3 Urusan Pilihan Kehutanan 3.d.1 Pemulihan ekosistem pada Tahura 0 Ada

4 Urusan Pilihan Kehutanan 3.d.1 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA 0 Ada

1 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 3.e.1 Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota 0

1a Urusan Pilihan Perdagangan

3.f.1

Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat 

perbelanjaan 0 Ada

1b Urusan Pilihan Perdagangan

3.f.1

Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko 

swalayan 100 Ada

2 Urusan Pilihan Perdagangan 3.f.1 Persentase penerbitan TDG 100 Ada

3 Urusan Pilihan Perdagangan 3.f.1 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 37,5 Ada

4 Urusan Pilihan Perdagangan 3.f.1 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : 0 Ada

5 Urusan Pilihan Perdagangan

3.f.1

Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan 

distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota 0 Ada

1 Urusan Pilihan Perdagangan 3.f.1 Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 0 Ada

2 Urusan Pilihan Perdagangan

3.f.1

Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah 

kerjanya 69,69 Ada

3 Urusan Pilihan Perdagangan 3.f.1 Persentase koefisien variasi harga antar waktu 100 Ada

1 Urusan Pilihan Perdagangan 3.f.2 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan 0

1 Urusan Pilihan Perdagangan

3.f.3

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera 

ulang dalam tahun berjalan 82,73 Ada

2 Urusan Pilihan Perdagangan 3.f.3 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku 0 Ada

1 Urusan Pilihan Perindustrian

3.g.1

Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan 

kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota 0 Ada

1 Urusan Pilihan Perindustrian

3.g.2

Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi 

PERDA 100 Ada

1 Urusan Pilihan Perindustrian

3.g.3

Persentase Jumlah  izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah 

yang diterbitkan 100 Ada

2 Urusan Pilihan Perindustrian

3.g.3

Persentase jumlah izin perluasan industri  (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang 

diterbitkan 0 Ada

1 Urusan Pilihan Perindustrian

3.g.6

Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di 

kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, 

menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota 0 Ada

1 Urusan Pilihan Transmigrasi 2.h.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 0 Ada

2 Urusan Pilihan Transmigrasi 2.h.1 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 0 Ada

3 Urusan Pilihan Transmigrasi 2.h.1 Jumlah satuan pemukiman yang dibina 0 Ada


